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KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan
bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian
Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja
secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja

Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat
Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat
Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas capaian kinerja tahunan yang

dicapai.

Tahun 2020 ini adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Utama Tahun 2020 - 2024. Laporan Kinerja tahun 2020 menyajikan capaian target kinerja,
beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Diharapkan Laporan Kinerja yang
disajikan ini dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar

Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Februari 2021

Sekretaris Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP


Elin Herlina
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban
menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

Sekretariat Utama dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program dengan Nilai Pencapaian
Sasaran Program (NPSP) sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen
BPOM di Lingkup Sekretariat Utama tercapai dengan kategori Baik (99,09%); 2) Meningkatnya
kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama
tercapai dengan kategori Baik (107,99%); 3) Meningkatnya kualitas perencanaan,
penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan tercapai dengan
kategori Baik (100%); 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM tercapai dengan
kategori Sangat Baik (112,26%); 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat
ukuran tercapai dengan kategori Baik (100%); 6) Tersedianya peraturan Perundang-
Undangan dan Advokasi Hukum tercapai dengan kategori Baik (108,80%); 7) Meningkatnya
kerja sama BPOM yang efektif tercapai dengan kategori Sangat Baik (111,79%); 8)
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama tercapai
dengan kategori Baik (104,39%); 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup
Sekretariat Utama yang optimal tercapai dengan kategori Baik (93,19%); 10) Terwujudnya
SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal tercapai dengan kategori Baik (99,19%); 11)
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat
Utama tercapai dengan kategori Sangat Kurang (13,25%), dan 12) Terkelolanya Keuangan
Sekretariat Utama Secara Akuntabel tercapai dengan kategori Baik (99,18%).

Sampai dengan tahun 2020, dari 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Sekretariat Utama,
terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang (<50) yaitu Indeks pengelolaan
data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik (13,25%); 2 (dua) indikator dengan
kategori cukup (70-<90) yaitu 1) Indeks RB Sekretariat Utama (84,18%) dan 2) Tingkat
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama (75); 18 (delapan belas) indikator
dengan kategori baik (90-<110) yaitu 1) Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama
(98,41%), 2) Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama (95,4%), 3) Opini BPK atas laporan
keuangan BPOM (100%), 4) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (102,54%), 5) Indeks kepuasan
internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (107,3%), 6) Indeks Kepuasan Media
(101,4%), 7) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen

(102,65%), 8) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan

Vii
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kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100%),
9) Nilai Pengelolaan BMN (98,75%), 10) Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan
(100%), 11) Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015
(100%), 12) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100%), 13)
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100,25%), 14) Persentase layanan
pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,48%), 15) Tingkat efektifitas KIE
obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama (102,27%), 16) Nilai AKIP Sekretariat Utama
(99,62%), 17) Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama (99,19%), dan 18) Nilai Kinerja
Anggaran Sekretariat Utama (98,35%); 5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik
(110-120) yaitu 1) Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal (119,10%),
2) Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal (118,93%), 3) Persentase Advokasi Hukum
yang efektif (117,60%), 4) Persentase kerja sama yang efektif (111,79%) dan 5) Indeks
Pelayanan Publik dilingkup Sektama (114,58%); dan 1 (satu) indikator dengan kategori
tidak dapat disimpulkan yaitu Indeks Opini Publik BPOM (120,61%).

Pada tahun 2020, pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretariat Utama Tahun 2020 yang semula adalah Rp391.009.078.000,00 dan mengalami
revisi APBN-P menjadi Rp328.548.378.000,00. Dari total anggaran tersebut, direalisasikan
sebesar Rp284.410.751.968,00 atau 86,57% dari total pagu. Alokasi anggaran terbesar
adalah untuk mendukung Sasaran Program “Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal
BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama” yaitu sebesar 75,28%, hal ini
dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang mejalankan fungsi dukungan
manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan
sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan Gedung, layanan internal (overhead), dan

pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara

lain:

1. Melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit, pemanfaatan (login
dan akses) dashboard BOC dan verifikasi/pemutakhiran BOC.

2. Mengawal masa kontrak dan percepatan pencairan belanja modal.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan
kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

4. Melakukan monitoring IKPA terhadap indikator pagu minus, penyerapan anggaran,
penyelesaian tagihan, dan kesalahan SPM.

5. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB dan SAKIP di Lingkup

Settama secara berakala.

viii
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1.

MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan
memberikan penghargaan atas kinerja anggaran - .
K/L (NKA) berupa insentif kepada 3 K/L

Nis | i | Nl
. . . Pernglat | Rode L URAIANKL o |sur| oy |
tertlnggl dengan kategorl pagu besar’ Sedang 1 | (80 [BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL I %‘Bﬁ| 97.86| EBH| Kecl

dan kecil. BPOM masuk peringkat ke 3untuk K/L — 5 0om s 2L P
kategori pagu kecil dengan NKA 96,62 (sangat —— i G o s s i
baik) dan mendapatkan insentif tambahan

anggaran sebesar Rp30M.

Badan POM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi J
The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2020 yang s Q
diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association =
(ICCA). TBCCI 2020 diikuti oleh 52 instansi, baik lembaga
pemerintah, badan publik, dan perusahaan swasta di
Indonesia. Tahun ini menjadi tahun ke-2 Badan POM
mengikuti ajang bergengsi ini.

Badan POM raih Anugerah Badan Publik “Informatif’ berdasarkan hasil Monitoring dan
Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dengan berada di
\ peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dengan nilai 94,09. Penganugerahan
Keterbukaan Informasi  Publik 2020
diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat
yang digelar secara daring pada Rabu 25
November 2020

BPOM menerima Piagam Penghargaan Penerapan jemm e s
Sistem Merit dengan kategori “Sangat Baik’ : : :
ﬁl" :

(kategori 1V) dengan nilai 364 (tiga ratus enam § §
puluh empat) dan indeks 0.88 (nol koma delapan § M
puluh delapan) dari Komisi Aparatur Sipil Negara [ BADAN@N&%Q%@%%&::MNM ‘

(KASN). Sistem Merit adalah kebijakan dan SANGAT BAIK
manajemen ASN di lingkungan Badan POM dalam

melakukan perencanaan kebutuhan,

pengembangan karir, promosi dan mutasi,
manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan yang
diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi serta pengelolaan sistem
informasi yang telah terintegrasi terkait pengelolaan ASN.
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BAB I PENDAHULUAN

BADAN POM

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;

2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip,
dan dokumentasi;

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh

5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai

berikut:

"—wvwoaozcm
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=

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga mengkoordinir secara administratif

weoac-
"—wnoaozcm

untuk unit yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat
dan Makanan

Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM)
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Bagan Organisasi Sekretariat Utama

Sehretariat Lkama

. Bim
Bire Birz Bim Bira Hu " kat dan Duk Strategis
Pereneanzan dan Keuangan Hhdkum dan Organisss Kesa Sama Urnum dan Sumber Days Manusia ubungan ""-"”‘Pi’m‘:;h ngan S1mtgs
[ I I I I I [ I I [ [ I
Bagan Bagian Bagian Bagin Sagn Bagan Bagan P o 4 Bagian Bagian Bagian Bagan Bagan
Bagan Bagian N fag - . Bagian - *a Bagian . - - . ;zg Kena Sama Blateral Kena Sama Fengelolaan Barang ~ SrEneanazn 2_1 * - d - ag ag. Protokol dan
N Moniaring, Evalasi, Pesaturan Penundang- ? Ciganisasi dan Tata Kera Sama Dalam T Pengeloiaan Karier | | Pengelolasn Kinerja Komunkasi dan Pengaduan Dukungan Strategis
Perencanaan Penganggaran - _— Keuangan Achokasi Hukum ; Selatan-Selatan, dan Regional dan Milik Negara dan i Kesekretariztan
dan Pelaporan Kinera undangan Lakzana Neger . Sumber Daya dan Kearsipan Publkas Masyarahat Pimpinan -
Triangular Mutilatesai Rumah Tangga - Fimpnan
Manusiz
| [ | | | | | | | | | | | | | | |
e - s Subbagian g
Subbagian Subbagian || Subbagan Subbagian . I Subbagian Subbagian Subbagian Perencanaan dan Sibagan Subbagian Subbagian Subbagian N
Subbagian Monitoring, Evsluasi, | | | Perbendaharsandan | | | Subbagian Subbagian = 2 : Subbagan Perencanaan dan i Pengelolan Kinerja _ Subbagian
- Fenganggaran BPOM = - = Peraturan Penndang- . . Kerja Sama Dalam Kena Sama Kawasan - Penpelolaan Data ) Pembertaan dan Layanan Pengaduan Duikungan Substansi
Ferencanaan | dan Felaporan Kinerja || | Penermaan Negara Advolasi Hukum | Organisasi 3 e Heria SamaRegondl || | | Pengendaian Barang dan Disiplin Sumber " i Pratokol
Pusat " undangan | Nageri | Asia Pasifk " Sumber Daya Hubergan Media Masyarakat Pimpinan
| Bukan Paak Wiik Negara ) Daya Manusia
Manusia
Subbagian Subbagian - - = Subbagian = = = Subbagian Subbagian
Subbagan Penganggaran Uit Monkoring, Evaluaci, Sebbagan _ Sdbagan Suibbagizn Subbagian Subbagian Kerja Sama Kawasan Sucbagian  Sbagin | Subagin Subbagan Subbagian Fangelolaan Mantaring dan
. = - Akuntansi dan Feraturan Penndang- Kerja Sama Dalam . Kera Sama Regional Penatausahaan Pengeloiaan Karier Kesejahteraan, Gaj,
Pesencanaan Pelaisana Teknis dan Petaporan Kinea | [ oo sndangan | Adbvohasi Huiam Il Tata Laksana - Afiita dan Timer Sy Wit Newars Jabaton Fungsions st Publinas Iniommasi dan Evaluasi Program
BPOM (] 3 ? Tengah = = & s Cokumentasi Strategis Pimpinan
Subbagian
I | | I | | | | | Kesgrer
an Pimpinan
. - - - Subbagian (¥ ti-ag
Sukbag Subbag Subb Subbagi wbbag & . '
Subbagian 2 Subbagin Subbagian Subbagan | e oegan Subbagian = _ = aonagEn Komunikasi
Tata Usah Dokumentasi dan Adokasi Huitum I Tata Usah Txals Kera Sama Kawasan Kera Sama A T Pengelolasn Karier Ferzuratan dan Pengelolaan Opini it
a2 Lsana Infarmasi Huum kst R 3 Isaha #alizna Amerka dn Erspa Mstiatez uma Tangga Jahatan Strdtural Kearsipan Publi ’:;;535“"
Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan
Fungsional

Fungsional

Fungsiona
[TT1T [TT11T

Fungsional
T 1m

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

Fungsional
71
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SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah

pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM

aktif di Sekretariat Utama per tanggal 29 Desember 2020 adalah sebanyak 279 orang dari

total kebutuhan pegawai sebanyak 459 orang. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat

Utama sebagai berikut:

iro
Perencanaan dan
Keuangan; 49;
17%

>

Biro Hukum dan
Organisasi; 37;
13%

Biro Umum,dan
SDM; 103; 37%

Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II

100
75
50
25 J
0 e ol B
Biro .
Perencanaa Blrodl-;L:]kum Biro Kerja = Biro Umum
n dan L Sama dan SDM
Organisasi
Keuangan
B SD/SLTP/SLTA/ Sederajat 3 0 1 16
mD-3 8 5 4 18
S-1 33 24 16 56
mS-2 5 8 6 13
H Total 49 37 27 103

1 .|J

Biro
Hubungan
Masyarakat
dan Total
Dukungan
Strategis
Pimpinan
1 21
4 39
52 181
6 38
63 279

Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Penyetaraan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM sesuai rekomendasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjumlah 502 (lima ratus dua)
jabatan dengan komposisi Penyetaraan Jabatan Administrator (156 orang), Penyetaraan
Jabatan Pengawas(223 orang), Mekanisme Inpassing (2 orang), Mekasnisme

Pengangkatan kembali (121 orang).

Sedangkan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan

kesekretariatan Utama sampai dengan Desember 2020 sebagai berikut:

e 88

Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Perencana: 9 Orang o
2. Analis Anggaran: 6 orang

3. Analis Kebijakan: 12 orang &@&

4. Arsiparis: 1 orang

5. Analis Pengelolaan Keuangan APBN: 2 orang Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: 8 orang

;i 3 2, Analis Kepegawaian: 14 orang

i 3. Assesor SDM Aparatur: 1 orang [@1

4, Arsiparis: 5 orang

5. Perencana: 1 orang E m

6. Pranata Komputer: 2 orang . “‘
- S * T
s iz Farmasi dan 2 orang |—/

<< )

Biro Kerja Sama

Biro Hubungan Masyarakat @
dan Dukungan Strategis Pimpinan ” 1. Analis Kebijakan: 2 orang

1. Pengawas Farmasi dan Makanan: 9 orang ; }l:ranam Hl;mas: l‘éu‘rra:’[g . <
. Pengawas Farmasi dan Makanan: 5 orang

2. Pranata Humas : 6 orang
3. Analis Kebijakan : 9 Orang y 4. Analis Kepegawaian: 1 orang
\ 5. Arsiparis: 1 orang

Biro Hukum dan Organisasi
1. Perancang Peraturan Perundang-undangan: 7 orang
2. Pengawas Farmasi dan Makanan: 12 orang
3. Analis Kebijakan: 2 orang
4. Analis Hulum: 3 orang

5. Analis Anggaran: 1 orang S
6. Perencana: 1 orang ‘\!r.-‘.,
7. Arsiparis: 3 orang S

8. Analis Kepegawaian: 1 orang

9. Pranata Humas: 1 orang

Gambar 4. Jumlah pejabat fungsional per unit kerja

Berikutjumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja

(ABK) :

. . umlah Pegawai umlah
No. Unit Kerja ] Existingg N (ABK)
1 Biro Perencanaan dan Keuangan 49 86
2 Biro Hukum dan Organisasi 37 88
3 Biro Kerja Sama 27 30
4 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia 63
Biro Hubungan Masyarakat dan
> Dukungan Strategis Pimpinan 103 205
TOTAL 275 279
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PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUEYS)

[su-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan

Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang

akan datang adalah sebagai berikut:

1.

Peraturan Perundang-undangan
Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama
yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan
mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama
dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum.
Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera
menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen
kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini
mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang
Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan
evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan
keterbukaan informasi publik.
Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan

mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

Jejaring Kerjasama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu
melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan
jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha,
organisasi masyarakat, pramuka, e-commerce, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya
untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan
daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan

masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.
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Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya
Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara online, sosialisasi,
komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses
informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai
kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan Contact Center BPOM secara
nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi
informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di
lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem
Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan
beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga
dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk
Obat dan Makanan secara online, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum
terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu
mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama
dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan
teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk
menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM
mengembangkan pengawasan berbasis digital dan melakukan integrasi sistem
management data pre dan post market menuju one data pengawasan Obat dan
Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam
pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena

masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran
2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan
perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan kterpaduan perencanaan dan
penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran

pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN
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dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic
(menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini
adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran
pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran,
perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan
penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan
program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi
sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan
program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari
tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada
tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis

K/L pada tingkat organisasi.

Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan
pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan
koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam
melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan
dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakan kinerja dari level
organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM,
Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan
Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera
mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan

ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan
reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB
2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit
dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.
Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1).

Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan
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Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada
lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga
fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir
yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional
maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan
Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras
dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk
Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah

disusun.
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

BADAN POM

I.  RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Perencanaan Kinerja di tahun 2020 disusun dengan mengacu pada dokumen-dokumen
terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra)
BPOM tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja
tahun 2015-2019.

Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan
Renstra Sekretariat Utama merupakan platform Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan
Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan
Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam
mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang

akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

VISI
“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

4 Y4

Meningkatkan manajemen sumber Meningkatkan kualitas Membangun Mewujudkan Unit
daya untuk mewujudkan dan efektifitas regulasi Kesadaran Organisasi
kelembagaan BPOM yang optimal, dan advokasi hukum masyarakat dan :
pengelolaan pemerintahan yang dalam rangka kemi{raan BPOM B Se];:rfzr}lli;g:ma
bersih, efektif, dan terpercaya serta mewujudkan yang optimal profesional dz;n
membangun SDM BPOM yang Pengawasan Obat dan inovatif
profesional dan berintegritas Makanan yang handal

\ tinggi. ) \

~

J

TUJUAN
1. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama; dan
3. Terwuiudnva Unit Organisasi Sekretariat Utama vane handal. nrofesional dan inovatif.

Gambar 5. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

11
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Dalam penyusunan sasaran Program, Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas)
sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan
pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif,
yaitu stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective, dan

learning and growth perspective, sebagai berikut:

PETA STRATEGI LEVEL |
SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024
. §S2. :
§51. Meningkatnya _ IKSS2:
W Kualitas Dukungan IKSS1: Meningkatnyakepuasan | 1indeks kepuasan masyarakat terhadap
SE Manaiemen BPOM di 1.Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama Masyarakat dan internal layanan pengaduan dan informasi
g 2 Li Il( Sekretariat 2.Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama BPOM terhadap kinerja 2Indeks Kepuasan Media
'-xl-l 5 ng uSt ekretaria 3.0pini BPK atas laporan keuangan BPOM layanan publik dilingkup 3 Indeks Opini Publik BPOM
= E ama 4.Nilai Kinerja Anggaran BPOM Sektama 4Indeks kepuasan intemal BPOM terhadap
2 layanan dukungan manajemen
$83. Meningkatnya S84, $85. Organisasi $86. Tersedianya §S7. Meningkatnya
kualitas perencanaan, Meningkatnya yang tepat fungsi, peraturan kerjasama BPOM
penganggaran, pengelolaan tepat proses, dan Perundang- yang efektif
monitoring, evaluasi, Sumber daya tepat ukuran Undangandan
laporankinerja, dan BPOM AdvokasiHukum IKSST:
laporan keuangan IKSS5: KSS6: Persentasekerja
IKSS4: 1.Persentase unit :

sama yang efektif

IKSS3:
Persentase dokumen
perencanaan,

1.Persentase peraturan perundang-
undanganyangdiselesaikan
2. Persentase Advokasi Hukum yang

1. Nilai Pengelolaan
BMN

organisasi yang
dilakukan penataan

2 Persentase 2 Persentase unit > )
penganggaran, pengelolaan sarana organisasi yang efektif $88. Meningkatnya
manitoring, evaluasi, prasaranaBPOM menerapkan  proses kualitas hubungan
laporan kinerjadan yang optimal bisnis sesuai 1SO / IKSSS: masyarakat dan
laporankeuanganyang 3 Persentase 9001:2015 1. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di layanan publik di
diselesaikan tepat waktu pengelolaan ASN media lingkup Sektama

dan memenuhi standar

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

o

Persentase layanan pengaduan dan informasi
yang selesai ditindaklanjut

Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan
dilingkup Sekretariat Utama

- 4. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama

) §$811. Menguatnya
§89. Terwujudnya $810. Terwulud.nya pengelolaandata dan
tatakelola pemerintahan SDM Sekretariat informasi pengawasan Obat
dilingkup Sekretariat anavand dan Makanan di Sekretariat
Utama yang optimal berkinerja optimal Utama
IKSS11:
Indeks pengelolaan datadan
informasi di Sekretariat
Utama yang baik

BPOM yang optimal

w

§512. Terkelolanya
Keuangan Sekretariat
Utama Secara
Akuntabel

IKSS12:
1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Sekretariat Utama

LEARN & GROWTH
PERSPECTIVE

1. Indeks RB SekretariatUtama Indeks Profesionalitas ASN

IKSS9: IKSS10
2. Nilai AKIP Sekretariat Utama SekretariatUtama

Gambar 6. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan
sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks
Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1

laporan ini.
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IL

PERJANJIAN KINERJA (PK)
A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan
kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi

amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM
Tahun 2020-2024. Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang
ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 2 Juni 2020. Lampiran perjanjian kinerja berupa
matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator
Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap
sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun

2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat 41
Utama
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat

73,25
Utama

Opini BPK atas laporan keuangan BPOM WTP

Nilai Kinerja Anggaran BPOM 93
Indeks kepuasan masyarakat terhadap 79,5
layanan pengaduan dan informasi

Indeks Kepuasan Media 73
Indeks Opini Publik BPOM 66
Indeks kepuasan internal BPOM 3,70

terhadap layanan dukungan manajemen

Persentase dokumen perencanaan, 100
penganggaran, monitoring, evaluasi,

laporan kinerja dan laporan keuangan

yang diselesaikan tepat waktu dan

memenuhi standar

Nilai Pengelolaan BMN 80

Persentase pengelolaan sarana 78
prasarana BPOM yang optimal

13
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Persentase pengelolaan ASN BPOM yang 81

optimal

Persentase unit organisasi yang 100
dilakukan penataan

Persentase unit organisasi yang 79

menerapkan proses bisnis sesuai ISO

9001:2015

Persentase peraturan perundang- 100
undangan yang diselesaikan

Persentase Advokasi Hukum yang efektif 82

Persentase kerja sama yang efektif

82
Persentase kualitas pemberitaan BPOM c
di media e
Persentase layanan pengaduan dan 99
informasi yang selesai ditindaklanjuti
Tingkat efektifitas KIE obat dan
makanan dilingkup Sekretariat Utama 88,98
Indeks Pelayanan Publik dilingkup
Sektama 3,91
Indeks RB Sekretariat Utama 85
Nilai AKIP Sekretariat Utama 81
Indeks Profesionalitas ASN di 78
Sekretariat Utama
Indeks pengelolaan data dan informasi 1,51
di Sekretariat Utama yang baik
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat 93

Utama

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  Efisien
Sekretariat Utama (100%)

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.
Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan

rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian
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rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan
Evaluasi Internal lingkup Settama yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja
Interim Sekretariat Utama. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan melalui
aplikasi secara online yaitu e-Performance BPOM. Capaian per triwulan dapat dijadikan
masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target
kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dalam rangka menjamin pelaporan data kinerja yang tepat waktu dengan data yang
akurat, mudah telusur, dan terkini (up to date), telah ditetapkan Mekanisme Pengumpulan
Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-
P1.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Secara umum, pengumpulan data kinerja lingkup Sekretariat Utama mengacu pada
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020 tentang
Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
di lingkungan Badan POM (selanjutnya disebut Pedoman Monev).

2. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulanan)
dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pedoman Monev.

3. Penanggung Jawab Data pada masing-masing Biro yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Badan POM tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Progran dan Kegiatan Badan POM, bertanggung jawab menjamin validitas dan
kesahihan sumber data kinerja dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan
Pedoman Monev.

4. Apabila terjadi kesalahan data, Penanggung Jawab Data menyampaikan perbaikan
data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Kinerja (email monevlapkinbpom@pom.go.id) melalui surat yang
ditandatangani Kepala Biro dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data

5. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan
data kinerj unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan perubahan
tersebut. Tanggapan dapat diberikan baik secara langsung maupun tertulis.

6. Kepala Biro dapat mengakses data kinerja melalui
http://eperformance.pom.go.id/bpomv3 dan https://command-center.pom.go.id/
serta aplikasi monitoring dan evaluasi online lain yang terdapat pada Pedoman

Monev.
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B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020, Sekretariat Utama
mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp391.009.078.000,00. Pada bulan
April 2020, terdapat pemotongan pagu anggaran pada Satker Sekretariat Utama sebesar
Rp60.871.370.000,00 (15,57%) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga Pagu APBN-P Satker Sekretariat
Utama menjadi Rp330.137.708.000,00. Pada Bulan Oktober 2020, terdapat realokasi
anggaran dari Satker Sekretariat Utama kepada Satker lain sebesar Rp1.589.330.000,00
dalam rangka KIE dengan tokoh masyarakat, sehingga pagu Satker Sekretariat Utama
menjadi Rp328.548.378.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama

yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas = 391.009.078.000 330.137.708.000  328.548.378.000
Teknis Lainnya BPOM

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama

yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut

dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Teknis Lainnya BPOM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan

utama oleh 5 (lima) Biro dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan

dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

a. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM.

b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen
Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.

c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta
Organisasi dan tata laksana

d. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

e. Pengelolaan SDM, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM
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Berikut rincian anggaran Sekretariat Utama untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2020

Pagu APBN(Rp)  Pagu APBN-P (Rp) Pagu Akhir (Rp)

Program/Sasaran Program

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPOM

391.009.078.000 330.137.707.800 328.548.378.000

1.

10.

11.

12.

Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen BPOM di
Lingkup Sekretariat Utama
Meningkatnya kepuasan
masyarakat dan internal BPOM
terhadap kinerja layanan publik
dilingkup Sekretariat Utama
Meningkatnya kualitas
perencanaan, penganggaran,
monitoring, evaluasi, laporan
kinerja, dan laporan keuangan

Meningkatnya pengelolaan
Sumber daya BPOM

Organisasi yang tepat fungsi,
tepat proses. dan tepat ukuran
Tersedianya peraturan
Perundang-Undangan dan
Advokasi Hukum
Meningkatnya kerja sama BPOM
yang efektif

Meningkatnya kualitas
hubungan masyarakat dan
layanan publik di lingkup
Sekretariat Utama
Terwujudnya tatakelola
pemerintahan dilingkup
Sekretariat Utama yang optimal
Terwujudnya SDM Sekretariat
Utama yang berkinerja optimal
Menguatnya pengelolaan data
dan informasi pengawasan Obat
dan Makanan di Sekretariat
Utama

Terkelolanya Keuangan
Sekretariat Utama Secara
Akuntabel

12.788.898.610

287.348.364.000

8.025.368.120

51.466.503.000

1.726.170.000

4.819.141.000

6.079.563.000

9.088.903.000

3.705.791.320

2.712.784.000

1.820.876.000

1.426.715.950

8.167.286.110

272.342.472.900

5.873.365.700

15.615.013.000

1.534.410.000

3.676.090.000

4.162.455.000

6.012.987.000

3.715.917.940

5.838.013.000

1.671.901.400

1.527.795.750

10.040.367.970

247.333.180.000

4.317.644.740

38.973.739.000

1.085.954.000

3.404.360.000

3.818.143.000

7.297.044.000

5.752.772.350

1.777.571.000

790.801.200

3.956.800.740
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KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dan realisasi sebagaimana rumus di bawabh ini:

% Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran
ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator. Sedangkan untuk sasaran
program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan
dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator. Berikut adalah rumus

perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {%capaian; + %capaian; + ... %ocapaian,}/ n

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan Kriteria
berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria

pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status Capaian Indikato Penjelasan
Q <50% Sangat kurang
- 50% < x <70% Kurang
D 70% < x <90% Cukup
a» 90% < x <110% Baik
) 110% < x <120% Sangat Baik
- >120% Tidak Dapat Disimpulkan
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN POM

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024. Laporan kinerja
tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2020
dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode
Renstra. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh
tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa

indikator sasaran program yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direviu.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

B Bl
Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program

Sekretariat Utama Tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM
di Lingkup Sekretariat Utama

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal 107,86
BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup
Sekretariat Utama

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran,
monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan

keuangan
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM 112,27 Sangat Baik
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat 100,00

ukuran
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Akuntabel

6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan 108,80
Advokasi Hukum

7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif 111,79

8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan 104,40
layanan publik di lingkup Sekretariat Utama

73,08

9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup 93,19
Sekretariat Utama yang optimal

10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja 99,19
optimal

11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi 13,25
pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama

12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara 86,68

Sangat Baik

Cukup

Cukup

NPS tahun 2020 sebesar 94,26 (Baik). Nilai ini terbentuk dari agregasi realisasi kinerja

indikator-indikator turunannya atau pembentuknya dibandingkan terhadap angka target

dalam satu tahun.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program

Sekretariat Utama Tahun 2020 seperti pada tabel berikut:
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Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2020

Nilai RB BPOM
1 | dilingkup Sekretariat - 41 40,35*
Utama
. Nilai AKIP BPOM
e 2 | dilingkup Sekretariat . 73,25 69,88
Kualitas Dukungan Utama
1 | Manajemen BPOM di Opini BPK atas
%;tr;i]::p Sekretariat 3 | laporan keuangan - WTP WTP
BPOM
Nilai Kinerja
4 Anggaran BPOM ) 93 ==
Indeks kepuasan
5 masyarakat terhadap ) 79,5 85,3
layanan pengaduan
dan informasi
Meningkatnya
kepuasan 6 Inde'ks Kepuasan ) 73 74,02
masyarakat dan Media
internal BPOM
z terhadap kinerja . X
layanan publik 7 Indeks Opini Publik ) 66 796
dilingkup Sekretariat BIEOLY
Utama Indeks kepuasan
internal BPOM
8 terhadap layanan ) 3,70 3,80
dukungan
manajemen
Persentase dokumen
Meningkatnya perencanaan,
kualitas penganggaran,
perencanaan, monitoring, evaluasi,
3 | penganggaran, 9 | laporan kinerja dan % 100 100
monitoring, evaluasi, laporan keuangan
laporan kinerja, dan yang diselesaikan
laporan keuangan tepat waktu dan
memenuhi standar
Nilai Pengelolaan
10 BMN - 80 79,00
Meningkatnya Perser]ltellse
4 | pengelolaan Sumber | 11 | Penseloaan sarana % 78 92,90 119,10 119,10
daya BPOM prasarana BPOM
yang optimal
Persentase
12 | pengelolaan ASN % 81 96,34 118,94 118,94
BPOM yang optimal
Persentase unit
13 | organisasiyang % 100 100
L dilakukan penataan
Organisasi yang tepat
5 | fungsi, tepat proses, P Ee Wik
dan tepat ukuran organisasi yang
14 | menerapkan proses % 79 79
bisnis sesuai ISO
9001:2015
Tersedianya Persentase peraturan
6 | peraturan 15 | perundang-undangan % 100 100
Perundang- yang diselesaikan
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Undangan dan

Persentase advokasi

Advokasi hukum 16 . % 82 96,43 117,60 117,60
hukum yang efektif
Meningkatnya kerja -
7 | sama BPOM yang 7 | FersemEselic % 82 91,67 111,79 111,79
A sama yang efektif
efektif
Persentase kualitas
18 | pemberitaan BPOM % 99.59 99,84
di media
Persentase layanan
Meningkatnya pengadu:im dan
kualitas hubungan 19 | informasiyang % 99 99,47
g | masyarakatdan selesai
layanan publik di ditindaklanjuti
lingkup Sekretariat
Utama Tingkat efektifitas
KIE obat dan
2 makanan dilingkup ; e L
Sekretariat Utama
Indeks Pelayanan
21 | Publik dilingkup - 3.91 4,48 114,58 114,58
Sektama
Indeks RB Sekretariat
Terwujudnya 22 Utama - 85 73,75 86,76 86,76
tatakelola
9 | pemerintahan
dilingkup Sekretariat o
Utama yang Optimal Nilai AKIP )
23 Sekretariat Utama 81 80,69
dilingkup Sekretaria Indeks
10 | Ganath 24 | Profesionalitas ASN - 78 77,37
jayang di Sekretariat Utama
berkinerja optimal
Menguatnya
pengelolaan data dan Indeks pengelolaan
informasi data dan informasi di
1 pengawasan Obat e Sekretariat Utama ) L 0.2
dan Makanan di yang baik
Sekretariat Utama
Nilai Kinerja -
26 | Anggaran Sekretariat 93 91,47
Terkelolanya Utama
12 Keuangan Sekretariat
Xlt(am: ieclara Tingkat Efisiensi o
untabe o
27 | Pensgunaan 100 100 75,00 75,00

Anggaran Sekretariat
Utama

*: merupakan capaian tahun 2019, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori sangat

kurang, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup, 18 (delapan belas) indikator dengan

kategori baik, 5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik, dan 1 (satu) indikator dengan

kategori tidak dapat disimpulkan. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target

tahun 2020 sudah dapat tercapai.
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1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM J

————— j

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM

IKU

Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama

Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama

Opini BPK atas laporan keuangan BPOM

Nilai Kinerja Anggaran BPOM

AW R

1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama

24

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Nilai RB BPOM dilingkup

*
Sekretariat Utama 47,86 41 40,35

84,31

Realisasi Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah 40,35 dari
target 41, sehingga capaian indikator adalah 98,41% (Baik). Nilai RB BPOM dilingkup
Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian 2020 sama jika
dibandingkan pada tahun 2019 dengan capaian 40,35, karena hasil penilaian Nilai RB
tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB. Apabila dibandingkan dengan target
tahun 2024, capaian indikator ini adalah 84,31%. Diperlukan upaya khusus dan strategi

percepatan agar target akhir periode renstra dapat tercapai.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintahan yang efektif dan efisien,
pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel,
dan berkinerja tinggi. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama berdasarkan
Peraturan MenPAN-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan
Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi
Pemerintah dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim
MenPAN-RB untuk Komponen Pengungkit yang diwujudkan melalui 5 (area) area
perubahan yaitu penataan peraturan perundang-undangan (5%); penataan dan
penguatan organisasi (6%); penataan tata laksana (5%); penataan sistem manajemen

sumber daya manusia (SDM) (15%); dan penguatan akuntabilitas kinerja (6%). Serta



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

Komponen Hasil (Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Survei Internal Integritas Organisasi)
berdasarkan hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kementerian PANRB.

Cara perhitungan indikator Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama adalah
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB dengan
menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB untuk komponen

pengungkit (proses) dan komponen hasil.

PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%)

Kapasitas dan
Akuntabilitas
Organisasi (20%)

siRAM R P

. Rl FO Pelayanan Publ
BIROK™ % &% B RO (20%)

’ Pemerintah yang
bersih dan bebas

) KKN (a0%)

PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

Gambar 7. Kerangka Logis Evaluasi RB

Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dengan rincian sebagai

berikut:

No Komponen T R* %
- Komponen Pengungkit 30,10 29,6 98.34
- Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,4 3,2 94.12
- Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi 4,4 4,32 98.18
- Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana 4,2 4,12 98.10
[ Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM 13,2 13,1 99.24
B Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas 49 4,86  99.18
[PBY Komponen Hasil 10,9 10,75 98.62
I Nilai Akuntabilitas Kinerja 10,9 10,75 98.62

*merupakan capaian tahun 2019

Nilai RB BPOM di Lingkup Settama Tahun 2020

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Komponen pengungkit Komponen Hasil Total Nilai RB
2020* 30,10 29,6 10,9 10,75 41,00 40,35
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Nilai RB BPOM di Lingkup Settama Tahun 2016-2020*

41,00 40,35 40,35
40,00
39,00 38,39 38,78 38,63
38,00
37,00
2016 2017 2018 2019 2020*

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 69,88 = =

2020 | 7325 = 69,88* 95,40 [NBEIE

Indikator Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama tahun 2020 merupakan indikator
lanjutan tahun 2019, akan tetapi terdapat perbedaan definisi operasionalnya, dimana
pada tahun 2019 komponen pengungkit manajemen perubahan dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik menjadi capaian indikator Nilai RB BPOM dilingkup
Sekretariat Utama.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dengan menggunakan definisi
operasional tahun 2020, maka realisasi tahun 2019 sama dengan tahun 2020, karena

hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB.

. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

beserta Analisis penyebab kegagalan dan Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan
pada tahun 2021
1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
a) Telah ditetapkan 32 (tiga puluh dua) Peraturan Badan POM, 145 (Seratus Empat
Lima) Keputusan Kepala Badan POM, dan 91 (sembilan puluh satu) Rumusan
Perjanjian.
b) Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa
rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:

- RUU tentang Cipta Kerja
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- RPP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan
untuk Sektor Obat dan Makanan

- RPP tentang Label dan Iklan Pangan Olahan

- RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan;

- Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting
bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas;

- Rancangan Peraturan Presiden terkait Perubahan Keputusan Presiden Nomor
69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium

- Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang (PSEF); dan

- Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan,
Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bersama dengan

Kementerian Perdagangan.

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator area
perubahan penataan peraturan perundang-undangan di lingkup Sekretariat Utama
yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak
harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a) melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan
terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis
terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;

b) menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan
berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan
memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama
pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila
diperlukan notifikasi ke WTO;

c) penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

d) sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Kendala: Proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum

dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.

Rencana tindak lanjut:
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a) Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan
menggunakan sistem pengendalian.
b) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis

terkait.

2) Penataan dan Penguatan Organisasi
a) Penataan Organisasi Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden RI

periode tahun 2019-2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan

menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan

mengganti/mengalihkan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang

berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Berkenaan

dengan hal tersebut, BPOM telah menetapkan dan melakukan sosialisasi 3 (tiga)

pada Rapat Evaluasi Nasional tanggal 23 November 2020 atas Peraturan BPOM

tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM terdiri dari:

1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002);

2) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003);

3) Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di
Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004).

Selain itu telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator
Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM,;

2) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 tentang Uraian
Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan
BPOM;

3) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 tentang Uraian
Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
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Berdasarkan hasil penyederhanaan birokrasi BPOM, terdapat 83,31% pejabat
administrasi yang dilakukan penyetaraan dan pengalihan ke dalam jabatan
fungsional terdiri atas 80,10% jabatan administrator (eselon I1I) yang dialihkan ke
jabatan fungsional dan 84,77% jabatan pengawas (eselon IV) yang dialihkan ke

jabatan fungsional. Rekapitulasi penyederhanaan birokrasi BPOM sebagai berikut:

Jabatan Struktur Struktur Organisasi Pejabat Administrasi
No Struktural Organisasi Baru Yang Dialihkan ke
Existing Dipertahankan Fungsional
1 | Administrator 201 40 161 JF Ahli Madya
(Eselon III) (19,90%) (80,10%)
2 | Pengawas 440 67 373 JF Ahli Muda
(Eselon IV) (15,23%) (84,77%)
Total 641 107 (16,69%) 534 (83,31%)

b)

Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan
Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM
sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan
dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi klasifikasi UPT di lingkungan
BPOM berdasarkan kriteria unsur pokok dan wunsur penunjang yang
mencerminkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT. Berdasarkan
hasil evaluasi klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor
11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM,
direkomendasikan peningkatan klasifikasi UPT terdiri atas:

1) 4 (empat) Balai POM menjadi Balai Besar POM;

2) 15 (lima belas) Loka POM menjadi Balai POM; dan

3) Pembentukan 3 (tiga) Loka POM.

Kementerian PANRB telah menyampaikan Surat Deputi Kelembagaan dan Tata
Laksana Nomor B/1393/KT.01/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Tindak Lanjut

Atas Permohonan Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan BPOM.

Kendala: Untuk menindaklanjuti surat dari Deputi Kelembagaaan dan Tata Laksana

Kemenpan- RB dibutuhkan koordinasi dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah untuk

permintaan rekomendasi pembentukan Loka baru
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Tindak Lanjut: Akan disampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Peningkatan

Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM kepada Kementerian PANRB.

3) Penataan tatalaksana

a) Pelaksanaan reviu proses bisnis BPOM yang dituangkan dalam Keputusan Kepala
BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.

b) Pelaksanaan audit surveilan dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6
Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-
0T.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus perihal Pelaksanaan Audit Surveilan dan
Sertifikasi QMS IS0 9001:2015 dilaksanakan audit surveilan untuk 64 (enam puluh
empat) Unit organisasi dan audit sertifikasi stage 2 untuk 19 (sembilan belas) Loka
POM Kabupaten/Kota.

c) Pelaksanaan evaluasi implementasi proses bisnis melalui Audit Internal ISO
9001:2015 yang diintegrasikan dengan ISO 17025:2017 di lingkup Sekretaris
Utama

d) Pelaksanaan integrasi E-tukin dengan input data e-presensi dan tapping data
(WFO)

e) Pelaksanaan proses alih media arsip vital dan arsip terjaga

f) Penomoran surat di lingkup Sekretaris Utama dilakukan secara elektronik melalui
aplikasi SIPANDA

g) Implementasi SIKD telah dilakukan untuk seluruh Unit Kerja di lingkup Sekretaris
Utama

h) Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi, Badan POM telah mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas
dan melakukan pelayanan permohonan informasi publik melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

i) Pada tahun 2020, Badan POM berpartisipasi dalam penilaian Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Pusat dan telah berhasil meraih peringkat ke-5 kategori
Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik
“INFORMATIF” dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun
2019 yang memperoleh nilai 84,99.
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Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi, Badan POM telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik
melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan melakukan
pelayanan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID).

Pada tahun 2020, Badan POM berpartisipasi dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi
Informasi Pusat dan telah berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga
Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik “INFORMATIF”
dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang

memperoleh nilai 84,99.

Kendala:

a. Penerapan SPBE masih membutuhkan evaluasi dan melakukan langkah-langkah
peningkatan penerapan SPBE

b. Pemahaman PPID Balai Besar/Balai POM terkait standar dan peraturan tentang
keterbukaan informasi publik masih kurang.

c. Belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di

internal Badan POM

Rencana tindak lanjut: Evaluasi penerapan SPBE dilakukan dengan langkah-langkah
peningkatan dengan terbentuknya fungsi Perencanaan dan Keamanan TIK sebagai

tindak lanjut penguatan SPBE.

4) Penataan Sistem Manajemen SDM

a) Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisa beban
kerja dan analisa jabatan dimasing-masing unit kerja serta diselaraskan dengan
indikator kinerja

b) Mengadakan pertemuan sosialisasi dan sinkronisasi data kebutuhan SDM BPOM
Pusat

¢) Penyusunan rancangan kebutuhan pegawai Tahun 2020-2024 dan PFM dari
seluruh unit kerja di lingkungan Settama,

d) Penyusunan draft Peta Jabatan Tahun 2020
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g)

h)

j)

k)
1)

p)
a)

a)

Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan dan
dilakukan secara kompetitif serta objektif

Penyusunan draft Peraturan Sistem Manajaemen Kinerja agar penilaian lebih
objektif dan terukur,

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai
triwulan [ Tahun 2020

Telah dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai triwulan IV Tahun 2019, [ dan
II Tahun 2020

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku,

Telah dilakukan pemantauan, pendampingan dan pemeriksaan dalam rangka
penegakan kasus disiplin

Telah dilaksanakan survey opini pegawai di Lingkungan Badan POM Tahun 2020
Pemetaan dan mapping kompetensi pegawai di lingkup Settama berdasarkan
identifikasi kebutuhan masing-masing pegawain, dan

Penggunaan sistem informasi kepegawaian yaitu aplikasi SIASN oleh seluruh
pegawai di lingkup Settama.

Telah dilaksanakan tahapan SKB dan wawancara dalam pengadaan CPNS
formasi Tahun 2019

Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan Badan POM sudah
berdasarka penilaian presrtasi kerja triwulanan

Pemberian reward kepada pegawai berprestasi Tahun 2020

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja pegawai
triwulan IV Tahun 2020

Telah dilaksanakan penyetaraan jabatan sebagai komitmen instansi terkait
debirokratisasi yaitu jabatan struktural disetarakan menjadi jabatan fungsional

sesuai dengan ruang lingkup jabatan masing-masing fungsional

Kendala/hambatan:

Dikarenakan pandemic Covid-19 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan
penyesuaian pelaksanaannya dan anggarannya dan dilakukan optimalisasi
kepada kegiatan pendukung pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan
Badan POM. Beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya seperti

pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (SKB CPNS)
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5)

b) Pemahaman terkait norma, standar dan peraturan terkait manajemen

kepegawaian yang masih kurang oleh pengelola kepegawaian dan kurangnya
awareness dari Pimpinan unit kerja yaitu dalam hal penyusunan dan pengelolaan
pemenuhan kebutuhan pegawai. Diperlukan pengembangan aplikasi
kepegawaian (SIASN) dengan dilakukan penambahan fitur agar pengelolaan

SDM lebih efektif.

Rencana tindak lanjut:

a)

b)
<)

Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian kepada
seluruh unit kerja menggunakan sistem daring
Melakukan pengembangan aplikasi kepegawaian (SIASN), E-Tukin, dan We Care

Penyusunan Perka Kelas Jabatan sesuai dengan SOTK Baru

Penguatan Akuntabilitas

a)

b)

<)

d)

g)

h)

Rakorpim penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan
strategi BPOM 2020-2024

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait finalisasi rancangan Renstra BPOM 2020-
2024

Mengesahkan Renstra BPOM 2020-2024, Penyusunan IKU BPOM 2020-2024,
Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2020 dan Penyusunan Rencana
Kinerja BPOM Tahun 2021

Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2020, yang diikuti oleh seluruh unit kerja
pusat dan Balai Besar/Balai POM untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola
data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
Penyusunan Lapkin BPOM tahun 2019 dan Laporan Kinerja interim BPOM
Triwulan I s.d IV Tahun 2020

Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen
IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-
SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.

Evaluasi SAKIP : Self assessment evaluasi SAKIP melalui SIMOLEKDESI, desk
evaluasi SAKIP satker dan unit kerja, serta Pemantauan rekomendasi hasil evaluasi
SAKIP

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit
Kerja Pusat dan UPT Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART DJA, Monev

Bappenas, E-Performance)
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j)

k)

D)

Pemantauan Kinerja Individu setiap triwulan

Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV tahun 2019 dan
triwulan I s.d III tahun 2020

Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2020 untuk melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra (perencanaan jangka menengah).

Pembahasan Juklak dan Juknis Anggaran 2020 BPOM dan Kegiatan Terpadu Pusat
dan Balai TA 2021

Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2021.

Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker

Penyusunan Laporan Keuangan BPOM

Penyusunan Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pemutahiran data e-PNBP dilakukan setiap bulan melalui Rekonsiliasi data
penerimaan.

Koordinasi Percepatan Proses pengadaan Barang dan Jasa

Pendampingan dan Pembinaan BMN untuk meningkatkan kualitas Pelaporan BMN

Badan POM

Kendala:

a)

b)

)
d)

Indikator pada unit kerja pada perpektif internal masih terdapat indikator yang
belum spesifik. Seperti contoh indikator dari Deputi 4 yaitu “Persentase kegiatan
pengamanan penindakan yang efektif” belum ada Indikator yang mengukur
tingkat pencegahan.

Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak optimal, yaitu persentase sampel
obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh UPT. Target
kinerja indikator tersebut seharusnya 100%, karena setiap pengujian harus
sesuai dengan standar.

Belum terintegrasi e-planning dan e-performance

Indikator belum dicascading sampai dengan level individu

Rencana tindak lanjut:

a)

b)

<)

Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang
sudah ada.

Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin
meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada.

Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang

sifatnya mandatory.
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d) Melakukan integrasi e-planning dan e-performance
e) Melakukan cascading sampai dengan level individu dan diukur melalui aplikasi

e-performance dan e-SKP

e. Rekomendasi hasil exit meeting evaluasi pelaksanaan RB oleh Kemenpan RB

Beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1) Terus melanjutkan proses evaluasi kebijakan yang sudah berjalan secara berkala
sehingga regulasi yang ada tetap harmonis

2) Terus melanjutkan proses penyelesaian RUU yang sedang dalam proses

3) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap situasi terkini pandemi, apakah BPOM
sudah memiliki produk hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi atau
menangani kedaruratan seperti saat ini

4) Terus melanjutkan integrasi sistem yang sedang dilakukan dengan menggunakan
aplikasi yang sudah dibangun

5) Terus melakukan evaluasi terhadap penerapan SPBE yang sudah ada dan
melakukan langkah-langkah peningkatan penerapan SPBE

6) Melakukan evaluasi atau analisa terhadap kebutuhan stakeholder akan data sharing
sehingga bisa menjadi strategi pengembangan ke depan penerapan SPBE pada
instansi stakeholder BPOM

7) Agar menyelesaikan Draft Pedoman Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional
PFM

8) Melakukan evaluasi atas kebutuhan tenaga kerja kontrak administrasi dan
penunjang teknis sehubungan dengan adanya penambahan CPNS setiap tahunnya

9) Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah
ada

10) Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin
meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada

11) Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya
mandatory

12) Indikator pada unit kerja pada perpektif internal masih terdapat indikator yang
belum spesifik. Seperti contoh indikator dari Deputi 4 yaitu “Persentase kegiatan
pengamanan penindakan yang efektif” belum ada Indikator yang mengukur tingkat
pencegahan

13) Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak optimal, yaitu persentase sampel obat

dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh UPT. Target kinerja
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indikator tersebut seharusnya 100%, karena setiap pengujian harus sesuai dengan

standar

2. Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama

36

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Nilai AKIP BPOM
dilingkup Sekretariat 82,8 73,25 69,88*
Utama

84,40

Realisasi Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah 69,88
dari target 73,25, sehingga capaian indikator adalah 95,40% (kategori Baik). Nilai AKIP
BPOM di lingkup Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian
2020 sama jika dibandingkan pada tahun 2019 dengan capaian 69,88, karena hasil
penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari KemenPAN-RB. Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2024, capaian indikator ini adalah 84,40%. Diperlukan upaya

khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan
penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan
penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik.
Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan
penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% :
a. Rencana Strategi (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra
(5%), Impelemtasi Renstra (3%)
b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas
RKT (10%), Impelemtasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi: Pemenuhan pengukuran (5%),

Kualitas pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)
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3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas
pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi: Kinerja yang dilaporkan (output) (5%),
Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%), Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dengan rincian

sebagai berikut:

\[0) Komponen T R* %

- Perencanaan Kinerja 25.27 2297 90.90
- Pengukuran Kinerja 20.28 19.77 97.49
30 Pelaporan Kinerja 12.51 11.95 95.52
- Capaian Kinerja 15.19 15.19 100.00

*merupakan capaian tahun 2019

Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama Tahun2020

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

B m = = m
0,00 o o o o o
Target | Realisasi  Target Realisasi = Target Realisasi  Target |Realisasi Target | Realisasi

Perencanaan Pengukuran
Kinerja Kinerja
@2020* 25,27 22,97 20,28 19,77 12,51 11,95 15,19 15,19 73,25 69,88

Pelaporan Kinerja | Pencapaian Kinerja | Total Nilai AKIP

NILAI AKIP BPOM DI LINGKUP SETTAMA
75,00

69,50 69,88 69,88
70,00 65,95 66,85 [ —
65,00 = ] =
60,00 | = | | =—— | | =—— |
2016 2017 2018 2019 2020*

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 - 69,88 - -

2020 73,25 69,88* 9540 AN

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama tahun 2020 bukan merupakan
indikator lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka
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realisasi tahun 2019 sama dengan tahun 2020, karena hasil penilaian Nilai RB tahun

2020 belum keluar dari Kementerian PANRB.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Mengesahkan Renstra BPOM 2020-2024 berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 9
Tahun 2020

Penyusunan IKU BPOM 2020-2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2020

Penyusunan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2021

Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2020, untuk meningkatkan kemampuan staf
pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja
unitnya

Penyusunan Lapkin BPOM tahun 2019

Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka triwulan IV tahun 2019 dan triwulan
[ s.d Il tahun 2020

Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM Triwulan I s.d III Tahun 2020
Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM berdasarkan
Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020

10) Mengesahkan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program

dan Kegiatan di Lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor
HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020

11) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja

Pusat dan UPT Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART DJA, Monev

Bappenas, E-Performance)

12) Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2021.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1)
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Indikator pada unit kerja pada perpektif internal masih terdapat indikator yang
belum spesifik. Seperti contoh indikator dari Deputi 4 yaitu “Persentase kegiatan
pengamanan penindakan yang efektif” belum ada Indikator yang mengukur tingkat

pencegahan.
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2) Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak optimal, yaitu persentase sampel obat
dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh UPT. Target kinerja
indikator tersebut seharusnya 100%, karena setiap pengujian harus sesuai dengan
standar.

3) Belum terintegrasi e-planning dan e-performance

4) Indikator belum dicascading sampai dengan level individu

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah
ada.

2) Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin
meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada.

3) Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya
mandatory.

4) Melakukan integrasi e-planning dan e-performance

5) Melakukan cascading sampai dengan level individu dan diukur melalui aplikasi e-

performance dan e-SKP

3.0pini BPK atas laporan keuangan BPOM

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Opini BPK atas laporan
keuangan BPOM

Realisasi Opini BPK atas laporan keuangan BPOM pada tahun 2020 adalah WTP dari target

WTP, sehingga capaian indikator adalah 100% (kategori Baik). Upaya ini membuahkan
hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh
BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

BPOM tahun 2019.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, indikator ini sudah mencapai target yang

telah ditetapkan yaitu WTP dengan kategori Baik, karena nilai tertinggi opini BPK atas

laporan keuangan adalah opini wajar tanpa pengecualian/WTP (unqualified opinion).
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Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: (i) opini wajar
tanpa pengecualian/WTP  (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan
pengecualian/WDP (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv)

pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Cara penentuan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dilaksanakan oleh BPK dengan
menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh auditor independen (termasuk BPK),
berpedoman pada ketentuan yg diatur oleh INTOSAI (Organisasi Internasional Lembaga

Audit Tertinggi).

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 WTP WTP 100 ~ Baik
2020 WTP WTP 100 ~ Baik

Indikator Opini BPK atas laporan keuangan BPOM pada tahun 2020 merupakan indikator
lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka capaian
tahun 2019 sama dengan tahun 2020.

Opini WTP tahun 2020 merupakan yang keenam secara berturut-turut setelah
sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan

Tahun 2018.

. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Settama
Opini BPK atas laporan
1 BPOM keuangan BPOM WTP WTP 100 -
Opini atas laporan
2 SB':;%“&E’ keuangan dari BPK WTP WTP 100
(2019)
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Apabila dibandingkan dengan realisasi Opini atas laporan keuangan dari BPK tahun 2019
pada BKKBN yaitu WTP, maka realisasinya sama dengan Opini BPK atas laporan keuangan
BPOM tahun 2020.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama Unaudited dan Audited
3) Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI
4) Mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, penyusunan dan penelaahan

Laporan Keuangan
5) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan Semester [ dan Triwulan III

BPOM Tahun 2020 secara daring

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya
1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM sesuai dengan SAP.
2) Pelatihan/Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang di selenggarakan oleh
Kementerian Keuangan atau pun Lembaga Pelatihan.
3) Bimbingan Teknis kepada Satuan Kerja di Pusat dan Daerah guna mendukung
kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP.
Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019, ketiga kegiatan tersebut telah dilaksanakan

pada tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020 secara
daring dan luring
2) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
3) Review Pedoman Pengelolaan PNBP, perlu dilakukan pembahasan dengan BPK dan
Kemenkeu

4) Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kemenkeu.

4.Nilai Kinerja Anggaran BPOM

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Nilai Kinerja Anggaran

BPOM 97 93 95,37 102,54
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Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM pada tahun 2020 adalah 95,37 dari target sebesar
93, sehingga capaian indikator adalah 102,54% (kategori Baik). Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2024 yaitu 97, indikator ini belum mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu 98,32% dengan kategori Baik.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran
Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13
indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas
indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA,
Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LP] Bendahara, Data Kontrak,
Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas),
Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi
Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program,
penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi,

serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA

dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Pada tahun 2020, berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN
per 24 Februari 2021, bahwa Nilai EKA/ SMART BPOM adalah 96,17 dan nilai IKPA BPOM
adalah 94,16 (nilai reaktivasi), maka nilai kinerja anggaran tahun 2020 diperoleh angka
95,37 (102,54%).

Dashboard Kementrian / Lembaga Indikator Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L (Reaktivsi)

Pencapaian Kinerja
96.17
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Sebagai langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran
belanja K/L akibat kondisi kahar (force majeure) yang disebabkan oleh resiko
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), IKPA Triwulan I dan II Tahun
2020 diberikan relaksasi. Guna menjaga akselerasi belanja pemerintah, berdasarkan surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-258/PB/2020 dilakukan Kembali
penilaian IKPA Kementerian Negara/Lembaga mulai Triwulan III (reaktivasi) tanpa

dilakukan penilaian terhadap Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 96,62 = =

2020 93 95,37 102,54 BN

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM pada tahun 2020 bukan merupakan indikator
lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu 96,62 (EKA
96,9 dan IKPA 96,19) , maka realisasi tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun
2019. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid menyebabkan serapan anggaran tidak
terserap maksimal. Selain itu beberapa output kegiatan dan indikator Sasaran Strategis
(SS) tidak tercapai 100%. Sebagai informasi, bobot pencapaian SS (aspek manfaat) adalah
50% terhadap NKA dan 50% lainnya disumbang oleh rata-rata NKA Eselon I.

. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Sosialisasi dan Bimtek Monev Online (termasuk monev SMART DJA)

2) Sosialisasi reformulasi Sosialisasi Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan
UPT Triwulan I s.d IV tahun 2020 pada SMART DJA

4) Penyusunan buku evaluasi pelaksanaan anggaran 2019 dan Triwulan I s.d III Tahun
2020

5) Penerapan reward dan punishment terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja

Anggaran tertinggi
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Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Nilai Kinerja Anggaran BPOM telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 95,37

(102,54%), hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1) Pada aplikasi SMART DJA Kepatuhan Satker dalam pelaporan capaian kinerja
meningkat.

2) Pada aplikasi OMSPAN Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak
diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA. Walaupun sudah mencapai target, masih
terdapat nilai yang belum mencapai 100% yaitu pada pengelolaan UP dan TUP, data
kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, pagu

minus dan capaian output.

Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan
dengan realisasi anggaran.

2) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan
pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.

3) Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.

4) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh indikator pada IKPA.

Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan

Internal BPOM Terhadap Kinerja Layanan
Publik dilingkup Sekretariat Utama

IKU

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan

Informasi

Indeks Kepuasan Media

3. Indeks Opini Publik BPOM

4. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan

Manajemen

N



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

5.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan

Informasi

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

92 79,5 85,3

Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Layanan Pengaduan dan
Informasi

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi pada
tahun 2020 adalah 85,30 dari target tahun 2020 sebesar 79,5, sehingga capaian indikator
adalah 107,30% (kategori Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu
92, maka capaian indikator ini adalah 92,72%. Apabila dibandingkan dengan target tahun
2021 yaitu 83, maka capaian tahun 2020 sudah melampaui target 2021, sehingga perlu
direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat
kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan
pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara
perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi
yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9
(Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan
prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6)
Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan

prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 - 100,

yaitu:
25,00 - 64,99 D tidak baik
65,00 - 76,60 C kurang baik
76,61 - 88,30 B Baik
88,31 -100,00 A sangat baik
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Pada tahun 2020, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
pengaduan dan informasi dengan jumlah responden sebanyak 355 orang yang merupakan
pengguna layanan pengaduan dan informasi di April-Juni 2020. Pengambilan data

dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan e-SKM.

PO LAV AN PENGADUAN & INFORMAS
LAY ANAN PENGADUAN & INFORMASI
saoanron OBAT DAN MAKANAN 2020 saoanrom OBATDANMAKANAN 2020
IEEN USIA|

254% 223% 223% 99% 203%

UNSUR-UNSUR 57,2, d A ,‘/ﬂ Y 3? -
PELAYANAN ﬁ Vaz.6% B ) @ “:

Penanganan INDEKS KEPUASAN et i PEKERJM" 2D - PENDIDIKAN
ngaduan yana SR
| - (S:ang:‘ ‘n:: ;n;n}ll/ml.m i a}‘ ? SMA'SEDERAJAT
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BAIKoss1s530 e Perant Q o ':’ ion B ?5,2 %
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Tidak Baik
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Gambar 8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan
Informasi Tahun 2020

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 - 77,08 z -

2020 79,5 85,3 107,30 BN

Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi
merupakan indikator baru pada Renstra Settama tahun 2020-2024 dan bukan merupakan
indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi tahun 2020 sudah dilakukan pada tahun 2019.
Pada tahun 2020 diperoleh kinerja baik dengan nilai 85,30 (76,61-88,30) meningkat cukup
signifikan 8,22 dari tahun 2019 sebesar 77,08.

Berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap

layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 dan 2020.

Unsur Pelayanan 2019 2020 Selisih
U1l | Persyaratan Pelayanan 76,98 84,27 +7,29
U2 Sistem/Mekanisme/Prosedur 74,93 84,08 +915
Pelayanan
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Unsur Pelayanan 2019 2020 Selisih

U3 | Waktu Pelayanan 71,11 85,09 +13,98
U4 | Biaya/Tarif Pelayanan - 83,71 -
U5 | Kesesuaian Produk Pelayanan 75,81 85,45 + 9,64
U6 | Kompetensi Petugas 76,32 85,63 +9,31
U7 | Perilaku Petugas 78,74 90,75 +12,01
U8 | Penanganan Pengaduan 89,88 84,13 -5,75
U9 | Sarana dan Prasarana 72,87 84,60 +11,73

Total 77,08 85,30 +8,22

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1) Secara umum, peningkatan nilai terjadi pada 8 dari 9 unsur pelayanan, yaitu:
persyaratan pelayanan, sistem/mekanisme/prosedur pelayanan, waktu pelayanan,
biaya/tarif pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku
petugas, dan sarana prasarana.

2) Peningkatan nilai unsur pelayanan tertinggi ada pada unsur waktu pelayanan, perilaku
petugas dan sarana-prasarana pelayanan dengan selisih di atas 10 poin dibandingkan
hasil survei di tahun 2019. Sementara terdapat penurunan nilai pada unsur pelayanan
penanganan pengaduan.

3) Penurunan nilai pada unsur penanganan pengaduan dipengaruhi oleh adanya pandemi
COVID-19 dimana terdapat kendala dalam proses tindak lanjut pengaduan yang
memerlukan penelurusan dan pemeriksaan sarana di lapangan. Adanya Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana aktivitas usaha dan mobilitas dibatasi menjadi

hambatan dalam melakukan tindak lanjut

pengaduan. JADWAL LAYANAN

‘Sebagai/Antisipasi|Renyebaran(COVID19

e e acacacacavacavacacas ‘0. e acacavacacacacacacacaca

Layanan Pengaduan | BTSSR
dan,Informasi Obat | N PIT T CE
WhatsApp 081191.81.533
Media Sosial: @ bpom_ri
wBPOM RI |
3 bpom.official

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun

2020 yang menunjang pencapaian indikator oaTAKE TANESUNG

TUTUP SEMENTARA

Email halobpom@pom.go.id
Aplikasi BPOM Mobile
Subweb ulpk.pom.go.id

1) Pelaksanaan pelayanan tetap dapat

dilakukan di masa pandemi COVID-19

Layanan Informasi Publik Melalui
PPID

secara full online.

Subweb ppid.pom.go.id 2 a8
Senin-Kamis

Email ppid@pom.go.id 9@.}9:1599 W|_B

Aplikasi PPID BPOM
Mobile

Jumat
N / 08.30:15:30 \WIB

Aniiesren & pomgoid [§ @bpom.official 17 @bpom @bpom i @ Badan POM RI

2) Pengembangan Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap layanan pengaduan
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dan informasi secara online (e-SKM) untuk mendukung pelaksanaan survei secara
mandiri.

3) Perbaikan metode pengambilan data responden, berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya dimana survei dilaksanakan oleh pihak ke-3 terhadap pengguna layanan
periode 1 (satu) tahun sebelumnya, untuk pelaksanaan tahun 2020 survei dilakukan
sesaat setelah pengguna layanan menerima penyelesaian layanan.

4) Melakukan continuous improvement sebagai tindak lanjut hasil Survei Kepuasan
Masyarakat tahun 2019 diantaranya:

i. Publikasi standar pelayanan terkait service delivery pada subsite ulpk.pom.go.id dan
berbagai media
ii. Perbaikan unsur pelayanan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan
Makanan tahun 2020 dan Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional-Layanan Aspirasi Online Rakyat (SP4N-LAPOR) BPOM.

- Peningkatan kompetensi SDM pelaksana pelayanan baik kompetensi teknis
maupun budaya pelayanan

- Pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan
Informasi Obat dan Makanan.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan oleh unit
kerja dan UPT secara berkala

- Publikasi media akses layanan pengaduan dan informasi di berbagai media,
sehingga pengguna layanan dapat mengetahui dan memanfaatkan berbagai media
layanan yang tersedia.

5) Melakukan review dan revisi standar pelayanan pengaduan dan informasi pada
Peraturan Badan POM No.27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan POM.

6) Melakukan perubahan Service Level Agreement (SLA) penyelesaian layanan sesuai
dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan mempublikasikan melalui

berbagai media.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Meningkatkan publikasi alur dan persyaratan pelayanan pengaduan masyarakat dan
informasi Obat dan Makanan melalui Contact Center HaloBPOM 1500533 melalui

berbagai media
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2) Mempersingkat Interactive Voice Response (IVR) Contact Center, mengintegrasikan
layanan Contact Center dengan unit kerja terkait, dan mengurangi waktu antrian Contact
Center

3) Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan melalui email
dan media sosial, dengan melakukan: (1) pembentukan dan pelaksanaan koordinasi
intensif dengan Tim Koordinasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat
dan Makanan Tahun 2020; (2) peningkatan kompetensi petugas sehingga layanan dapat
diselesaikan tanpa proses rujuk; dan (3) penerapan notifikasi autoreply sebagai respon
terhadap layanan yang masuk di luar jam kerja melalui email, WA dan media sosial.

4) Pemutakhiran Knowledge Base Contact Center (KBCC)

5) Melaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui knowledge sharing forum dan
keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja

6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan
informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat
dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

8) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Pelayanan Pengaduan Masyarakat

dan Informasi Obat dan Makanan

6.Indeks Kepuasan Media

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indeks Kepuasan Media 75 _

Realisasi Indeks kepuasan media pada tahun 2020 adalah sebesar 74,02 dari target
sebesar 73, sehingga capaian indikator adalah 101,40% (kategori Baik). Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 75, capaian indikator ini adalah 98,69%.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (73,5) dan tahun 2022 (74) , maka
capaian tahun 2020 telah melampaui target 2021 dan 2021, sehingga perlu direviu
kembali target tahun 2021-2024.

Indeks kepuasan media merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan media/wartawan
baik media elektronik (TV dan radio), cetak (koran, majalah, tabloid), serta online setelah
mendapatkan pelayanan dari BPOM, baik pada saat meliput kegiatan BPOM, konferensi
pers, maupun meminta narasumber wawancara/talkshow, dan persepsi media kepada

BPOM.
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Indeks dihitung berdasarkan hasil survei sesuai PerMenPANRB No 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
dengan 7 (tujuh) unsur penilaian: (1) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (2) Waktu
penyelesaian; (3) Biaya/Tarif; (4) Produk spesifikasi jenis pelayanan; (5) Perilaku
pelaksana; (6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan (7) Sarana dan prasarana.

Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 - 100, yaitu:

0-25 Sangat buruk
25,1-50 Buruk
50,1-75 Perlu ditingkatkan
75,1-100 Perlu dipertahankan

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 73 = =

2020 73 74,02 101,40 BRI

Indikator Indeks kepuasan media pada tahun 2020 merupakan indikator baru pada
Renstra Settama tahun 2020-2024 dan bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019.
Akan tetapi indikator ini sudah diukur pada tahun 2019 yaitu indeks kepuasan wartawan
dengan realisasi 73, sehingga realisasi indiaktor tersebut meningkat dari 73 menajdi

74,02.

. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
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1) Penyampaian informasi mengenai Obat dan Makanan dan kinerja pengawasan Badan
POM kepada media. Meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan
media secara langsung karena pandemi COVID-19, namun informasi ini tetap dapat
disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada media, sehingga media tetap
mendapatkan informasi terkini tentang Obat dan Makanan serta kinerja pengawasan
Badan POM.

2) Selama pandemi COVID-19 penyampaian informasi melalui konferensi pers secara
virtual/zoom tetap dilaksanakan, dengan live Youtube maupun live Instagram bagi yang

tidak sempat mengikuti melalui zoom.
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3) Permintaan informasi melalui wawancara dan/atau talkshow tetap dipenuhi walau
tidak secara langsung. Permohonan wawancara terutama dari media cetak dan online,

dipenuhi dengan cara tertulis.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Kegiatan pertemuan dengan media akan diarahkan pada upaya peningkatan
engagement media, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan media briefing secara
berkala maupun melalui kegiatan media visit.
2) Menyusun database media yang akan di-update secara berkala untuk memungkinkan
penyebaran informasi yang lebih masif kepada media seputar kegiatan strategis Badan
POM.

7.Indeks Opini Publik BPOM

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indeks Opini Publik

Realisasi Indeks Opini Publik BPOM pada tahun 2020 adalah sebesar 79,60 dari target

sebesar 66, sehingga capaian indikator adalah 120,61 (kategori tidak dapat disimpulkan).
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 70, capaian indikator ini adalah
113,71%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indeks Opini Publik BPOM merupakan tingkat sejauh mana masyarakat memandang
Badan POM sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan

pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Cara pehitungan Indeks Opini publik BPOM yaitu dihitung berdasarkan nilai kepercayaan
dari piramida reputasi yang didukung dengan tingkat awareness, familiarity, favorability,
dan advocacy masyarakat kepada Badan POM. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei

dengan interval nilai indeks 1 - 100, yaitu:

0-25 Sangat buruk
25,1-50 Buruk
50,1-75 Perlu ditingkatkan
75,1 -100 Perlu dipertahankan
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Survei Opini Publik dilakukan di 34 Provinsi dengan 1.500 responden. Hasil indeks BPOM
pada 2020 sebesar 79,60. Artinya masyarakat di 34 provinsi telah percaya pada Badan
POM. Jumlah skor ini hanya berbeda kurang lebih 6 poin dari dua survei terbatas
sebelumnya 2018 (83,30) dan 2019 (85,20) yang hanya dilakukan pada 500 responden di

5 kota besar di Indonesia.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 65 85,20 131,08

2020 66 79,6 120,61 Tidak dapat disimpulkan

Indikator Indeks Opini Publik BPOM pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan
tahun 2019. Realisasi pada tahun 2018 (83,30) dan tahun 2019 (85,20) lebih tinggi
dibandingkan tahun 2020, karena pada tahun 2018 dan 2019 hanya dilakukan survei
terbatas pada 500 responden di 5 kota besar di Indonesia. Sedangkan tahun 2020, survei

dilakukan di 34 Provinsi dengan 1.500 responden.

. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyampaian informasi tentang Obat dan Makanan terutama jika terdapat hoaks
gencar dilakukan BPOM, terutama selama pandemi COVID-19, dimana banyak oknum
tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan suasana untuk mengeruk keuntungan
semata.

2) Penyampaian informasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak,
elektronik, online, maupun media sosial official BPOM.

3) Penjelasan/klarifikasi berita oleh BPOM diamplifikasi oleh berbagai penggiat media
sosial seperti influencer dan Blogger melalui dukungan Mafindo (Masyarakat Indonesia

Antifitnah) dengan tim Cek Faktanya.

. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Menyusun strategi komunikasi publik sebagai acuan dalam mengomunikasikan kinerja
Badan POM kepada publik, khususnya di masa pandemi COVID-19.
2) Badan POM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil

pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik
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media cetak, elektronik, online, maupun media sosial dengan target menyeluruh di tiap
lapisan masyarakat.
3) Meningkatkan sinergi/amplifikasi lebih aktif dan responsif terhadap isu obat dan

makanan yang berkembang di media sosial.

8.Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan

Manajemen

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

381 3,70 3,80

Indeks Kepuasan
Internal BPOM terhadap
Layanan Dukungan
Manajemen

Realisasi Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen pada
tahun 2020 adalah sebesar 3,798 dari target sebesar 3,70, sehingga capaian indikator
adalah 102,65% (kategori Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu
3,81, capaian indikator ini adalah 99,69%. Apabila dibandingkan dengan target 2023 yaitu
3,78, maka indikator ini sudah mencapai target 2023 yang telah ditetapkan (100,48%),
sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan
yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, Il dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama
terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat
Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk
menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di
unit kerja dilingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang

terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan

. sls A+B+C+D+E .
Manajemen dihitung berdasarkan rumus = — dimana

A = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan
B = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama
C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro Humas dan DSP
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E = Indeks kepuasan internal Biro Umum dan SDM

Biro Perencanaan  Biro Hukum dan Biro Kerja Sama Biro Hubungan Biro Umum dan
dan Keuangan Organisasi Masyarakat dan SDM
Dukungan Strategis
Pimpinan

Berdasarkan rata-rata nilai indeks kepuasan internal masing-masing biro diperoleh

Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,80.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya
Tidak ada.
c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada.
d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
a) Biro Hukum dan Organisasi
1) Memberikan pelayanan diskusi dan konsultasi terkait Penyusunan peraturan
perundang-undangan, Advokasi hukum, Penataan organisasi dan Fasilitasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasimelalui daring maupun luring dengan melihat
Pengguna layanan publik Biro Hukum dan Organisasi meliputi Unit Kerja Pusat dan
Unit Pelaksana Teknis BPOM
2) Memberikan layanan dalam rangka audit melalui daring dan luring dalam rangka
penerapan dan mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015
3) Melakukan pendampingan saksi/ahli dalam rangka penanganan perkara /kasus kol
kesehatanhukum sesuai protocol Kesehatan
4) Mengembangkan sistem evortala.pom.go.id Dalam rangka penilaian unit pelayanan
publik BPOM pusat maupun daerah
b) Biro Kerja Sama
1) Mempercepat waktu baku penyusunan naskah Kerja Sama Dalam Negeri pada SOP
Makro POM-13.01/CFM.01/SOP.01;
2) Pemuktakhiran aplikasi sistem informasi database MoU/Perjanjian Kerja Sama
BPOM berbasis website pada tautan kerjasama.pom.go.id dan aplikasi Export

Consultation Desk (ECD);
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3) Penyusunan pedoman delegasi Badan POM, Penyelenggaraan Pertemuan
Internasional, dan Penyiapan Bahan Kunjungan Kerja Luar Negeri;

4) Percetakan kompilasi naskah kerja sama dalam negeri;

5) Peningkatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal,
komunikasi melalui telepon, e-mail, whatsapp group, zoom meeting.

6) Peningkatan koordinasi dengan unit teknis terkait dalam rangka penyiapan bahan
kunjungan kerja Kepala BPOM ke luar negeri.

Biro Perencanaan dan Keuangan

1) penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan sosialisasi/bimtek terkait mekanisme
perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di unit kerja
pusat dan UPT

2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan

3) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.

d) Biro Humas dan DSP

1) Koordinasi dalam dukungan substansi kegiatan Kepala BPOM dan monitoring
serta evaluasi program strategis pimpinan yang melibatkan seluruh unit kerja
Pusat.

2) Layanan dalam penyusunan bahan substansi tetap dioptimalkan meskipun terjadi
pandemi COVID-19. Hingga triwulan IV Tahun 2020, telah terdapat 888 kumulatif
bahan subtansi untuk kegiatan Kepala BPOM.

3) Pelaksanaan layanan monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan berupa
penyusunan laporan pemantauan tindak lanjut arahan bulanan dan laporan
monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan triwulanan. Sampai dengan
triwulan IV tahun 2020, telah menyusun 12 laporan pemantauan tindak lanjut
arahan bulanan dan 4 laporan monitoring dan evaluasi program strategis
pimpinan triwulanan.

4) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit
kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan
Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita
aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial oficial official
Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang

(videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarkan ke media.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan
di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit
kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua Kkali setiap hari Kkerja,
dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi early warning system
mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu
mendapat perhatian Khusus dari Badan POM.

Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai
akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook,
maupun youtube.

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan UPT BPOM terkait penyiapan dan
penyediaan materi KIE Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan 1V, telah
ditayangkan lebih dari 90 materi infografis dan video melalui media sosial yang
berkaitan dengan percepatan penanggulangan COVID-19, 4 materi SMS Blast,
penayangan di videotron, buku transformasi herbal Indonesia, penyediaan leaflet
dan gimmick serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat
baik secara langsung maupun daring/virtual

Penyampaian kebijakan pelaksanaan KIE di masa pandemi COVID-19 di
lingkungan BPOM melalui Surat Edaran Sekretaris Utama serta pemanfaatan
sharing folder berisikan materi KIE dalam bentuk video dan infografis yang dapat
digunakan oleh seluruh unit kerja dan UPT.

Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di Lingkungan Badan POM yang merupakan perwakilan dari setiap unit
kerja dan UPT melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama dan pembuatan media
komunikasi melalui WhatsApp Group untuk koordinasi pelaksanaan pengelolaan
keterbukaan informasi publik di unit kerja dan UPT.

Pemanfaatan sharing folder sebagai media bagi unit kerja dan UPT dalam
menyampaikan dokumen informasi publik yang dikuasai unit kerja dan UPT untuk
dipublikasikan pada subsite PPID.

Penguatan koordinasi pengelolaan pengaduan melalui:

i. Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan
Makanan yang merupakan perwakilan dari setiap unit kerja dan UPT melalui
Keputusan Sekretaris Utama BPOM RI Nomor HK.02.02.22.03.20.07. Tahun
2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan Dan

Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020.
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12)

13)

ii. Pembentukan Tim Pengelola SPAN-LAPOR BPOM yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.81 Tahun 2020 tentang
Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasioanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (SP4N-LAPOR) BPOM.

iii. Pembuatan media komunikasi melalui WhatsApp Group untuk koordinasi
pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan dan informasi.

Pengembangan Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen

(Aplikasi Simpel LPK) yang mempermudah tindak lanjut rujukan ke- dan dari unit

kerja dan UPT, dokumentasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan

pengaduan dan informasi serta elektronisasi formulir permohonan informasi
publik melalui PPID.

Pemutakhiran informasi pada aplikasi Knowledge Base Contact Center (KBCC)

secara berkala yang dimanfaatkan sebagai acuan standar jawaban bagi petugas

layanan pengaduan dan informasi di UPT.

e) Biro Umum dan SDM

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan mengadakan rapid test
dan peningkatan imunitas bagi pegawai di lingkungan Badan POM dengan
memberikan berbagai macam multivitamin dan suplemen peningkat imunitas
tubuh

Melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan serta alat pengolah
data untuk menunjang tugas dan fungsi, ditambah dengan perawatan tambahan
untuk menghindari dan menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM
Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan melaksanakan kegiatan
kesehatan jasmani dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan

Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan
karir pegawai di lingkungan Badan POM

Melakukan swab test masal untuk pegawai Badan POM dalam rangka pencegahan
Covid-19

Pengadaan sarana dan prasarana dalam ranka pencegahan dan penyebaran covid-
19 di lingkungan Badan POM seperti pengadaan faceshield, APD, penggantian kran
cuci tangan menjadi otomatis, access control, thermo scanner, nerbulizer,
handsanitizer otomatis, pencucian tangan di halaman kantor Badan POM,
penyediaan bahan hand soap dan handsanitizer dan penyemprotan desinfektan

setiap minggunya
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7) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat
Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan

8) Sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM yang mampu memfasilitasi
kebutuhan pegawai dan fasilitas pelayanan publik serta pengolahan limbah
terpadu yang ada di lingkungan Badan POM memiliki konsep ramah lingkungan

9) Pengelolaan BMN terkait ketertiban pencatatan asset serta penggunaan dan

pemanfaatannya secara optimal memerlukan komitmen dari seluruh pegawai

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
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1

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Meningkatkan layanan diskusi dan konsultasi

Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor

Pengembangan aplikasi untuk penyusunan naskah Kkerja sama dalam negeri,
pantauan progres kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama
secara online;

Pengembangan aplikasi untuk penyiapan informasi kerja sama luar negeri;
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS);
Pembuatan panduan penyusunan naskah kerja sama dalam negeri, pantauan progres
kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara online.

Kegiatan terpadu pusat dan balai untuk workshop keprotokolan dan kehumasan serta
workshop komunikasi, negosiasi dan diplomasi.

Merencanakan pemeliharaan terkait sarana dan prasarana penunjang kinerja pada
setiap unit kerja di lingkungan kesektamaan

Merumuskan rincian kebutuhan BMN dengan menghubungkan pengadaan barang
yang telah lalu dengan keadaan yang sedan berjalan sebagai dasar dalam melakukan

tindakan yang akan datang

10) Melakukan pembinaan unit kerja di lingkungan kesektamaan dalam menyusun

perencanaan terkait layanan kepegawaian e-SKP versi

11) Melakukan pengembangan terhadap aplikasi layanan kepegawaian sebagai wadah

informasi, pengaduan, konseling, dan pengelolaan kinerja serta karir pegawai
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Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan,
Penganggaran, Monitoring, Evaluasi,
Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan

IKU

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring,
Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Diselesaikan
Tepat Waktu dan Memenuhi Standar

9.Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi,
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu

dan Memenuhi Standar

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase Dokumen
Perencanaan, Pengangaran,

Monitoring, Evaluasi,

Laporan Kinerja dan 100 100 100
Laporan Keuangan yang

Diselesaikan Tepat Waktu

dan Memenuhi Standar

Capaian Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan
kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar pada
tahun 2020 adalah sebesar 100 dari target sebesar 100, sehingga capaian indikator adalah
100,00% (kategori Baik). Target indikator ini tetap sama sampai akhir periode Renstra

karena seluruh dokumen wajib diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan
keuangan meliputi (1) Renstra/Review Renstra BPOM / Grand Design POM / Kajian
Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renstra/Review Renstra Settama dan SK IKU Settama;
(3) Renja BPOM (tahun n+1); (4) RKT BPOM dan Settama (tahun n+1); (5) Perjanjian
Kinerja: BPOM, Settama (tahun n+1); (6) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1; (7)
Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (8) Laporan Kinerja Sekretariat Utama n-1 / Laporan
Kinerja Rorenkeu tahun n-1 (hanya 2020); (9) Laporan Interim BPOM (Triwulanan); (10)
Laporan Interim/ Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama (Triwulanan); (11)

Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (12) Laporan Keuangan
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Sekretariat Utama tahun n-1 (unaudited dan audited); (13) Laporan Keuangan BPOM

Semester I tahun n; dan (14) Laporan Keuangan Sekretariat Utama Semester I Tahun n.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi,
laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi
standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah

dokumen yang diselesaikan/dihasilkan.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 100 100 100,00

2020 100 100 100,00  EEEEEENEARN

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan
kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar pada
tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Walaupun terdapat perbedaan
definisi operasional indikator tahun 2019 dan tahun 2020, realisasi indikator pada tahun

2019 dan tahun 2020 sama.

Pada tahun 2019 dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan
kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu meliputi: 1) Renstra BPOM/
Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis, 2) Renja BPOM tahun n+1, 3) Perjanjian
Kinerja BPOM tahun n, 4) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1, 5) Laptah BPOM n-1, 6)
Perjanjian kinerja Sektama Tahun n, 7) Lapkin sektama tahun n -1, 8) DIPA BPOM tahun
n+1/POKtahun n+1, 9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1, 10) Laporan keuangan BPOM
semester 1 tahun n, 11) Laporan Keuangan Sektama tahun n-1 dan 12) Laporan keuangan
Sektama semester 1 tahun n yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan
ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh deadline yang diberikan oleh

suprasistem terkait.

. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya
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2) Finalisasi Rencana Strategis 2020-2024

3) Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan dan pelaporan PNBP dengan aplikasi web

form, e-payment dan layanan publik (yanblik).

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bimtek SAKIP dan Monev Online

Penyusunan Lapkin BPOM, Settama dan Biro Perencanaan dan Keuangan 2019
Pertemuan Penyusunan Perencanaan Tahunan

Penyusunan Renstra BPOM dan Settama 2020-2024

Penyusunan SK IKU BPOM dan Settama 2020

Penyusunan RKT BPOM dan Settama Tahun 2021

Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan I, I dan III Tahun 2020
Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan I dan Il Tahun 2020
Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama (unaudited dan audited) tahun

2019

10) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama (unaudited dan audited) semester

I tahun 2020

11) Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor

12) Workshop penganggaran Terpadu Pusat dan UPT BPOM

13) Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran

14) Pengembangan SIPP

15) Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, keuangan, monitoring dan Evaluasi.

16) Penyusunan Renja BPOM, Perjanjian Kinerja BPOM, Settama dan Rorenkeu tahun 2021

17) Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran secara daring

18) Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

iy

2)
3)

Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan secara
tepat waktu

Menyusun dokumen tepat waktu dan sesuai standar

Mengintegrasikan aplikasi e-planning dan e-performance dalam satu website
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Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan Sumber daya
BPOM

IKU

1. Nilai Pengelolaan BMN

2. Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal

3. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal

10. Nilai Pengelolaan BMN

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Nilai Pengelolaan BMN 88 80 79.00 [NGEENN  389.77

Realisasi Nilai Pengelolaan BMN pada tahun 2020 adalah sebesar 79,00 dari target
sebesar 80, sehingga capaian indikator adalah 98,75% (kategori Baik). Indikator ini tidak
mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu
88, capaian indikator ini adalah 89,77%. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya

percepatan agar target tahun 2021-2024 dapat tercapai secara optimal.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;
pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; serta pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian.

Satker di lingkungan BPOM dinilai mampu mengelola BMN dengan baik apabila dapat
melaksanakan hal-hal berikut sesuai ketentuan, yaitu (1) Aspek pengelolaan BMN; (2)
Kepatuhan pelaporan BMN; dan (3) Sertifikasi BMN. Sehingga perhitungan Nilai
Pengelolaan BMN terdiri dari beberapa indikator pembentuk, yaitu:

1. Nilai aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan terdiri dari (a) Ketepatan waktu dan
kelengkapan dalam penyampaian dokumen RKBMN, dengan bobot 25 %; (b)
Penggunaan BMN, dengan bobot 25 %; (c) Penghapusan BMN, dengan bobot 25 %;
(d) Pemusnahan BMN. dengan bobot 25 %.

2. Nilai Kepatuhan Pelaporan BMN, dihitung terhadap (a) Ketepatan waktu dan

kelengkapan dalam penyampaian laporan, dengan bobot 25 %; dan (b) Kualitas
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penyajian laporan, dengan bobot 75 %. Kualitas penyajian laporan BMN tingkat K/L
dinilai berdasar kelengkapan unsur laporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan
Catatan Atas Laporan BMN yang sesuai dengan Laporan Barang serta ketepatan
waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan BMN tingkat K/L. Untuk cara
perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi,
laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi
standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah
dokumen yang diselesaikan/dihasilkan

3. Sertifikasi BMN dengan kriteria meliputi Jumlah BMN yang telah bersertifikat hak
pakai dan atas nama BPOM, atau progress sertifikasi BMN pada BPOM yang
bermasalah. Adanya progress yang dilakukan dan dilaporkan kepada Pengguna
Barang dinilai memenubhi target sertifikasi. Nilai sertifikasi dihitung dengan rumus
jumlah luasan bidang tanah yang bersertifikat atau progres sertifikat dibagi dengan

total luasan bidang tanah yang dikelola berdasarkan data SIMAK BMN.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 72 77,46 107,58 B
2020 80 79.00 98.75  [NBaE

Indikator Nilai Pengelolaan BMN pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun
2019, tetapi terdapat perbedaan definisi indikator. Capaian tahun 2020 meningkat
dibanding tahun 2019.

Pada tahun 2019 terdapat perbedaan definisi Nilai Pengelolaan BMN BPOM yang
dihitung berdasarkan nilai aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan yaitu rata-rata Nilai
Pemusnahan, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan Status Penggunaan

BPOM, nilai kepatuhan pelaporan BPOM dan nilai Sertifikasi BMN BPOM.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya
Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan BMN di lingkungan Badan POM, update basis
data hasil inventarisasi (sensus) BMN dan monitoring tindak lanjut terkait pengelolaan

BMN, dan penyusunan kajian terkait manajemen asset.
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e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
Telah dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data dalam rangka pengusunan laporan
Barang Milik Negara, penalaahan rencana kebutuhan BMN dari masing-masing satuan
kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, review pelaksanaan kegiatan
inventarisasi BMN yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dan langkah-
langkah tindak lanjutnya serta pendampingan audit interim dan pencegahan covid-19

oleh BPK.

f. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja
1) Terdapat tanah yang belum bisa dilakukan sertifikasi karena berhubungan dengan
pihak eksternal
2) Pemusnahan yg diajukan oleh satker merupakan barang-barang yang telah lama
belum dilakukan pemusnahan
3) Penghapusan dalam keadaan pandemi covid menyebabkan KPKNL kesulitan dalam

melakukan penelitian fisik ke lapangan untuk melakukan penilaian.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara terkait dengan
asset yang terdapat di lingkungan Kesektamaan dan laporan sensus Satker
Sekretarita Utama

2) Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara secara digital tidak hanya merubah
layanan dan pengolahan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan
seluruh area sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu
menciptakan “nilai”

3) Mengganti DO pemusnahan dan sertifikasi

4) Melakukan intervensi pengelolaan BMN terhadap satker

11. Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase Pengelolaan
Sarana Prasarana BPOM 86 78 92,9 119,10
yang Optimal
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Realisasi Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal adalah 92,90%
dari target 78, sehingga capaian indikator adalah 119,10% (Sangat Baik). Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 86, capaian indikator ini adalah 108,02%,
sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal diperoleh dari rata-rata
2 (dua) indikator pembentuk yaitu:
1. Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan
pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan;
Penatausahaan; serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Aspek yang
dipergunakan adalah penatausahaan, penggunaan, penghapusan dan pemusnahan.
- Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:
(Total Nilai PSP yang diajukan/Total Aset) x 100%.
- Persentase penghapusan adalah:
nilai total penghapusan yang disetujui / total barang rusak berat x 100 %.
- Persentase Pemusnahan adalah:
Nilai total pemusnahan / total barang usang atau rusak x 100 %.
- Pelaporan yang baik adalah kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016
(75%) dan tepat waktu (25%).
2. Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan
Makanan sesuai standar
merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada
peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Hal-hal yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana meliputi:
Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses
penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Prasarana adalah fasilitas yang secara
tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi
pekerjaan. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku bangunan
kantor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Ruang Kantor
adalah ruang yang dapat digunakan untuk beraktifitas pejabat/pegawai dalam
melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi

menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. Perlengkapan Kantor

65



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

66

adalah seperangkat alat penunjang kerja bagi pimpinan/pegawai sesuai dengan
kebutuhan. Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk
tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu. Kendaraan Dinas
operasional jabatan adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

Cara perhitungan Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal yaitu:

(A+B)

3 x 100%

dimana

A = Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik yaitu Persentase
Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%) + Persentase penghapusan (20%) +
Persentase Pemusnahan (20%) + pelaporan yang baik (40%).

B = Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat
dan Makanan sesuai standar = (jumlah sarana dan prasarana yang tersedia/jumlah

sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sesuai standar) x 100 %

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, maka capaian tahun 2020 adalah Persentase
Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik (88,4%) dan Persentase pemenuhan
sarana prasarana penunjang Kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar
(97,4%), sehingga Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal
sebesar 92,9% (119,10% dari target yang ditetapkan).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya
Tidak ada
c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada
d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Telah dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN pada
Satker Sekretariat Utama terkait pemanfaat BMN, penghapusan dan pengadaan
BMN
2) Merenovasi ruang kerja dan staf sebagai pemenuhan sarana dan prasaran

penunjang kinerja pada lingkungan Satker sektama
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3) pengadaan sarana dan prasarana untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19
berupa pengadaan tempat cuci tangan, pengadaan kran dengan sesor otomatis pada
setia toilet, thermo gun, pergantian tombol panel lift, pengadaan pemeliharaan
gedung dan bangunan, alat pengolahan data dan pengelolaan ruang rapat.

4) Telah dilakukan Coaching clinic BMN

5) Telah dilaksanakan FGD pengelolaan BMN

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Kkinerja
Pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Kesektariatan Utama
2) Melakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) pada Satker Sektama
3) Intensifikasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
4) Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan pengelolaan Barang Milik
Negara

5) Melakukan FGD Pengelolaan BMN, Coaching Clinic dan Pembinaan BMN

12. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

igﬁ;gfgsiggrrfaﬁldaa“ 87 81 96,34 118,93 110,73
Realisasi persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal adalah sebesar 96,34 dari
target 81, sehingga capaian indikator adalah 118,93% (Sangat Baik). Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87, capaian indikator ini adalah 108,02%,
sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indikator persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal diperoleh dari rata-rata 2
(dua) indikator pembentuk yaitu:
1. Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik
Pengelolaan SDM Badan POM terutama PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang terdiri dari Penyusunan dan
penetapan kebutuhan; Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; Pengembangan karier;
Pola Karier; Promosi; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian dan tunjangan;

Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta

67



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

68

Perlindungan. SDM BPOM adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan
Badan POM.

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai,
serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian Kinerja adalah penilaian prestasi
kerja individu yang dihitung dari capaian sasaran kinerja pegawai (60%) dan
penilaian perilaku (40%). Kinerja berkriteria minimal baik adalah nilai prestasi

kerja PNS Badan POM yang memiliki nilai > 76.

. Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir

Pengelolaan SDM Badan POM terutama PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang terdiri dari Penyusunan dan
penetapan kebutuhan; Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; Pengembangan karier;
Pola Karier; Promosi; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian dan tunjangan;
Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta
Perlindungan. SDM Badan POM yang ditingkatkan kariernya adalah SDM Badan
POM yang diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi baik dalam jabatan
struktural maupun dalam jabatan fungsional sepanjang tersedia formasi jabatan.
Untuk merencanakan dan mengetahui jumlah SDM Badan POM yang ditingkatkan
kariernya, maka Biro Umum dan SDM perlu mengidentifikasi formasi jabatan yang
tersedia per tahunnya dengan cara mengidentifikasi jumlah dan jabatan yang
lowong dan atau akan lowong. Dengan memperhatikan:

a. Identifikasi jabatan struktural yang lowong dan atau akan lowong.

b. Identifikasi pejabat fungsional yang memenuhi angka kredit untuk naik
jabatan setingkat lebih tinggi.

c. Evaluasi data ABK dan Bezzeting SDM BPOM untuk mengetahui jumlah dan
formasi jabatan yang tersedia. Prasyarat untuk pemenuhan perencanaan:
Lulus uji kompetensi setelah memenuhi angka kredit minimal 70% dari angka
kredit kumulatif pada jenjang jabatan yang akan dituju.

d. Evaluasi data poin 1, 2 dan 3 merupakan rencana SDM BPOM yang
ditingkatkan kariernya.

e. Rekapitulasi jumlah usulan kenaikan jabatan struktural dan atau fungsional.
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f. Evaluasi, verifikasi dan hitung jumlah usulan yang dapat diproses kenaikan
jabatan struktural dan atau fungsional. SDM BPOM yang dapat diproses
kenaikan jabatan struktural dan atau fungsional adalah SDM BPOM yang

ditingkatkan kariernya.

Cara perhitungan persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal yaitu:
(A+B)

x 100%

dimana

A = Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik =
(Jumlah SDM yang memiliki nilai prestasi kinerja >76 / Jumlah seluruh SDM
Badan POM) x 100%

B = Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir
= (Jumlah SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya/Jumlah SDM BPOM yang

direncanakan untuk ditingkatkan kariernya) x 100%

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, maka capaian tahun 2020 adalah
Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik (99,94%) dan
Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir
(92,73%), sehingga persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal sebesar
96,34% (118,93% dari target yang ditetapkan).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tidak ada

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM
Pengisian jabatan struktural

Pembinaan jabatan fungsional

Pengangkatan dalam jabatan fungsional

Penilaian angka kredit jabatan fungsional

Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan Badan POM
Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja individu beserta

gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM
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8) Pengangkatan pertama jabatan fungsional yaitu Analis Kebijakan, Perancang
undang-undang, PPBJ, Analis Anggaran, Perencana dan Auditor Kepegawaian

9) Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional melalui inpasing dan
pengangkatan kembali

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Sosialisasi penggunaan aplikasi e-SKP versi baru dan pendampingan penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2021

2) Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja individu setiap triwulannya

3) Pengimplementasikan pengelolaan manajemen talenta dalam rangka pengisian
jabatan structural

4) Pembinaan jabatan fungsional bagi yang diangkat melalui mekanisme
penyesuaian/inpassing dan penyetaraan jabatan

5) Melakukan penyesuaian dan review kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban
Kerja da Peta Jabatan

6) Melakukan reviu tools dan mekanisme penilaian angka kredit jabatan fungsional
Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur

7) Melakukan integrasi data pegawai secara dua arah (duplex), diharapkan dapat lebih

memudahkan dalam proses pengelolaan SDM BPOM terutama pada proses kenaikan

pangkat
8) Monitoring progress tindak lanjut usulan peningkatan status CPNS TA 2018 dan
2019
Sasaran 5 Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses,
dan Tepat Ukuran
IKU

1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan

2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai
IS0 9001:2015

13. Persentase Unit Organisasi yang Dilakukan Penataan

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persen.tase Unit Organisasi 100 100 100
yang dilakukan penataan

Realisasi persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada tahun 2020 adalah

sebesar 100%, dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% (Baik).
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Target pada indikator ini tetap sama sampai dengan tahun 2024. Walaupun target 2020-
2024 sama, tetapi untuk perhitungan unit organisasi yang dilakukan penataan berbeda

untuk setiap tahunnya.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana
teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 31
unit kerja pusat meliputi 28 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta
3 UPT BPOM meliputi 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM. Penataan organisasi
dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses
(tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada
Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada
kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

— Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT

— Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat

— Tahun 2022: Penataan organisasi UPT

— Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat

— Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan
membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi
dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 104 total Unit Kerja Pusat (28 unit
eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P30MN) dan atau UPT (33 Balai Besar/Balai
POM dan 40 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 104 Unit
Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan

sebesar 100%.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 - 97,12 - -

2020 100 100 100,00 [NESEN

Indikator persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada tahun 2020 bukan
merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan baseline data

capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019.
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c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002);

2) Penetapan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003);

3) Penetapan Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di
Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM
(Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004).

4) Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator
Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM,;

5) Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 tentang
Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan
BPOM;

6) Pentapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 tentang Uraian
Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM
2) Evaluasi Kelembagaan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

3) Pembentukan 3 (tiga) Loka POM baru

Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO

9001:2015"

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase Unit Organisasi
yang Menerapkan Proses
Bisnis Sesuai ISO
9001:2015

100 79 79 79,00
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Realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO
9001:2015 pada tahun 2020 adalah sebesar 79% dari target 79%, sehingga capaian
indikator adalah 100,00% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu
100%, capaian indikator ini adalah 79%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020, belum
seluruh unit organisasi menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015. Namun
demikan, telah disusun roadmap untuk unit organisasi yang belum menerapkan proses

bisnis sesuai ISO 9001:2015 sehingga pada tahun 2024 dapat terpenuhi 100%.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana
teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem
Manajemen Mutu (Quality Management System) berdasarkan perolehan sertifikat 1ISO
9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit
kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja),

dihitung pada tahun n+2.

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai I[SO
9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses
bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Dari 105 total unit organisasi,
yang sudah yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sebanyak 83 unit
organisasi, sehingga persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai

IS0 9001:2015 sebesar 79%.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 60,95 = =

2020 79 79 100,00 EENESEN

Indikator Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis Sesuai ISO
9001:2015 pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan
tetapi berdasarkan baseline data capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan

capaian pada tahun 2019.
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c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada
d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Pelaksanaan surveilan/sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 83 (delapan puluh tiga) Unit
Kerja dilingkungan BPOM yang terdiri dari 1 (satu) Manajemen Puncak, 28 (dua
puluh delapan), 32 (tiga puluh dua) Balai Besar/Balai POM dan 21 (dua puluh satu)
Loka POM.
2) Penerapan Manual Organisasi yang terintegrasi antara ISO 9001:2015 dengan ISO
17025:2017

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Resertifikasi/Surveilan/Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 105 (serratus lima) Unit
Kerja di lingkungan BPOM.
2) Pendampingan sertifikasi 19 (sembilan belas) Loka POM dan 3 (tiga) UPT di
lingkungan PPPOMN.

Sasaran 6 Tersedianya peraturan Perundang-
Undangan dan Advokasi Hukum

IKU
1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan
2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif

15. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan
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a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase Peraturan
Perundang-undangan yang 100 100 100
diselesaikan

Realiasasi Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan pada tahun
2020 adalah sebesar 100 dari 100 sehingga capaian indikator adalah 100,00% (Baik).
Target indikator ini tetap sama sampai dengan tahun 2024 yaitu 100% karena
diharapkan seluruh peraturan perundangan yang disusun dapat diselesaikan pada tahun
berjalan. Walaupun target 2020-2024 sama, tetapi jumlah Rancangan Peraturan

Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.
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Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah

sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan
Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.

2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan
perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:

a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada
DPR/Pemerintah

b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM

c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM

d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM

e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM

dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah
(Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan)/(Rancangan Peraturan
Perundang-undangan yang disusun) x100. Pada tahun 2020, peraturan perundang-
undangan yang diselesaikan sebanyak 268 perUU dari 268 perUU yang disusun, sehingga
persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan telah tercapai 100%. Hal
ini disebabkan meningkatnya penyusunan kebijakan strategis Kepala Badan POM
dengan ditetapkannya Keputusan KBPOM dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama
dengan K/L dan stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan wabah Corona Virus

Disease-19 (Covid-19).

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 100 100 100,00  [ENBIRNN

2020 100 100 100,00

Indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan pada tahun
2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019, walaupun capaiannya 100% di
tahun 2019 dan 2020, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional. Pada tahun

2019, indikatornya adalah Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun
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dengan membandingkan perundangan-undangan yang selesai disusun terhadap
rancangan perundang-undangan yang diterima.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Meningkatkan koordinasi kegiatan tersebut baik internal maupun eksternal. Upaya

tersebut telah dilakukan pada tahun 2020.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan
rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis
pemrakarsa dan unit teknis terkait.
2) Review SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, SOP
Penyusunan Keputusan Kepala BPOM, dan SOP Penyusunan Rumusan Perjanjian
Kerja Sama di lingkungan BPOM.

3) Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan
menggunakan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.
2) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis

terkait.

Persentase Advokasi Hukum yang efektif

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase Advokasi

e p——— 86 82 96,43 117,60 112,13
Realisasi Persentase Advokasi Hukum yang efektif pada tahun 2020 adalah sebesar
96,43 dari target 82, sehingga capaian indikator adalah 117,60% (Sangat Baik). Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 86, capaian indikator ini adalah 112,13%,
sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.
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Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:
Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji
tuntas dari aspek hukum (legal due diligence) dalam rangka pengambilan
kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.
Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris
Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum
Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan
hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di
dalam maupun di luar pengadilan.
Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:
a. Tingkat Pertama
b. Tingkat Banding
c. Tingkat Kasasi
Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:
a. Tingkat Pertama
b. Tingkat Kasasi
Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

3. Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli
Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli merupakan pemberian layanan advokasi
hukum bagi saksi/ahli merupakan BPOM dan memfasilitasi stakeholder atau unit
kerja/UPT BPOM dalam permintaan keterangan saksi/ahli

4. Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum
Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan
informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Cara perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah layanan advokasi
yang diselesaikan dibagi permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada tahun
2020, layanan advokasi yang diselesaikan sebesar 243 layanan dari 252 permintaan
advokasi yang diterima, sehingga persentase Advokasi Hukum yang efektif telah
melebihi target tahun 2020 (117,60%) karena penyelesaian perkara padatahun 2020
dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang telah dipersiapkan.
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b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya
Indikator Persentase Advokasi Hukum yang efektif pada tahun 2020 bukan merupakan
indikator lanjutan tahun 2019, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional.
Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase advokasi hukum yang diselesaikan
dengan membandingkan jumlah layanan advokasi yang ditindaklanjuti terhadap jumlah

permintaan advokasi yang diterima.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada
d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Pertimbangan Hukum
2) Penanganan Perkara Hukum
3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli
4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum
e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Melakukan mediasi terhadap stakeholder. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun
2020.
f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Meningkatkan Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara/Tuntutan Hukum di
Lingkungan BPOM
2) Meningkatkan Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara/Tuntutan Hukum dengan

Stakeholder eksternal

Sasaran 7 Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif

IKU
Persentase kerja sama yang efektif

17. Persentase kerjasama yang efektif

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase kerjasama yang

efektif 90 82 91,67 111,79
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Realisasi Persentase kerjasama yang efektif pada tahun 2020 adalah sebesar 91,66 dari
target 82, sehingga capaian indikator adalah 111,78% (Sangat Baik). Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 90, capaian indikator ini adalah 101,85%,
sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

a) Presentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau
diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan
daya saing bangsa;

b) Presentase institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi

program KSS Badan POM.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

Persentase kerja sama yang efektif = (A + B)/2
Keterangan:

A. Presentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau
diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan
Makanan dan daya saing bangsa;

B. Presentase institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi

program KSS Badan POM.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang
diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan
Makanan (A);

2. Jumlah institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi Badan
POM dibandingkan dengan jumlah institusi yang menerima bantuan kerja sama

Teknik dalam skema kerja sama Selatan-selatan (B).

Pada tahun 2020, Persentase kerjasama yang efektif telah melebihi target tahun 2020
karena pencapaian kerja sama dalam dan luar negeri sebesar 65 kerja sama yang telah
diimplementasikan dari capaian 78 kerja sama (83,33%) dan telah terdapat 1 (satu)

institusi yang telah menerapkan rekomendasi Badan POM yaitu Kementerian Kesehatan
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Palestina dari 1 institusi penerima bantuan teknis peningkatan kapasitas Badan POM

(100%). Sehingga persentase kerja sama yang efektif sebesar 91,67%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 81 = =
2020 82 91,67 111,79 Sangat Baik

Indikator Persentase kerjasama yang efektif pada tahun 2020 bukan merupakan
indikator lanjutan tahun 2019, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional.
Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara
efektif terhadap total kerja sama BPOM dengan membandingkan Jumlah kerja sama yang
ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM. Berdasarkan baseline
data pada tahun 2019, indikator tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun
2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
a) Melakukan penjajakan kerja sama dengan luar negeri baik secara langsung maupun
melalui jalur diplomatik;
b)Memfasilitasi kerja sama terutama dalam mendukung percepatan penanganan

COVID-19 seperti kegiatan:

1) pemasukan bahan baku obat dan obat ;

2) Inspeksi sarana produksi vaksin ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan
evaluasi data uji klinik;

3) Kunjungan kerja Kepala Badan POM ke Uni Emirate Arab (UEA) dalam rangka
percepatan ketersediaan vaksin COVID-19 melalui kerja sama Kimia Farma
dengan G-42/Sinopharm;

4) Pemeriksaan uji COVID-19;

5) Pelatihan di bidang pengujian PCR COVID-19 melalui kerja sama dengan WHO;

6) Pelatihan di bidang pengujian obat untuk penanganan COVID-19 melalui kerja

sama dengan TGA Australia;
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7) Pertemuan Badan POM dengan regulator di negara Turki, Brazil, Chile terkait
dengan persiapan pemberian EUA pada vaksin Sinovac;
8) Pertemuan Badan POM dengan lintas sektor dan WHO-GAVI dalam rangka
ketersediaan vaksin multilateral COVAX;
9) Pembahasan penjajakan dalam rangka ketersedian vaksin COVID-19 dari
beberapa negara seperti Inggris, Turki, Rusia, dan Amerika Serikat.
c) Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional di lingkungan
Badan POM;
d)Memfasilitasi Dukungan Badan POM dalam Mendorong Daya Saing UMKM Go Global,
e) Pelaksanaan Virtual Workshop Kolaborasi Badan Otoritas Obat Negara-negara OKI
dalam rangka ketersediaan dan kemandirian Obat dan Vaksin di negara-negara OKI.
f) Pembahasan Plan of Action (PoA) kerja sama Badan POM dengan National Center for
Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME)
Republik Kazakhstan;
g)Pembahasan rancangan MoU antara Badan POM dan Kementerian Kesehatan
Palestina serta penyusunan roadmap pembentukan Badan Otoritas Obat dan
Makanan Palestina yang independent.
h)Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui sinergi dengan Tokoh
Masyarakat (Anggota DPR).
i) Sosialisasi isu perdagangan obat dan makanan di tingkat internasional.
j) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dalam negeri.
k) Pelaksanaan Monitoring Kerja Sama Dalam Negeri.
1) Penyelenggaraan Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi terkait isu

percepatan obat dan vaksin COVID-19.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1. Pengembangan aplikasi database internal untuk memonitor progres layanan Biro
Kerja Sama.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerja Sama serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.

3. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.

4. Sosialisasi pedoman dan roadmap kerja sama kepada unit kerja dan lintas sektor
terkait.

5. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen

posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.
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f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan koordinasi kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri;

2) Memfasilitasi kerja sama dalam rangka peningkatan daya saing dan mendorong
ekspor produk UMKM;

3) Sosialisasi aplikasi Export Consultation Desk (ECD) kepada pelaku usaha obat dan
makanan;

4) Melakukan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) untuk
penyusunan naskah dan bahan kerja sama, pantauan progres kerja sama dan
monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara online;

5) Kegiatan terpadu pusat dan balai untuk workshop keprotokolan dan kehumasan

serta workshop komunikasi, negosiasi dan diplomasi.

Sasaran 8 Meningkatnya kualitas hubungan
masyarakat dan layanan publik di lingkup
Sektama
IKU

1. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

2. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai
ditindaklanjuti

3. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup
Sekretariat Utama

4. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama

18. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

persentase kualitas
pemberitaan BPOM di 99,63 99,59 99,84
media

Realisasi persentase kualitas pemberitaan BPOM di media pada tahun 2020 adalah

sebesar 99,84 dari target 99,59, sehingga capaian indikator adalah 100,25% (Baik).
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 99,63, capaian indikator ini adalah
100,21%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.
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Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah pemberitaan positif
terkait BPOM. Pemberitaan positif yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai BPOM
di berbagai media cetak, elektronik, dan media online dengan tone netral dan positif.
Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat
pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan kepada BPOM dari pihak lain. Sedangkan
kategori berita dengan tone netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama

BPOM.

Cara perhitungan adalah Persentase yang dihitung dengan membandingkan antara
jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap
jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. persentase kualitas pemberitaan
BPOM di media

Pada tahun 2020, jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan
netral sebesar 34.011 berita dari 34.067 jumlah total berita tentang BPOM, sehingga
persentase kualitas pemberitaan BPOM di media telah melebihi target tahun 2020
(100,25%) karena BPOM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan
hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik

media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 87 99,58 114,46 Sangat Baik

2020 99,59 99,84 100,25 ERREGR

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media pada tahun 2020 merupakan
indikator lanjutan tahun 2019, dengan perubahan nomenklatur. Pada tahun 2019,
indikatornya adalah Rasio Pemberitaan Positif di Media Terhadap Total Pemberitaan
Tentang BPOM. Berdasarkan capaian tahun 2019 dan 2020, mengalami peningkatan

kualitas berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada
d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) BPOM telah menyampaikan informasi mengenai kinerja dan pengawasan yang

dilakukan, terutama selama periode triwulan IV pemberitaan dukungan Badan POM
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2)

3)

4)

meningkat signifikan karena uji klinik vaksin COVID-19 menyita perhatian
masyarakat dan banyak media sedang menunggu kepastian pemberian izin
penggunaan darurat vaksin COVID-19.

Masa pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mengeruk
keuntungan dengan peredaran produk ilegal maupun persaingan usaha yang tidak
sehat dan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, BPOM
aktif menerbitkan penjelasan/klarifikasi berita yang cepat dikutip berbagai media,
antara lain penjelasan mengenai produk metformin, dan status penelitian 14 obat
herbal sebagai adjuvant pengobatan COVID-19.

Kontribusi aktif BPOM dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan
intensifikasi  berbagai  kegiatan baik  digitalisasi pelayanan  publik,
pendampingan/pembinaan UMKM, pengawasan produk di peredaran, maupun
edukasi terkait Obat dan Makanan selalu dipublikasikan melalui website BPOM dan
berbagai akun official media sosial BPOM (Instagram, Twitter, Fanpage-Facebook,
dan Youtube) yang saat ini menjadi acuan berbagai media dalam mencari berita.
Meski pertemuan fisik dengan media sangat dibatasi, namun BPOM tetap gencar
melakukan pertemuan dengan media secara virtual untuk menyampaikan hasil

pengawasan Obat dan Makanan, yang disertai dengan penerbitan siaran pers.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1)

2)

3)

Penyebaran informasi mengenai kinerja pengawasan BPOM secara rutin kepada
media, selain melalui pelaksanaan pertemuan dengan media, juga melalui
penyampaian materi-materi kegiatan BPOM yang dilaksanakan tanpa mengundang
media.

Semakin banyaknya kegiatan BPOM yang melibatkan peran aktif media untuk
meliput kegiatan maupun jumpa pers dengan Pimpinan BPOM.

Pemberian dokumentasi hasil peliputan kepada media tidak hanya berupa foto,
video, dan rekam suara, namun juga materi paparan, siaran pers, sambutan,

pointers, maupun data-data yang up to date.

Upaya tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1)

Menyusun strategi komunikasi publik sebagai acuan dalam mengomunikasikan

kinerja Badan POM kepada publik, khususnya di masa pandemi CVOVID-19.
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2) Badan POM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil
pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik
media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.

3) Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara
lebih intensif, sebagai early warning potensi isu untuk menjaga bahkan

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

19. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai

ditindaklanjuti

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Persentase layanan
pengaduan dan informasi 99,8 99 99,47
yang selesai ditindaklanjuti

Realisasi Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada
tahun 2020 adalah sebesar 99,47% dari target 99%, sehingga capaian indikator adalah
100,48% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 99,8%, capaian
indikator ini adalah 99,67%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024

tidak melebihi target yang ditetapkan.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai
ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti
adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan
feedback kepada masyarakat.

Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai
ditindaklanjuti adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai
ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi
dikali 100%.

Pada tahun 2020, Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti
sebesar 19.587 layanan dari 19.691 layanan pengaduan dan informasi yang diterima,
sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti telah
melebihi target tahun 2020 (100,48%). Hal ini dapat tercapai karena dukungan dari SDM
yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu

respon layanan.
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b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya
Indikator Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada
tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019, karena berbeda
nomenklatur dan definisi operasional.
Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase layanan pengaduan dan informasi
yang dapat dijawab langsung dengan membandingkan jumlah laporan layanan
pengaduan dan informasi Masyarakat yang dijawab langsung terhadap data jumlah

seluruh layanan.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional
Tidak ada
d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge
sharing forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM,
pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama
pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
2) Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui:
i. Pembentukan Tim Pengelola SPAN-LAPOR BPOM yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.81 Tahun 2020 tentang
Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasioanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (SP4N-LAPOR) BPOM.

ii. Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HK.02.02.2.22.03.20.07 Tahun 2020
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi
Obat dan Makanan Tahun 2020.

iii. Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HM.06.2.25.04.20.10 Tahun 2020
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Badan POM.

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan oleh unit
kerja dan UPT secara berkala
4) Pembaruan informasi pada Aplikasi Knowledge Based Contact Center (KBCC) secara

berkala sebagai sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi petugas layanan.
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5)

6)

Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung monitoring dan
evaluasi penyelesaian layanan.

Melakukan pemutakhiran informasi publik pada subsite https://ppid.pom.go.id/
dan melakukan pengumpulan informasi publik yang dimiliki oleh unit kerja pusat

dan UPT.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1)

2)

3)

4)

Melakukan review terhadap penetapan Service Level Agreement (SLA) tindak lanjut
penyelesaian pengaduan di BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Membangun enggagement Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat
dan Makanan.

Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelesaian layanan
informasi dan pengaduan Obat dan Makanan setiap triwulan ke pimpinan termasuk
rapor unit kerja sebagai penindak lanjut rujukan.

Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung monitoring dan

evaluasi penyelesaian layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan.

Walaupun indikator tahun 2020 bukan merupakan lanjutan tahun 2019, rekomendasi

tahun 2019 telah dilakukan sebagai upaya untuk mencapai indikator tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1)

2)

3)

4)

5)

Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan dengan
melakukan pembentukan dan pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim
Koordinasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
Tahun 2021 dan Tim PPID Pelaksana di Lingkungan Badan POM Tahun 2021.
Pemutakhiran Knowledge Base Contact Center (KBCC) sebagai pedoman bagi
petugas layanan dalam memberikan jawaban

Melaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui knowledge sharing forum
dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh
unit kerja sehingga layanan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa proses rujuk.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan
informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung monitoring dan

evaluasi penyelesaian layanan.
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6) Melakukan pemutakhiran informasi publik pada subsite https://ppid.pom.go.id/
dan melakukan pengumpulan informasi publik yang dimiliki oleh unit kerja pusat

dan UPT

20. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama

88

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Tingkat Efektivitas KIE
Obat dan Makanan di 96,32 88,98 91,00
lingkup Sekretariat Utama

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama pada
tahun 2020 adalah sebesar 91 dari target tahun 2020 sebesar 88,98, sehingga capaian
indikator adalah 102,27% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu
96,32 capaian indikator ini adalah 94,48%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian

tahun 2024 tidak melebihi target yang ditetapkan.

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama
adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung
berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, dll serta
secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media
lainnya. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas
kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan
melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan.

Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama
adalah Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang
diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Utama.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Skor Indeks 100 Interpretasi Efektifitas
< 65,00 Kurang Efektif
65,01 - 75,00 Cukup Efektif
75,01 - 85,00 Efektif
85,01 - 95,00 Sangat Efektif
95,01 -100 Sangat Efektif Sekali
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Pada tahun 2020, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup
Sekretariat Utama adalah 91 sehingga masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengambilan data survei pada triwulan II, III, dan IV tahun 2020 dilakukan pada
kurun waktu yang tidak terlalu lama dari pelaksanaan kegiatan KIE sehingga
masyarakat masih mampu mengingat dengan baik materi KIE maupun penjelasan
yang disampaikan/diperoleh dari pelaksana KIE. Sampai dengan triwulan 1V ini,
Selain kegiatan KIE yang dilaksanakan secara daring dan memaksimalkan pemberian
edukasi melalui media sosial official serta UPT, hal sesuai dengan Surat Edaran PIt.
Sestama Nomor HM. 11.02.2.25.03.20.22 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Sebagai Dukungan Dan Peran Badan
Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), BPOM dan UPT juga meaksanakan kegiata KIE tatap muka dan
pemberian produk informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sejak
dimulainya masa new normal. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat di daerah,
pembatasan jumlah peserta dan dengan pelaksanaan kegiatan yang tetap
memperhatikan penerapan protocol Kesehatan secara ketat.

b. Sampai dengan triwulan IV, Kontribusi terbesar pencapaian target indeks efektivitas
berasal dari indikator “Manfaat” dengan indeks sebesar 92,18. Indikator “Manfaat”
ini adalah penilaian masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh setelah
mengikuti kegiatan KIE dari unit di Sekretariat Utama BPOM yaitu Biro Hubungan
Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan. Kemudian diikuti kontribusi dari
indikator “Pemahaman” dengan indeks sebesar 91,69. Indikator pemahaman ini
menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima

setelah mengikuti kegiatan KIE.

Ragam : Indeks
Tingkat TW Kegiatan Pemahaman Manfaat Minat 2020
el 19 W 2 89.3 96.28 93.92 89.86 93.43
Obat dan
Makanan di TW 3 85.3 83.1 88.19 86.81 86.24
Litspgion TW 4 89.95 95.68 94.42 88.57 93.33
Sekretariat Utama

s/d TW 4 88.18 91.69 92.18 88.41 91.00

c. Hampir semua media yang digunakan dalam pelaksanaan KIE oleh Sekretariat Utama
BPOM dinilai efektif (range 75,01 - 85,00) dan sangat efektif (range 85,01 - 95,00)

oleh responden seperti terlihat pada grafik berikut. Hanya KIE melalui transportasi
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90

umum yang dinilai cukup efektif namun KIE melalui bioskop yang dinilai kurang
efektif. Sampai dengan triwulan 4 ini, masyarakat menilai bahwa KIE melalui CFD,
Televisi, Virtual/Webinar, brosur, majalah, koran, dan penyuluhan merupakan media
paling efektif diikuti KIE melalui pameran dan media online. Penilaian masyarakat
terhadap KIE tatap muka baik melalui secara luring seperti KIE di area CFD,
penyuluhan, pameran maupun daring seperti webinar mendapatkan nilai tinggi. Pada
KIE ini terdapat interaksi lebih personal dengan peserta/pengunjung berupa layanan
konsultasi Obat dan Makanan melalui booth BPOM baik pada Mobil HaloBPOM yang
dihadirkan di area CFD maupun pada booth pameran. Peserta/pengunjung pun tidak
dibatasi waktu konsultasi/layanan sehingga kebutuhannya akan informasi Obat dan
Makanan dapat terpenuhi. Pada KIE secara virtual seperti webinar juga disediakan
sarana untuk bertanya kepada narasumber melalui kolom chat, pemberian kuis untuk
menggali pemahaman peserta pada materi serta akses materi berupa paparan atau
video edukasi yang baik, mudah diakses, dan dapat disebarluaskan secara mandiri

oleh masyarakat.

CFD

Televisi

Virtual

Brosur, majalah, koran
Penyuluhan
Pameran

Media Online
Videotron/Billboard
Media sosial

Radio

Talkshow Televisi
Talkshow Radio

Transportasi Umum

Bioskop
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Gambar 9. Grafik Tingkat Efektivitas Obat dan Makanan Berdasarkan Media
KIE sampai dengan Periode Triwulan IV tahun 2020
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b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 69,09 = =

2020 99,59 99,84 10025 [NEGE

Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama pada

tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan

baseline data pada tahun 2019, realisasi indikator ini telah mencapai 69,09, sehingga

dapat terlihat peningkatan kinerja yang signifikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1)

2)

3)

4)

Penyebaran informasi melalui media sosial official Badan POM terkait informasi
Obat dan Makanan aman serta informasi pencegahan penularan, pengobatan, dan
program vaksinasi COVID-19.

KIE kepada generasi milenial yaitu pada kegiatan kunjungan mahasiswa pada 10
Januari 2020 dalam rangka kegiatan Joint International Outing (JIO). JIO merupakan
kegiatan Mini Students Exchange Programme yang dilaksanakan oleh ISMAFARSI
(Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia) dan bekerjasama dengan
Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi Universitas Indonesia. Peserta kegiatan ini
adalah mahasiswa farmasi dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia
dengan jumlah * 60 orang mahasiswa beserta dosen pendamping.

KIE kepada generasi milenial (90 orang siswa SMP dan SMA) dan pengajar di
Sekolah Alam Cikeas Gunung Putri, Bogor pada 29 Januari 2020 mengenai hoaks
Obat dan Makanan, penggunaan aplikasi BPOM Mobile, dan pemanfaatan media
sosial official BPOM sebagai peningkatan literasi generasi muda. Pada KIE ini juga
dihadirkan mobil HaloBPOM yang dikunjungi oleh +/- 100 orang dari siswa kelas 1-
6 SD.

Pelaksanaan pameran mini pada acara Open House dalam rangka HUT Badan POM
pada tanggal 18 Februari 2020 yang dilaksanakan di aula gedung C. Pada kegiatan
yang dihadiri lintas sektor, masyarakat umum, perwakilan asosiasi dan organisasi
profesi serta blogger dan media ini menyediakan sarana konsultasi dan panduan
pengecekan legalitas Obat dan Makanan melalui berbagai aplikasi yang disediakan

BPOM.
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5)

6)

7)

8)

9)

Pelaksanaan pameran virtual pada Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker
Indonesia (PIT IAI) dan Hari Konsumen Nasional yang dilaksanakan pada November
2020. Pada pameran ini booth virtual menyediakan file dan video informasi dan
edukasi Obat dan Makanan serta menyediakan live chat bagi pengunjung pameran
virtual.

KIE melalui Lomba Vlog dengan tema: “Aku #BanggaBuatanIndonesia” yang
diselenggarakan pada bulan Agustus 2020. Lomba ini bertujuan menggali
kreativitas dan menggaungkan “Bangga Buatan Indonesia” terutama terkait dengan
Obat dan Makanan sebagai bentuk nasionalisme dan dukungan terhadap Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu sebelumnya telah dilaksanakan lomba
vlog "Yuk Jadi Generasi Cerdas Tangkal Hoaks Obat dan Makanan" yang
dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Pada lomba ini peserta sebelumnya
diberikan stimulus berupa tema dan sumber bahan yang dapat dijadikan sebagai
konten materi vlog. Lomba ini meningkatkan peran serta masyarakat untuk
melakukan “Satu langkah mudah untuk saling menjaga, teliti informasi sebelum
membagikannya”.

KIE kepada generasi milenial yaitu pada kegiatan kunjungan siswa SMP Yayasan
Guang Ming pada 28 Februari 2020. Pada kegiatan ini siswa mendapatkan materi
tentang Bahan Berbahaya Pada Pangan dan Kenali Obat Cegah Penyalahgunaannya.
Penyebaran Leaflet Cek Klik (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa), leaflet
HaloBPOM dan Booklet Transformasi Herbal pada Pameran Herbal yang
diselenggarakan di JIEXPO pada Januari 2020 yang dikunjungi oleh stakeholder
Badan POM serta masyarakat umum.

Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan
secara daring dengan tema “Hidup Sehat dengan Obat dan Makanan Aman di Tengah
Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan sebagai langkah pencegahan dan
penanggulangan penularan COVID-19. KIE ini dilaksanakan kepada pelaku usaha,
tenaga kesehatan maupun masyarakat agar tetap menjalankan perannya masing-
masing dalam memastikan obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu. Selain
kegiatan ini, Badan POM juga diminta sebagai narasumber pada kegiatan yang

terkait dengan edukasi dalam upaya percepatan penanganan COVID-19.

10) Pelaksanaan KIE talkshow “Infodemik: Bahaya Isu Obat dan Makanan di Tengah

Pandemi” pada 18 Desember 2020 secara luring dan daring. Talkshow ini
ditayangkan secara live di akun Youtube Badan POM dan diikuti generasi muda

kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda pemudi Indonesia, perwakilan organisasi
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masyarakat/profesi, perwakilan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK), serta jajaran pegawai Badan POM baik pusat, Balai Besar/Balai POM dan
Loka POM di seluruh Indonesia.

11) BPOM juga meluncurkan beberapa buku yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku
usaha, tenaga kesehatan serta masyarakat, yaitu Buku Tips Keamanan Pangan Edisi
Ramadan + Tips Khusus Mencegah COVID19, Buku Serba COVID, Cegah COVID-19
Sehat Untuk Semua, Komik Kaka dan Kiki “Hidup Sehat, Lawan COVID-19" Buku
Pedoman Rekomendasi tentang Pengawasan Penggunaan Plasma Konvalesen dan
Imunoglobulin Konsentrat dalam terapi COVID-19; serta Petunjuk Teknis
Penjaminan Mutu Pengolahan Plasma Konvalesen COVID-19. Buku dalam bentuk
digital/e-book ini juga disebarkan kepada peserta KIE daring dan ditayangkan di
media sosial serta diviralkan melalui whatsapp, sehingga semakin banyak
masyarakat yang dapat mengakses informasi pada buku tersebut.

12) Pembuatan video motiongrafis “Hidup Sehat, Cegah COVID-19” yang berisi tentang
tips menjaga daya tahan tubuh dan menggunakan Obat dan Makanan aman untuk
mencegah penularan COVID-19, an video “’"Badan POM, Bakti Untuk Negeri” sebagai
bentuk kehadiran Badan POM di tengah masyarakat, dan Video Animasi Kaka dan
Kiki “Hidup Sehat, Lawan COVID-19" dengan sasaran penyebaran untuk komunitas
sekolah.

13) Penyampaian pesan singkat melalui SMS Blast kepada peserta KIE BPOM. Isi pesan
singkat terkait dengan penggunaan Obat, Pangan, Obat Tradisional, dan Suplemen
Kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

14) Pencetakan Materi Cek Klik Sebelum Belanja, Ayo Buang Sampah Obat, dan materi
penerapan protokol kesehatan Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci
Tangan (3M) pada body mobil antar jemput pegawai BPOM. Kendaraan ini akan
melintasi beberapa jalan utama di Jabodetabek sehingga menjadi media edukasi
bergerak.

15) Pelaksanaan kegiatan KIE langsung dibatasi di masa pandemi COVID-19 sehingga
dilakukan pengalihan pelaksanaan kegiatan KIE melalui media sosial (Instagram,
Twitter, Fan Page, Youtube) - BPOM Official, dan subsite ulpk.pom.go.id untuk
memastikan masyarakat mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan aman
serta meningkatkan daya tahan tubuh dalam mencegah penularan COVID-19.

16) Setelah memasuki era new normal dan dengan pelaksanaan yang selektif dengan
penerapan protocol kesehatan secara ketat, dilaksanakan KIE tatap muka

bekerjasama dengan tokoh masyarakat di Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan
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dalam bentuk tatap muka dengan pembatasan peserta di 10 lokasi serta pembagian
goody bag berisi produk informasi Obat dan Makanan di 14 lokasi yang melibatkan
14.000 peserta penerima goodybag.

17) Penyebaran informasi publik melalui subsite ppid.pom.go.id, ulpk.pom.go.id, dan

media sosial twitter PPID.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melakukan intensifikasi kegiatan KIE Obat dan Makanan dalam mendukung
percepatan penanganan COVID-19 dalam berbagai bentuk dan media
2) Menyusun pedoman pelaksanaan KIE Obat dan Makanan

3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan KIE yang dilaksanakan

21.Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama

94

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indeks Pelayanan Publik
dilingkup Sekretariat 4,51 3,91 4,48 114,58
Utama

Realisasi Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah
4,48 dari target 3,91, sehingga capaian indikator adalah 114,58% (Sangat Baik). Apabila
dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 4,51, capaian indikator ini adalah 99,33%.
Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024 tidak melebihi target yang

ditetapkan.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat
kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan
pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Definisi
indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam)
aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);

c. Sarana Prasarana (15%);
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d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. IPP dilingkup Sektama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
(UPP) dibawahnya dengan mengukur 6 aspek yang disebut pada poin 1.
a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama dilingkup
Sekretariat Utama adalah Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
(Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

b. Kategori nilai:

Range Nilai | Kategori Makna
00— 1,00 F Gagal
1,01 — 1,50 E Sangat Buruk
1,51 - 2,00 D Buruk
2,01 —-250 C- Cukup (Dengan Catatan)
2,51 —-3,00 C Cukup
3,01 —-3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
3,51 —-4,00 B Baik
4 01 —450 A Sangat Baik
451 —5,00 A Pelayanan Prima

Penilaian kinerja internal UPP di lingkungan BPOM dilakukan secara daring
menggunakan aplikasi evortala.pom.go.id. Kegiatan ini dimulai dengan entry meeting
tanggal 17 Juli 2020 dengan narasumber perwakilan Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PANRB dan diakhiri dengan exit meeting tanggal 3 Agustus 2020. Kedua

meeting ini dihadiri oleh seluruh UPP BPOM secara virtual.

Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.111
Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik di Lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2020. UPP yang memperoleh Indeks
Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala
5,00 berdasarkan penilaian internal akan ditunjuk sebagai perwakilan BPOM untuk
diusulkan sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh

Kementerian PANRB.
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Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai kinerja UPP, bahwa Indeks Pelayanan Publik
dilingkup Settama telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 4,48
(114,58%) dengan kategori sangat baik, akan tetapi settama belum dapat diusulkan

sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L.

. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 3,80 = =
2020 3,91 4,48 114,58 Sangat Baik

Indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 bukan
merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan baseline data,

capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019.

. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik,
antara lain:
a) Aspekkebijakan pelayanan

i. Melakukan penyusunan standar pelayanan pengaduan dan informasi yang
terdiri dari 14 komponen pelayanan.

ii. Melakukan review dan perbaikan standar pelayanan pengaduan dan
informasi pada Peraturan Kepala Badan POM No.27 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.

iii. Pelaksanaan dan publikasi Survei Kepuasan Masyarakat

iv. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei
Kepuasan Masyarakat.

v. Publikasi maklumat pelayanan Sekretariat Utama melalui berbagai media.

vi. Penyusunan Rancang Bangun Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Badan POM 2020-2024

b) Aspek Profesionalisme SDM

i. Peningkatan kompetensi softskill maupun hardskill petugas pelayanan

sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat

diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan
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melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi
dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan
coaching dan mentoring dalam pelaksanaan pelayanan.

ii. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui
Aplikasi SPAN-LAPOR! pada 28 September 2020.

iii. Penyusunan dan implementasi Keputusan tentang Pemberian Penghargaan
(Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan
Pelayanan Publik.

c¢) Aspek Sarana Prasarana
Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik
bersama di lingkungan BPOM.
d) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
i. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik
Nasional website https://sipp.menpan.go.id/.
ii. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sekretariat Utama pada subsite https://ulpk.pom.go.id.

e) Aspek Konsultasi dan pengaduan
Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi,
baik secara offline maunpun online melalui media sosial dan website.
f) AspekInovasi
Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas

pelayanan publik secara berkala.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap pemenuhan aspek penilaian yang
masih kurang

2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut

Sasaran 9 Terwujudnya tatakelola pemerintahan
dilingkup Sektama yang Optimal

IKU
1. Indeks RB Sekretariat Utama
2. Nilai AKIP Sekretariat Utama
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22.Indeks RB Sekretariat Utama

98

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

ndeks RE Selretariat 95 85 7375 8676 77,63
Realisasi Indeks RB Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah sebesar 73,75 dari target
85, sehingga capaian indikator adalah 86,76% (Cukup). Indikator ini tidak mencapai
target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 95,
capaian indikator adalah 77,63%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan

strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI)
melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan
BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah
predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas
kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju
WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan
BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan

akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
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Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM
Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

Manajemen Perubahan

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penguatan Pengawasan

1
2
3
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5
6

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

5%
5%
15%
10%
15%
10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju
WBK/Menuju WBBM:

1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

kepada Masyarakat

20%

20%

Cara perhitungan Nilai RB Sekretariat Utama adalah dengan penjumlahan bobot

komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Nilai RB Sekretariat Utama tahun

2020 diperoleh dari rata-rata nilai per komponen hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di

Sekretariat Utama sebagai berikut:

= WO U WN R

2

Komponen Pengungkit

Manajemen Perubahan

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Pengawasan

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Komponen Hasil

Terwujudnya Pemerintahan yang
Bersih dan Bebas KKN

Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik kepada Masyarakat

60%
5%
5%

15%

10%

15%

10%

40%

20%

20%

33.34
431
3.64
5.25
7.76
6.89
5.49

38.22

19.55

18.67
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Nilai RB Sekretariat Utama

100,00
75,00
50,00
25,00

0,00

Target

il i

Realisasi

Komponen pengungkit

B Biro Kerjasama

@ Biro Perencanaan dan keuangan

@ Biro Hukum dan Organisasi
@ Biro Humas dan DSP
EBiro Umum dan SDM

@ Settama

29,66
37,24
36,11
33,03
30,63
33,34

Rl

Target Realisasi

Komponen Hasil

38,91
38,69
37,93
37,18
38,40
38,22

Target Realisasi
Total Nilai RB
85,00 68,57
85 75,93
91 74,04
85 70,21
88 69,03
85 71,56

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks RB Sekretariat Utama pada tahun 2020 pada tahun 2020 bukan

merupakan indikator lanjutan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Ul W

Kedeputian III 84,02 95,48
[ttama 91 83,57 91,83
Kedeputian II 85 80,58 94,80
Kedeputian I 83 79,40 95,66
Settama 85 73,75 86,76
Kedeputian IV 85 71,16 83,72

Cukup
Cukup

Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks RB di Eselon I di lingkungan BPOM, maka

capaian indikator Indeks RB Settama berada pada peringkat kelima.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

100

a) Manajemen Perubahan

1) Mengembangkan dan penguatan nilai-nilai untuk peningkatan komitmen dan

2)

implementasi perubahan melalui survey opini pegawai dan pembentukan tim

reformasi birokrasi kesektamaan

Penguatan nilai integritas melalui penyusunan roadmap dan rencana aksi RB

ditingkat kesektamaan yang terintegrasi dan selaras dengan rencana strategis

sektama
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3)

4)

5)

Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan di lingkungan
kesektamaan melalui pengawalan rencana aksi dan pengembangan kompetensi
agen perubahan

Sosialisasi dan internalisasi dalam rangka perubahan mindset pegawai dalam
rangka peningkatan anggement di lingkungan kesektamaan

Menggerakkan seluruh pegawai sebagai agent of change;

b) Penataan tatalaksana

iy

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Pelaksanaan reviu proses bisnis di lingkup Sekretariat Utama yang dituangkan
dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020
tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.
Pelaksanaan audit surveilan dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6
Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-
0T.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus perihal Pelaksanaan Audit Surveilan
QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan audit surveilan untuk Unit Kerja di lingkup
Sekretariat Utama

Pelaksanaan evaluasi implementasi proses bisnis melalui Audit Internal ISO
9001:2015 yang diintegrasikan dengan ISO 17025:2017 di lingkup Sekretaris
Utama

Pelaksanaan integrasi E-tukin dengan input data e-presensi dan tapping data
(WFO) di lingkup Sekretraiat Utama

Pelaksanaan proses alih media arsip vital dan arsip terjaga

Penomoran surat di lingkup Sekretaris Utama dilakukan secara elektronik
melalui aplikasi SIPANDA

Implementasi SIKD telah dilakukan untuk seluruh Unit Kerja di lingkup
Sekretaris Utama

Telah dibentuk Tim Koordinasi PPID melalui Keputusan Sekretaris Utama
Nomor HM.06.2.25.04.20.10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
PPID di Lingkungan BPOM tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020

Telah dilakukan perluasan media publikasi informasi publik selain website, juga
dilakukan melalui media sosial, media informasi digital (ekiosk,

videowall,videotron), media cetak, dan majalah POM.

10) Berdasarkan rekomendasi hasil monev keterbukaan informasi badan Publik

tahun 2019 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, maka diterbitkan 7

(tujuh) SOP layanan PPID secara terpisah.
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11) Pengembangan Subsite Biro Kerja Sama dan Aplikasi Export Consultation Desk

(ECD)

c) Penataan Sistem Manajemen SDM

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rencana redistribusi pegawai telah dilakukan untuk mengisi formasi pada UPT
baru dan redistribusi pada fungsi pengujian, TU, pemeriksaan, infokom dan
penindakan.

Proyeksi Kebutuhan pegawai 2020-2024 dalam tahap penyusunan melalui
tahapan Sosialisasi dan Sinkronisasi data penyusunan kebutuhan PNS serta Desk
mengenai data ABK unit kerja Pusat dan UPT

Penyusunan peta jabatan Tahun 2020 dan data perhitungan kebutuhan PFM
seluruh unit kerja teknis

Proses penerimaan pegawai CPNS Tahun 2019 dengan transparan, objektif, adil,
akuntabel dan bebas KKN

Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan secara
terbuka yaitu seleksi terbuka JPT Pratama Kepala PRKOM dan Direktur
Penyidikan Obat dan Makanan

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu, pemberian reward pegawai berprestasi dan punishment kepada
pegawai yang melanggar disiplin

Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan
penilaian prestasi kerja triwulanan, pemberian tukin triwulan I Tahun 2021
didasarkan pada penilaian triwulan [V Tahun 2020, dst

Monitoring dan evaluasi terhadap penilaian triwulanan yang dilakukan oleh
pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang
diberikan untuk memperbaikinya.

Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik
dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin

yang terjadi.

10) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku instansi.

11) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO

dan pelaporan SIAP.

d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait finalisasi rancangan Renstra BPOM
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Rakorpim penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan
strategi BPOM 2020-2024 termasuk didalamnya terkait Sekretariat Utama
Mengesahkan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024

Penyusunan IKU Sekretariat Utama 2020-2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021

Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2020, yang diikuti oleh seluruh unit kerja
pusat dan Balai Besar/Balai POM untuk meningkatkan kemampuan staf
pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja
unitnya.

Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit
Kerja di lingkup Sekretariat Utama Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk
SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)

10) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama dan Biro-Biro Triwulan

[ s.d IV Tahun 2020

11) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan I s.d III Tahun

2020

12) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2020

13) Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, keuangan, monitoring dan

Evaluasi.

14) Pembahasan Juknis Anggaran 2020 ruang lingkup Kegiatan Sekretariat Utama
15) Penyusunan RKA-K/L Sekretariat Utama tahun 2021

iy
2)

3)
4)

Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemutahiran data e-PNBP dilakukan setiap bulan melalui Rekonsiliasi data
penerimaan

Penyusunan Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pemantauan Kinerja Individu (Monev SKP setiap TW) di lingkungan Sekretariat

Utama

e) Penguatan Pengawasan

1)

2)

Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner
larangan menerima/pemberian gratifikasi
Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama

Triwulan 12020
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE) dari
Unit Unit Kerja di lingkup Settama.

Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko,
mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of
defense. Proses penilaian risiko dilaksanakan bersamaan dengan audit internal
sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi SPIP - Manajemen
Risko dan SNI ISO/IEC 17025:2017

RTM masing-masing unit di lingkungan Settama

Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara
berkala

Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020
Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit unit di
lingkungan sektama

Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit unit kerja lingkup Settama

10) Dokumen penandatanganan pakta integritas.

f) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan

publik di lingkup sektama tahun 2020

Penyusunan Rancang Bangun Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik 2020-2024.

Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi

birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup sektama tahun

2020 secara berkala periode triwulan

Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan sektama

yaitu:

i. Peraturan Badan POM Peraturan BPOM No. 27 tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, yang terkait layanan publik di
lingkup Sekretariat Utama

ii. Keputusan Kepala BPOM nomor HK.04.01.23.04.16.1769 tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan
Badan POM

Penetapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama yang

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Kerja.

Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang

memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna
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layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan
kepala unit kerja.

7) Keterhubungan pelayanan publik di lingkungan sektama dengan Sistem
Informasi Pelayanan Publik (SIPPN)

8) Integrasi seluruh pelayanan publik di lingkup sektama pada SP4N-LAPOR!
dimana pejabat penghubung di setiap unit kerja telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.81 tahun 2020 tentang
Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (SP4N-LAPOR!) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

9) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di
lingkungan Sekretariat Utama

10) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di
lingkungan sektama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei
dipublikasikan pada berbagai media.

11) Penyusuan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Tahun 2020.

12) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

13) Partisipasi unit kerja di lingkungan sektama dalam Kompetisi Inovasi pelayanan
Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB

14) Partisipasi dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kategori
Outstanding Achievement Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian
PANRB dan berhasil meraih TOP 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik tahun 2020 Kategori Outstanding Achievement.

15) Partisipasi dalam Kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020 yang
diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) dan berhasil
meraih:

a. Platinum medal kategori Best of the Best Agent Inbound
b. Gold medal kategori The Best Agent Digital
c. Bronze medal kategori The Best Agent Inbound Publik
d. Bronze medal kategori The Best Back Office
e. Silver medal kategori Smart Teamwork
16) Partisipasi dalam Pemeringkatan Raksa Nugraha - Indonesian Consumer

Protection Award 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen
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17)

Nasional (BPKN) dan berhasil meraih Anugerah Raksa Nugraha - Indonesian
Consumer Protection Award (ICPA) 2020 Kategori Platinum.

Raksa Nugraha merupakan kegiatan pemberian pemeringkatan dan anugerah
kepada pihak-pihak yang peduli akan perlindungan konsumen.

Telah dilakukan inovasi dan pengembangan terhadap aplikasi penunjang layanan
publik di lingkungan Sekretariat Utama untuk memudahkan masyarakat
mengakses layanan publik secara online, diantaranya pengembangan aplikasi e-
SKM layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan, aplikasi Sistem
Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (Simpel LPK), pengembangan Aplikasi
Website BPOM, penyempurnaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT),
pengembangan Subsite Reformasi Birokrasi (RB), pengembangan Aplikasi
Dashboard Ruang Kendali Terintegrasi, pembangunan sistem aplikasi pengelolaan
informasi pimpinan (Srikandi.pom.go.id), pengembangan Aplikasi SIASN, subsite
Sistem Manajemen Mutu (QMS), pengembangan aplikasi JDIH, pengembangan
aplikasi e-Performance, pengembangan subsite Sistem Pelayanan Pengujian
(digunakan untuk ekternal dan Internal BPOM), update content subsite ECD,
pengembangan Aplikasi e-PNBP yang terintegrasi dengan e-payment,
penyempurnaan Aplikasi Sistem Antrian Online BPOM, pengembangan sistem
aplikasi pengembangan kompetensi BPOM, pengembangan Pembelajaran e-
learning melalui SI-PANDAI dan Aplikasi Uji Kompetensi online, pembangunan
Knowledge Management System (KMS) di BPOM, pengembangan subsite sistem
informasi riset, pengembangan Aplikasi e-Monik (Monitoring Keuangan),
pengembangan aplikasi aplikasi e-Planning (Perencanaan), pengembangan
Aplikasi SIKD, pengembangan Aplikasi SmartPOM, pengembangan aplikasi
SIPANDA (Aplikasi penomoran naskah dinas), pembangunan Sistem Pelayanan
PPPOMN Online (SIPOPON sipopon.pom.go.id), pengembangan aplikasi sistem
pembelajaran  daring SI  PANDAI  (https://ppsdm.pom.go.id/sipandai),

pengembangan Aplikasi kelembagaan, pengembangan aplikasi e-SIPP.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja
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1) Belum menetapkan Pola Mutasi Internal.

2) Belum terdapat penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan,

kebijakan reward dan punishment bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi

penerima layanan, dan pelayanan belum dilakukan secara terpadu.
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3) Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pemberi layanan dan

pemberian kompensasi bagi penerima layanan belum optimal.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Menetapkan kebijakan pola mutasi internal.
2) Menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pemberian sistem punishment
(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada

penerima layanan serta menerapkannya dengan baik.

2. Nilai AKIP Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Nilai AKIP Sektama 92 81 80,69 9962 87,71

Realisasi Nilai AKIP Sektama pada tahun 2020 adalah sebesar 80,69 (kategori A) dari
target 81, sehingga capaian indikator adalah 99,62% (Baik). Indikator ini tidak mencapai
target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 92,
capaian indikator ini adalah 87,71%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan

strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen Kinerja pada
sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada
pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi
AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh
Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja
Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian
antara lain:
1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra
(5%) dan implementasi renstra (3%)
b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas

RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
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. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: Pemenuhan pengukuran (5%), Kualitas

pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)

. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas

pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek: Pemenuhan evaluasi (2%), Kualitas

evaluasi (5%), Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: Kinerja yang dilaporkan (output) (5%),

Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%), Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian

evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1.
2.

AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)
dengan nilai >80-90

BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja
yang andal) dengan nilai >70-80

B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

CC (Cukup Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki
sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk
pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk
manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang
mendasar) dengan nilai >30-50

D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan
manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat

mendasar) dengan nilai 0-30

Nilai AKIP Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No Komponen Bobot Target Realisasi )

Perencanaan Kinerja 30 23.80 26.24 110.26
Pengukuran Kinerja 25 20.35 19.06 93.67
Pelaporan Kinerja 15 12.28 13.21 107.56
Evaluasi Internal 10 8.40 8.13 96.84
Capaian Kinerja 16.21 14.06 86.74

20
- 10000 8100 8069  99.62
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NILAI AKIP SETTAMA
90

% mwm
30 -
0 PEE P el RN eem cEeE e e EEE S
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pere.ncar.laan Pengukgran Pelaporan Kinerja | Evaluasi Kinerja Pen.capz'nan Total Nilai AKIP
Kinerja Kinerja Kinerja
2017 23,3 15,79 10,21 4,83 16,78 71,63

m2018 241 25,13 17,8 16,88 11,8 12,21 8,5 531 15,8 13,83 78 73,36
®2019 2490 26,16 @ 1850 @ 1875 12,40 11,95 8,60 7,64 16,60 = 13,85 81 78,35
m 2020 23,80 26,24 20,35 19,06 12,28 13,21 8,40 8,13 16,21 14,06 81 80,69

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 81 78,35 96,73  NBARN
2020 81 80,69 99,62 [NEGE

Indikator Nilai AKIP Sektama pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun
2019. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar
78,35. Namun demikian, masih diperlukan upaya agar ke depan target kinerja tahunan
dapat tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

1 Settama 80,69 99,62
2 [ttama 81 79,75 98.46
3 Kedeputian IV 81 78, 21 96.56
4 Kedeputian Il 81 77.79 96.04
5 Kedeputian I 81 77.18 95.28
6 Kedeputian III 81 76.26 94.15

Apabila dibandingan dengan reakisasi nilai AKIP di Eselon I di lingkungan BPOM, maka

capaian indikator nilai AKIP Settama mencapai nilai tertinggi.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Mengesahkan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024
2) Penyusunan IKU Sekretariat Utama 2020-2024
3) Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020

4) Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021
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5)

6)

7)

8)

9)

Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2020, untuk meningkatkan kemampuan staf
pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja
unitnya.

Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2019

Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM berdasarkan
Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020

Mengesahkan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan di Lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor
HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja
di lingkup Sekretariat Utama Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART D]JA,

Monev Bappenas, E-Performance)

10) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama dan Biro-Biro Triwulan I

s.d IV Tahun 2020

11) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan I s.d III Tahun

2020

12) Pemutahiran data e-PNBP dilakukan setiap bulan melalui Rekonsiliasi data

penerimaan

13) Penyusunan RKA-K/L Sekretariat Utama tahun 2021

14) Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, keuangan, monitoring dan Evaluasi.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja
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1)

2)

Perencanaan: Rencana aksi belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci
setiap periode yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan
merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L)
sedangkan penetapan dan pengesahan Renstra 2020 - 2024 baru dilakukan di tahun
2020, selain itu terdapat ketidakselarasan antara indikator pada Renstra dengan
Renja K/L sehingga menyebabkan adanya ketidakselarasan antara Renstra dengan
RKA;

Pengukuran: Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian reward and punishment. Pengukuran Kinerja juga belum dikembangkan
menggunakan teknologi informasi. Sekretariat Utama belum mengatur tentang

mekanisme pengumpulan data yang up to date di internal Satker Sekretariat Utama.
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3)

4)

5)

Pelaporan: Laporan kinerja belum membandingkan data kinerja yang memadai
antara realisasi atau capaian organisasi dibanding realisasi atau capaian organisasi
sejenis yang setara atau sekelas. Pemanfaatan atas informasi kinerja belum
maksimal digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta dimanfaatkan untuk
peningkatan kinerja yang lebih baik.

Evaluasi Internal: evaluasi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-
rekomendasi perbaikan perencanaan Kkinerja serta rekomendasi terhadap
peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

Capaian kinerja: Beberapa target kinerja tidak tercapai sehingga capaian kinerja

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1)

2)

3)

4)

5)

Penyusunan dokumen perencanaan agar dilakukan dengan selaras dan Rencana
Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode
Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang
up to date di lingkungan Sekretariat Utama

Melakukan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi eperformance
Badan POM dan menjabarkan serta menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit
sampai pada tataran individu pegawai

Memanfaatkan informasi kinerja dalam perbaikan perencanaan dan melakukan
pembandingan data kinerja yang memadai dengan organisasi sejenis yang setara
atau sekelas.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan

membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk mengatasi kendala/hambatan

Sasaran 10 Terwujudnya SDM Sektama yang berkinerja

IKU

optimal

Indeks Profesionalitas ASN di Sektama
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3. Indeks Profesionalitas ASN di Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

112

Ir_1deks Profesionalitas ASN 82 78 77,37
di Sektama

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Sektama pada tahun 2020 adalah sebesar 77,37

dari target 78, sehingga capaiannya sebesar 99,19% (Baik). Indikator ini tidak mencapai
target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 82,

capaian indikator ini adalah 94,35%.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN
dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan
Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks
Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah
dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah

dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen
PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot
penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi
(40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian
tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 - 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 - 90 (Tinggi),
Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 - 60 (Sangat Rendah)

Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama diperoleh dengan rincian sebagai

berikut:
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2019 2020
No Unit Kerja/Satker Total IP Jumlah P Total IP Jumlah
Orang
1 Biro Kerjasama 1665.36 24 69.39 1832.5 23 79.67
5 | BROSOONEIRENCEN || sarp o 43 69.48 3380 42 80.48
keuangan
Biro  Hulkum dan | .4 29 | 7340 | 24175 29 83.36
Organisasi
4 Biro Humas dan DSP 1514.92 22 68.86 4641 59 78.66
5 Biro Umum dan SDM 7228.48 98 73.76 6298.5 87 72.40
Settama 15,525.00 216 71.88 | 18,569.50 240 77.37

Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
e Bi Biro Huk
Biro ro fro Hukum Biro Humas Biro Umum
. Perencanaan dan Settama
Kerjasama - dan DSP dan SDM
dan keuangan Organisasi

m 2019 69,39 69,48 73,40 68,86 73,76 71,88
m 2020 79,67 80,48 83,36 78,66 72,40 77,37

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 - 71,88 - | -

2020 78 77,37 9919 [N

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Sektama pada tahun 2020 bukan merupakan
indikator lanjutan tahun 2019. Namun apabila dibandingkan dengan baseline data,
capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar

71,88.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

1  Kedeputian II 75 85.11 11348  SangatBaik
2 | Ittama 85 85.3 100.35
3 Kedeputian IV 75 83.71 111.61 Sangat Baik

4 Kedeputian III 75 83.51 111.35 \ Sangat Baik \
5  KedeputianI 77 83.4 108.31  [NBaKN
6  Settama 78 77.37 99.19  FNNBIRT
7  BPOM 75 82.88 110.51  SangatBaik
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Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Eselon I lainnya di

lingkungan BPOM, maka Settama berada pada peringkat keenam. Sedangkan

dibandingkan dengan BPOM, realisasi settama dibawah realisasi BPOM.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
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a) Biro Hukum dan Organisasi

1)

2)

3)
4)
5)

Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimtek/Penyuluhan bagi pegawai Biro Hukum
dan Organisasi baik secara luring maupun daring guna pencapaian peningkatan
kompetensi baik ASN maupun Non ASN

Mengikuti Pelatihan/Seminar/Diklat Online dan Offline baik yang
diselenggarakan oleh PPSDM, Instansi lain maupun lembaga pelatihan
Melakukan Riviu Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulannya

Melakukan Riviu Peta Jabatan

Monitoring dan Evaluasi Disiplin pegawai

b) Biro Kerja Sama

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

Peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan antara lain:

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pimpinan untuk Kepala Biro Kerja Sama;
b. Kursus Bahasa Inggris bagi pegawai;

c. Diklat Fungsional bagi Analis Kebijakan Biro Kerja Sama;

d. Capacity Building tentang “Positive Attitude and Communication” bagi

pegawai Biro Kerja Sama;

Pelaksanaan diseminasi hasil pelatihan secara realtime melalui Whatsapp Group
(WAQG) Biro Kerja Sama.
Sharing knowledge pemberitaan di WAG Biro Kerja Sama.

English Thursday.

Workshop kegiatan terpadu “Komunikasi, Negosiasi, dan Diplomasi dalam
Percepatan Penanganan COVID-19".

Telah dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai periode triwulan I s/d IV.

Telah dilakukan pelaporan disiplin pegawai.

Biro Perencanaan dan Keuangan

iy

2)

3)

Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran,
Monev dan Pengelola Keuangan

Mengikuti  Pelatihan/Seminar/Diklat Online dan Offline baik yang
diselenggarakan oleh PPSDM, Instansi lain maupun lembaga pelatihan

Membuat Laporan Disiplin Pegawai
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4) Melakukan Penilaian SKP Per Triwulan
d) Biro Humas dan DSP

1) Peningkatan kompetensi ASN melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan
peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan internal maupun eksternal
BPOM.

2) Pelaksanaan diseminasi hasil pelatihan yang dikemas dalam kegiatan Sharing
Santai secara virtual. Hingga triwulan IV, telah dilaksanakan 3 kali Sharing Santai,
yaitu Sharing Santai Volume 1: Pengelolaan Akun Media Sosial Official dengan
pemateri dari Bagian Komunikasi dan Publikasi, Volume 2: Mengenal Pengaduan
Masyarakat Lebih Dekat dari Bagian Pengaduan Masyarakat, Volume 3: Berbagi
Inspirasi Bersama DSP.

3) Hingga Triwulan IV Tahun 2020 telah dilaksanakan 27 kegiatan peningkatan
kapasitas dukungan strategis pimpinan yang bersifat manajerial maupun teknis
seperti Awareness Sistem Manajemen Mutu [SO 9001:2015.

4) Telah dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai periode triwulan III dan IV

5) Telah dilakukan pelaporan disiplin pegawai

e) Biro Umum

1) Kualifikasi (bobot 25%): dilakukan monitoring dan perubahan data kepada
pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.

2) Kompetensi (bobot 40%): melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro
Umum dan SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh
PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan komptensi SDM
pengelola SDM/BMN /Sarana Prasarana.

3) Kinerja (bobot 30%): telah dilakukan penilaian prestasi kinerja pegawai triwulan
[ dan sedang dalam monitoring serta evaluasi penilaian triwulan IV pada bulan
Januari 2021.

4) Disiplin (bobot 5%): Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus

disiplin pegawai di lingkungan Badan POM.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja
1) Dimensi Kualifikasi yang mempengaruhi IP ASN adalah kualifikasi Pendidikan
formal ASN di Sektama. Bobot nilai untuk dimensi kualifikasi mulai dari 1 s.d 25.
Dari hasil analisis, terdapat beberapa ASN di Sektama yang memiliki Pendidikan

SLTA/D-1/D-1I, sehingga hal ini dapat memperkecil pencapaian Indeks
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Profesionalitas ASN secara keseluruhan di Sektama. Dimensi Kualifikasi ASN di
Sektama memperoleh bobot penilaian 15,40 (maksimal bobot penilaian dimensi
kualifikasi adalah 25).

2) Dimensi Kompetensi yang mempengaruhi IP ASN adalah riwayat pengembangan
kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN di Sektama yang memiliki kesesuaian
dalam pelaksanaan tugas jabatan. Bobot nilai untuk dimensi kompetensi mulai dari
0 s.d 40. Pelaksanaan diklat pada masing-masing jenis jabatan seperti diklat
kepemimpinan utk pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional dan
diklat teknis 20 JP bagi seluruh ASN belum sepenuhnya diikuti oleh ASN di Sektama,
sehingga memberikan dampak pada pencapaian IPA ASN di Sektama. Dimensi
Kompetensi ASN di Sektama memperoleh bobot penilaian 31,85. (maksimal bobot

penilaian dimensi kompetensi adalah 40).

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai
2) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat kepemimpinan/ diklat
fungsional/ diklat teknis/seminar/workshop/sejenis secara daring atau luring.
3) Melakukan coaching and mentoring berjenjang SDM di lingkungan Sekretariat
Utama;

4) Menerapkan reward and punishment bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

Sasaran 11 Menguatnya pengelolaan data dan informasi
pengawasan obat dan makanan

IKU
Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal

4. Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal
a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indeks Pengelolaan Data
dan Informasi Sektama 3 1,51 0,2 13,25 6,67
yang Optimal
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Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal pada tahun 2020
adalah sebesar 0,2 dari target 1,51, sehingga capaian indikator adalah 13,25% (Sangat
Kurang). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan
dengan target tahun 2024 yaitu 3, capaian indikator ini adalah 6,67%. Dengan demikian,
diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan untuk pencapaian target akhir periode

Renstra.

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC

a) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam
sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan
pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

b) Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi
dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

c) BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk
diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat
dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan
obat dan makanan oleh pimpinan

d) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang
ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat
sasaran.

e) Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara
berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan
sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracuanan) dan Unit kerja pusat sesuai
data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang
digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing
unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual
pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang
dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun

individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal

berdasarkan perolehan dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria
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yang digunakan adalah 2,26 - 3 (Sangat Optimal); 1,51 - 2,25 (Optimal); 0,76 - 1,5

(Cukup Optimal) dan 0 - 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 6. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama Tahun 2020

Nilai Indeks
Ind.eks Pemanfaatz.m Data dan. Total Indeks
: . Sistem Informasi Informasi
Unit Kerja .
mutakhir
email pemutakhiran | pemutakhiran
BOC BOC
Biro Kerjasama 0 0 0 0
Biro Perencanaan Dan Keuangan 1 0 1 0,75
Biro Hukum Dan Organisasi 0 0 0 0
Biro Umum Dan SDM 0 0 0 0
Biro Hu_ma.s Da_n Dukungan 1 0 0 0,25
Strategis Pimpinan
Settama (rata2 indeks) 0,2 (l_<urang
optimal)
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0,8
0,6
0,4
0,2

Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama Tahun 2020

0,75
0,25
0 0 '
A 4
Biro Biro Biro Hukum  Biro Humas
Kerjasama  Perencanaan dan dan DSP
dan keuangan  Organisasi

0,2
0
A l

Biro Umum
dan SDM

Settama

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal pada tahun 2020

bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

o Ul WD W N

Kedeputian III
Kedeputian IV
Kedeputian II
Settama
Kedeputian I
[ttama

1,51 0,75 49,67 Sangat Kurang
1,51 0,33 22,08 Sangat Kurang
1,50 0,25 16,67 Sangat Kurang
1,51 0,2 13,25 Sangat Kurang
1,51 0,13 8,28 Sangat Kurang
1,50 0 0 Sangat Kurang
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Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang
optimal pada Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka realisasi Settama berada pada

peringkat keempat.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2) Mengotimalkan pemanfaatan email corporate BPOM (email individu dan unit) oleh
Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
3) Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM Operational Center (BOC)
4) Pemutakhiran BPOM Operational Center (BOC), untuk menyajikan data dan
informasi berupa:
a) Dashboard Biro Kerjasama (menampilkan informasi kerja sama, dalam negeri,
kerjasama bilateral dan triangular, serta kerja sama regional dan multilateral)
b) Dashboard distribusi anggaran BPOM (informasi target dan realisasi
anggaran badan POM tahun 2020)
c) Dashboard peta anggaran BPOM (informasi sebaran anggaran BPOM dalam
bentuk peta)
d) Dashboard pengelolaan kepegawaian (Data Pegawai Badan POM di Pusat dan
Balai dalam bentuk peta)
e) Dashboard Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
Nasional
f) Dashboard Layanan Pengaduan melalui Lapor!SP4N

g) Dashboard Analisis Sentimen Pemberitaan Obat dan Makanan

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja
Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal belum mencapai target
tahun 2020 karena masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email
unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran

BOC.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021
1) Sosialisasi pengawai untuk menggunakan email pom.go.id.
2) Mendorong semua pegawai untuk menggunakan email corporate BPOM lebih

intensif
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3) Informasi ke unit pusat, Balai Besar, Balai dan Loka POM serta pihak eksternal
terkait email korespodensi menggunakan pom.go.id.

4) Lebih sering login dan mengakses dashboard BCC melalui akun eselon 2 dengan
target 20 kali dalam sebulan.

5) Melakukan pemutakhiran data Biro-Biro di Kesettamaan pada aplikasi BCC, dengan

melakukan verifikasi data unit yang tayang di BCC, minimal sebulan sekali.

Sasaran 12 Terkelolanya Keuangan Sektama secara
Akuntabel

IKU

1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama

5. Nilai Kinerja Anggaran Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Nilai Kinerja Anggaran 91,47
Sektama

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sektama pada tahun 2020 adalah sebesar 91,47 dari

target 93, sehingga capaian indikator adalah 98,35% (Baik). Indikator ini belum
mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu
97, maka capaian indikator ini adalah 94,30%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar

target tahun 2021-2024 dapat tercapai.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran
Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja
Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai
berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Sektama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Pada tahun 2020, Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan OM-
SPAN per 24 Februari 2021, bahwa Nilai EKA/ SMART Sekretariat Utama adalah 93,94 dan
nilai IKPA BPOM adalah 87,76, maka nilai kinerja anggaran sampai dengan triwulan IV
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diperoleh angka 91,47 (98,35%). Untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020,
Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir
IKPA.

Dashboard Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nilai SMART
93.949

Tahun Anggaran: 2020

120 %
B6.57 P 87.35

16.56

Penyerapan Anggaran Konsistensi RPD Awal Konsistensi RPD Akhir Capaian Keluaran

egilatan

Efisiensi

Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran
capalan Keluaran Keglatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK ) dan realisasi indikator kKeluaran kegiatan
dengan menggunakan formu

la rata — rara geomerrik.

Indikator Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi)

A QGIRI= A SAMPAI DENGAN | DESEMBER
EFISIENSI
KESESUAIAN PERENCANAAN
e KEPATUHAN TERHADAP REGULASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRy A A
KODE | KODE NILAI | KONVERSI (NILAL
NO | ppn | satkgr | URAIANSATKER | KETERANGAN TOTAL ~ BOBOT | TOTALKONVERS!
DEVIASI KONFIRMAS!
revisi  PEUSL | pacu | DT | penceLoLAAN e DISPENSASI | PENYERAPAN | PENVELESWAN | ) UEVES! RETUR L KESALAHAN B0BOT)
DIPA MINUS | KONTRAK ~UPDANTUP | BENDAHARA  SPM ANGGARAN | TAGIHAN sp2p seu
0 DIPA ouTPUT
3175 432731 SEKRETARIAT Nisi 10000 4.65 d4 10000 10000 1 9598 9487 9997 100.00 8500 7460 &% 87.76
UTAMA BADAN
PENGAWAS OBAT | Bobot o 0 E 15 8 s 5 15 1z 10 s 0 5
DAN MAKANAN
Nilai Akhir 000 000 | 500 7.67 8.00 500 5.00 1258 11.52 949 500 000 425
Nilai Aspek 99,95 7.7 5.50 185.00

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 88,14 = =

2020 93 91,47 9835  [NNESEN

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama pada tahun 2020 bukan merupakan indikator
lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, maka realisasi tahun
2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 88,44.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

[ttama
Kedeputian IV
Kedeputian III
Kedeputian |
Kedeputian II
Settama

N Ul bW N

93
93
93.20
93.45
93

97.33
96.57
96.67
96.27
95.68
91,47

104.65
103.84
103.94
103.29
102.39
98,35
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122

Apabila dibandingan dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Eselon I lainnya di

lingkungan BPOM, maka realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama berada pada

peringkat keenam.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Sosialisasi dan Bimtek Monev Online (termasuk monev SMART DJA)

Sosialisasi reformulasi Sosialisasi Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)

Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Capaian Output pada Aplikasi SAS dan SMART DJA
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro di
Sekretariat Utama triwulan I s.d IV tahun 2020 pada SMART DJA

Penyusunan buku evaluasi pelaksanaan anggaran 2019, Triwulan I s.d III Tahun
2020, termasuk didalamnya Satker Sekretariat Utama.

Penerapan reward dan punishment terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja

Anggaran tertinggi.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1)

2)

Pada aplikasi monev DJA, kepatuhan pelaporan capaian kinerja dari Biro-Biro masih
rendah, Biro-biro tidak merevisi RPD halaman 3 DIPA. Selain itu serapan anggaran
rendah karena salah satunya 11,09% belanja pegawai seluruh satker di Settama dan
Kedeputian, sehingga menyebabkan nilai kinerja/SMART belum maksimal.

Pada aplikasi OMSPAN masih terdapat nilai yang belum mencapai 100% yaitu pada
data kontrak, kesalahan SPM, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, dan

capaian output.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1)

2)

3)
4)

Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA,
disesuaikan dengan realisasi anggaran.

Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana
dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.

Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.

Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh indikator pada IKPA.
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6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Tingkat Efisiensi
Penggunaan Anggaran 100 100 75 75 75
Sekretariat Utama

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama pada tahun 2020
adalah sebesar 75% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 75% (Cukup).
Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena terdapat sasaran program
yang persentase capaian inputnya lebih besar dibandingkan persentase capaian output.
Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun
2021. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 100, capaian indikator ini
adalah 75%. Target indikator ini sampai dengan akhir periode Renstra adalah 100%,

dengan harapan agar tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah 100%.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit
namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa
persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan %

capaian input _ % capaian output

IE =

% capaian input

2. Standar efisiensi (SE) adalah 1

3. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap

standar efisiensi (SE). (IE —SE)

SE

TE =

Apabila [E = SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE < SE maka kegiatan dianggap
tidak efisien dengan kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan
Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1.

Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah
berdasarkan range, yaitu 0 - 0,2: 100% (Efisien); 0,21 - 0,4: 95% (Efisien); 0,41 - 0,6:
92% (Efisien); 0,61 - 0,8: 90% (Efisien); 0,81 - 1,0: 88% (Efisien); 1,01 - 1,2: 86%
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(Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8:
78% (Tidak Efisien); > 1,81dan <0: 75% (Tidak Efisien)

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

2019 = 100 = =
2020 100 75 75 Cukup

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama pada tahun 2020
bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2019
diperoleh TE 0,08 dengan kategori efisien (100%). Dengan demikian, terjadi penurunan

tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang
sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana
sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain
untuk penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, KIE
melalui media (TV, radio, sarana transportasi), pengembangan aplikasi/system
penunjang kinerja, seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk
percepatan pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langganan zoom meeting, biaya
penggantian pulsa telepon dan paket internet untuk WFH) dll.

2) Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi
anggaran untuk tambahan KIE dengan pola lama.

3) Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.

4) Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di masa pandemi sehingga
target kinerja tetap tercapai.

5) Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk pertemuan-pertemuan virtual.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja
1) Rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan

(login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran BOC sehingga
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mempengaruhi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama

yang baik

2) Rendahnya nilai RB di masing-masing Biro menyebabkan Indeks RB Sekretariat

Utama tidak tercapai maksimal

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja secara berkala.

2) Percepatan pencairan anggaran

II. TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA ATAS HASIL EVALUASI

AKIP TAHUN 2019
No Rekomendasi Tindak Lanjut
1 Membuat mekanisme Berdasarkan surat Plt. Settama Nomor B-P1.04.2.21.09.20.567

pengumpulan data
kinerja berupa pedoman
atau SOP pengumpulan
data kinerja yang up to

date, akurat dan dapat

tanggal 21 September 2020 perihal Mekanisme Pengumpulan
Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama telah dijelaskan bahwa :

dipertanggungjawabkan.

d.

pengumpulan data kinerja lingkup Sekretariat Utama mengacu
pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020 tentang Pedoman
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan
Kegiatan di lingkungan Badan POM (selanjutnya disebut
Pedoman Monev) dan dilakukan secara berkala (bulanan dan
triwulanan) dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Penanggung Jawab Data pada masing-masing Biro yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang
Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Progran dan
Kegiatan Badan POM, bertanggung jawab menjamin validitas
dan kesahihan sumber data kinerja dan melaporkannya tepat
waktu sesuai dengan Pedoman Monev.

Apabila terjadi kesalahan data, Penanggung Jawab Data
menyampaikan perbaikan data kepada Biro Perencanaan dan
Keuangan u.p. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Kinerja melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro dan
disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data tersebut dan

Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap
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No Rekomendasi Tindak Lanjut
usulan perubahan data kinerja unit kerja dan memberikan
tanggapan terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan
dapat diberikan baik secara langsung maupun tertulis.

2 | Rencana Aksi atas kinerja |a. Telah dilakukan mapping anggaran per sub komponen yang
agar mencantumkan sub mendukung per indikator dan per sasaran strategis baik versi
kegiatan/ komponen rinci renja dan versi renstra pada awal tahun.
setiap periode yang akan |b. Mapping anggaran per sub komponen pada pagu APBNP yang
dilakukan dalam rangka mendukung per indikator dan per sasaran strategis telah
mencapai kinerja. dientri pada aplikasi e-performance BPOM serta diupdate

realiasasi anggaran setiap triwulan.

3 Menyempurnakan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja melalui:
penyajian informasi a. surat Plt. Settama Nomor B-P1.04.2.21.09.20.567 tanggal 21
perihal pengukuran September 2020 perihal Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
kinerja, utamanya dengan Lingkup Sekretariat Utama
memberi penekanan pada | b. Surat reminder Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan
mekanisme pengumpulan Anggaran triwulanan disampaikan setiap triwulan ke unit kerja
dan pengukuran data yang ada di sekretariat utama
kinerja yang sistematis c. Pertemuan rapat evaluasi internal settama yang membahas
dan mampu telusur. pengukuran capaian kinerja dan anggaran serta hambatan dan

rencana tindak lanjut dilakukan rutin setiap triwulan.

d. Capaian kinerja dan anggaran settama dan Biro-biro
dituangkan dalam laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
interim serta dientri pada aplikasi e-performance BPOM

e. saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem pengumpulan
data kinerja melalui BOC sehingga lebih sistematis dan dapat
telusur

4 | Menguatkan komitmen a. Berdasarkan keputusan Settama Nomor

untuk mengoptimalkan
pelaksanaan monitoring
dan evaluasi capaian
kinerja secara periodik
dilengkapi dengan

kesimpulan dan

HK.02.02.2.21.08.20.29 tahun 2020 telah ditetapkan
pembentukan tim evaluasi internal dalam rangka implementasi
SAKIP di Lingkungan Settama BPOM.

b. Telah dilakukan pertemuan rapat evaluasi internal settama
yang membahas pengukuran capaian kinerja dan anggaran

serta hambatan dan rencana tindak lanjut setiap triwulan.
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No Rekomendasi Tindak Lanjut
kendala/keberhasilan Capaian kinerja dan anggaran settama dan Biro-biro
pelaksanaan dituangkan dalam laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
program/kegiatan, interim serta dientri pada aplikasi e-performance BPOM
rencana aksi dan
simpulan kondisi setelah
dan sebelum rencana aksi

5 | Memanfaatkan hasil Telah dilakukan penyusunan draft keputusan Kepala BPOM

pengukuran capaian
kinerja tersebut sebagai
dasar pemberian reward

dan punishment.

tentang mekanisme pemberian reward dan punishment
Telah ditetapkan Keputusan kepala unit kerja di Sekretariat
Utama tentang kebijakan pemberian reward and punishment

kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya.

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2020 Pemerintah akan
melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan value for money.
Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan
seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3)

mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan social.

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas
sistem keuangan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3
April 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
TA 2020, pada Peraturan Presiden tersebut BPOM mendapatkan pemotongan pagu
anggaran sebesar Rp372.318.586.000.-(19,42%). sedangkan pada Satker Sekretariat
Utama terdapat pemotongan pagu anggaran sebesar Rp60.871.370.000.-(15,57%)
sehingga Pagu anggaran Satker Sekretariat Utama semula Rp391.009.078.000,- berkurang
menjadi Rp330.137.708.000,-. Pada Bulan Oktober 2020, terdapat pemotongan pagu
anggaran pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp1.589.330.000,- dalam rangka KIE
dengan tokoh masyarakat, sehingga pagu Satker Sekretariat Utama menjadi
Rp328.548.378.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp284.410.751.968,-

(86,57%). Rincian realisasi per program dan per sasaran strategis sebagai berikut:
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Tabel 7. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama
Tahun 2020

A. Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan 328.548.378.000 284.410.751.968 86,57%
Tugas Teknis Lainnya BPOM
1. Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan Tugas 10.040.367.970 9.817.310.222 97,78%
Teknis Lainnya BPOM
2. Meningkatnya kepuasan
Masyarakat dan internal BPOM
terhadap kinerja layanan publik 247.333.180.000  205.670.176.790 83,16%

dilingkup Sektama

3. Meningkatnya kualitas
perencanaan, penganggaran,
monitoring, evaluasi, laporan
kinerja, dan laporan keuangan

4. Meningkatnya pengelolaan
Sumber daya BPOM

5. Organisasi yang tepat fungsi,
tepat proses, dan tepat ukuran

6. Tersedianya peraturan
Perundang-Undangan dan 3.404.360.000 3.374.290.547 99,12%
Advokasi Hukum

7. Meningkatnya kerja sama BPOM
yang efektif

8. Meningkatnya kualitas hubungan
masyarakat dan layanan publik 7.297.044.000 7.130.466.125 97,72%
di lingkup Sektama

9. Terwujudnya tatakelola
pemerintahan dilingkup 5.752.772.350 5.693.996.261 98,98%
Sekretariat Utama yang optimal

10. Terwujudnya SDM Sekretariat
Utama yang berkinerja optimal

11. Menguatnya pengelolaan data
dan informasi pengawasan Obat
dan Makanan di Sekretariat
Utama

12. Terkelolanya Keuangan
Sekretariat Utama Secara 3.956.800.740 3.847.725.612 97,24%
Akuntabel

4.317.644.740 4.248.551.710 98,40%

38.973.739.000 37.389.788.298 95,94%

1.085.954.000 1.082.402.733 99,67%

3.818.143.000 3.795.594.511 99,41%

1.777.571.000 1.575.033.156 88,61%

790.801.200 785.416.004 99,32%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung
sasaran program “Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap
Kkinerja layanan publik dilingkup Sektama” yaitu sebesar 75,28%, hal ini dikarenakan
Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang mejalankan fungsi dukungan
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manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja,

pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal

(overhead) dan pemeliharaan).

Terdapat beberapa arahan Kepala Badan POM yang harus menjadi perhatian terkait

penyerapan anggaran selama tahun 2020, antara lain:

a.

b.

Proyeksi realisasi anggaran harus over estimate, minimal 97%.

Perlu langkah-langkah strategis/ breakthrough activities sehingga target kinerja dan
anggaran dapat tercapai.

Kendala yang telah diidentifikasi, agar segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi yang

tepat.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 agar realisasi anggaran optimal antara

lain:

a.

Mereviu kembali Plan of Action (PoA) yang telah disusun pada awal tahun anggaran
dan dipatuhi pada pelaksanaannya;

Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya;

Menyusun perencanaan tidak hanya bussiness as usual, namun perlu breakthrough
untuk percepatan realisasi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai
dengan keterbatasan sumber daya.

segera menindaklanjuti Pending issue yang ada

. Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana sampai

dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain untuk
penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, KIE melalui media
(TV, radio, sarana transportasi), pengembangan aplikasi/system penunjang kinerja,
seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk percepatan pengadaan tahun
2021), layanan TIK (langganan zoom meeting, biaya penggantian pulsa telepon dan
paket internet untuk WFH) dll.

Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi
anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;

Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi
anggaran untuk tambahan KIE dengan pola lama.

Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
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i. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di masa pandemi sehingga
target kinerja tetap tercapai.
j. Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk pertemuan-pertemuan virtual.

k. Proyeksi realisasi anggaran sampai akhir tahun beserta rencana aksi.

Langkah-langkah strategis untuk perbaikan pelaksanaan anggaran tahun 2021 antara

lain:

a. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2021 pada awal tahun anggaran dan segera
melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.

b. Meningkatkan kualitas belanja (value for money) berupa pembatasan belanja
operasional yang urgensinya rendah.

c. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan
barang/jasa (PB]J).

d. Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan cara:

i. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia.
Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada
saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran.

ii. Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output yang direncanakan
dengan realisasi belanjanya.

e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:

i. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.

ii. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan
Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen
pembayaran telah benar.

f. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi:

i. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional dengan mengoptimalkan
pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP.
Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan
mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan

ii. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai
dengan waktu yang ditentukan.

Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen

pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.
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IV. ANALISIS EFISENSI DAN EFEKTIFITAS

A.

EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.
Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang
lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan
input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase
capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu
kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar
efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output

terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

IE = % Capaian Output

% Capaian Input

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar
dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi

sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap

SE, mengikuti formula logika berikut :

SE = % Rencana Capaian Output

% Rencana Capaian Input
= 100%
100%
=1

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat
efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang

terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:
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Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020

1  Meningkatnya Kualitas Dukungan
Manajemen BPOM di Lingkup 99,09 98,33 1,01 0,008 100 % Efisien
Sekretariat Utama

2  Meningkatnya kepuasan
masyarakat dan internal BPOM
terhadap kinerja layanan publik
dilingkup Sekretariat Utama

3  Meningkatnya kualitas
perencanaan, penganggaran,
monitoring, evaluasi, laporan
kinerja, dan laporan keuangan

108,00 93,61 1,15 0,15 100 % Efisien

100,00 98,40 1,02 0,02 100 % Efisien

Meningkatnya pengelolaan Sumber 117 24 94,57 1,19 0,19 100 % Efisien
daya BPOM

Organisasi yang tepat fungsi, tepat 100,00 99,55 1,00 0,00 100 % Efisien
proses, dan tepat ukuran

Tersedianya peraturan Perundang- 108,80 99,11 1,10 0,10 100 % Efisien

Undangan dan Advokasi Hukum
7 | Meningkatnya kerja sama BPOM
yang efektif
8  Meningkatnya kualitas hubungan
masyarakat dan layanan publik di 104,39 97,27 1,07 0,07 100 % Efisien
lingkup Sekretariat Utama
9  Terwujudnya tatakelola

111,79 99,41 1,12 0,12 100 % Efisien

pemerintahan dilingkup 93,19 9897 094  -0,06 75 % ;‘1‘311;
Sekretariat Utama yang optimal

10 Terwujudnya SDM Sekretariat 99,19 8861 1,12 012 = 100% Efisien
Utama yang berkinerja optimal

11 Menguatnya pengelolaan data dan Tidak
informasi pengawasan Obat dan 13,25 99,32 0,13 -0,87 75 % Efisien
Makanan di Sekretariat Utama

12 Terkelolanya Keuangan Sekretariat 98,35 97,59 1,01 0,01 100 % Efisien
Utama Secara Akuntabel
Jumlah 95,69 97,06 099 -001  75% Tidak

Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi, pada tahun 2020 dari 12 sasaran program di
Sekretariat Utama, terdapat 2 sasaran program yang diukur efisiensinya dengan

kategori tidak efisien karena sasaran 9 (capaian indikator Indeks RB Sekretariat
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sebesar 86,76%), sasaran 11 (Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan

informasi di Sekretariat Utama yang baik sebesar 13,25%).

Capaian output (realisasi kinerja) 95,69% dibandingkan dengan capaian input
(realisasi anggaran) 97,06% menunjukkan tidak efisiennya penggunaan

anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,99 dan Tingkat Efisiensi (TE)
sebesar -0,01.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang
dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien
setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan
efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya
berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga

mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai
hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator
outcomes. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut
selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu
cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei

pengukuran capaian indikator outcome.
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BAB IV PENUTUP

BADAN POM

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020 menyajikan keberhasilan maupun kendala

dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama tahun 2020 dan perkembangan tahun

sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis

besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.
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Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 2 (dua) sasaran program masuk kategori

sangat baik, 9 (sembilan) sasaran program masuk kategori baik, dan 1 (satu) sasaran

program masuk kategori sangat kurang yaitu Menguatnya pengelolaan data dan informasi
pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama.

Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori sangat

kurang, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup, 18 (delapan belas) indikator dengan

kategori baik, 5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik, 1 (satu) indikator dengan
kategori tidak dapat disimpulkan. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa
target tahun 2020 sudah dapat tercapai.

1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang yaitu Indeks pengelolaan data dan

informasi di Sekretariat Utama yang baik karena masih rendahnya pemanfaatan email

pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC
serta verifikasi/pemutakhiran BOC.

2 (dua) indikator dengan kategori cukup, yaitu :

a. Indeks RB Sekretariat Utama karena belum menetapkan Pola Mutasi Internal dan
Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pemberi layanan dan
pemberian kompensasi bagi penerima layanan belum optimal.

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama karena rendahnya
capaian Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik dan
rendahnya Indeks RB Sekretariat Utama.

Dari 18 (delapan belas) indikator dengan kategori baik, terdapat 6 (enam) indikator

yang belum mencapai target tahun 2020 yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa

hal sebagai berikut:
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a. Capaian Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama dan Nilai AKIP BPOM dilingkup
Sekretariat Utama Capaian 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, karena
hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB.

b. Nilai Pengelolaan BMN karena Terdapat tanah yang belum bisa dilakukan sertifikasi,
dan barang-barang yang telah lama belum dilakukan pemusnahan.

c. Nilai AKIP Sekretariat Utama karena Rencana aksi belum mencantumkan sub
kegiatan/komponen rinci setiap periode, Hasil pengukuran capaian kinerja belum
dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment, Laporan kinerja
belum membandingkan dengan organisasi sejenis yang setara atau sekelas.

d. Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama karena masih terdapatnya
pendidikan formal terakhir yaitu SLTA dan beberapa pegawai belum memenuhi
minimal pengembangan kompetensi.

e. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama karena kepatuhan pelaporan capaian
kinerja dan dan serapan anggaran masih rendah, tidak merevisi RPD halaman 3
DIPA, sehingga menyebabkan nilai EKA menjadi rendah, serta masih terdapat nilai
beberapa indikator yang belum mencapai 100%.

6. Indikator dengan capaian lebih dari 110%, perlu dilakukan review kembali dalam
penetapan target ke depan.
7. Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 2 (dua) sasaran yang tidak efisien yaitu:

a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal
karena capaian indikator Indeks RB Sekretariat sebesar 86,76%

b. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di
Sekretariat Utama yaitu Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di

Sekretariat Utama yang baik sebesar 13,25%

II. SARAN
Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran program Sekretariat Utama telah tercapai.
Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak tercapai
100% akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Diharapkan semua
indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau
representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan
program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi RB dan AKIP BPOM dan Sekretariat Utama.
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Menetapkan Pola Mutasi Internal dan Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward
bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan.
Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai

Melakukan intervensi pengelolaan BMN dan meningkatkan pengelolaan Barang Milik
Negara secara digital

Agar dapat melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara
intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC sebanyak 20 kali dalam
sebulan; dan verifikasi/pemutakhiran BOC minimal 1 kali dalam sebulan.

Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan
dengan realisasi anggaran dan entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan
secara tepat waktu.

Melakukan pendampingan terhadap satker yang capaian indikator pada IKPA masih
rendah.

Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi

dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

Target Kinerja

Sasaran Program Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Nilai RB BPOM dilingkup
Kualitas Sekretariat Utama 41 43,25 46,39 47,21 47,86
Dukungan Nilai AKIP BPOM
Manajemen BPOM | dilingkup Sekretariat 73,25 | 76,73 | 81,08 | 81,93 82,8
di Lingkup Utama
Sekretariat Utama | Qpini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP
keuangan BPOM
Nilai Kinerja Anggaran
BPOM 93 94 95 96 97
Meningkatnya Indeks kepuasan
kepuasan masyarakat terhadap
Masyarakat dan layanan pengaduan dan 795 83 86 89 92
internal BPOM informasi
terhadap kinerja Indeks Kepuasan Media 73 73,5 74 74,5 75
layanan publik — .
dilingkup gnpdoell\zs Opini Publik 66 67 68 69 70
Sekretariat Utama Indeks kepuasan
internal BPOM terhadap 3,70 3,73 3,75 378 3,81
layanan dukungan
manajemen
Meningkatnya Persentase dokumen
kualitas perencanaan,
perencanaan, penganggaran,
penganggaran, monitoring, evaluasi,
monitoring, laporan kinerja dan 100 100 100 100 100
evaluasi, laporan | laporan keuangan yang
kinerja, dan diselesaikan tepat waktu
laporan keuangan | dan memenuhi standar
Meningkatnya Nilai Pengelolaan BMN 80 82 84 86 88
pengelolaan Persentase pengelolaan
Sumber daya sarana prasarana BPOM 78 80 82 84 86
BPOM yang optimal
Persentase pengelolaan
ASN BPOM yang optimal 81 83 84 85 87
Organisasi yang Persentase unit
tepat fungsi. tepat | organisasi yang 100 100 100 100 100
proses. dan tepat | dilakukan penataan
ukuran Persentase unit
organisasi yang
menerapkan proses 79 100 100 100 100

bisnis sesuai ISO
9001:2015
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Sasaran Program

Indikator

Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024
Tersedianya Persentase peraturan
peraturan perundang-undangan 100 100 100 100 100
Perundang- yang diselesaikan
Undangan dan Persentase Advokasi
Advokasi hukum | Hukum yang efektif 82 83 B4 85 86
Meningkatnya Persentase kerjasama
kerja sama BPOM | yang efektif 82 84 86 88 90
yang efektof
Meningkatnya Persentase kualitas
kualitas pemberitaan BPOM di 99,59 99,6 99,61 99,62 99,63
hubungan media
masyarakat dan Persentase layanan
i?lyanan publik di .pengadua.m dan . 99 99,2 99,4 99,6 99,8
ingkup informasi yang selesai
Sekretariat Utama | ditindaklanjuti
Tingkat efektifitas KIE
obat dan makanan
dilingkup Sekretariat 88,98 90,76 92,58 94,43 96,32
Utama
Indeks Pelayanan Publik
dilingkup Sektama 391 4,06 4,21 4,36 4,51
Terwujudnya Indeks RB Sekretariat
tatakelola Utama 85 89 93 94 95
pemerintahan
dilingku Nilai AKIP Sekretariat
Sekrgtarli)at Utama | Utama 81 85 90 91 92
yang optimal
Terwujudnya
f}]?;\fnie}l,(;s;arlat Indeks Profesionalitas 78 79 30 81 82
L ASN Sekretariat Utama
berkinerja
optimal
Menguatnya
pengelolaan data | Indeks pengelolaan data
dan informasi dan informasi di
pengawasan Obat | Sekretariat Utama yang 1,51 2 2,26 25 3
dan Makanan di baik
Sekretariat Utama
Terkelolanya o i Kinerja Anggaran 93 94 95 96 97
Keuangan - — -
Sekretariat Utama | 1 1ngkat Efisiensi Efisien | Efisien | Efisien | Efisien | Efisien
Secara Akuntabel | Pengsunaan Anggaran | 1,500 | (10004) | (100%) | (100%) | (100%)

Sekretariat Utama
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Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A Percatokan Negora No, 23 Jakarsa Pusal 10560 Indonsslo
Tolp (021) 42444690, 4209221, 4263300, AZ44705, 4241701, 4244019, Fax : 4245139
BADAN POM Emoll : halobpom@pom go id ; Weknile | www pom go

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENOAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK. ©2. 02 22011 4, %379

TENTANG

RENCANA KINERJA SEKRETARIAY UTAMA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

M f\*". -,':.-"»:-"i‘-- A i e "t‘ oA
| Nilai RB BPOM 80
BPOM yang efektif Nilai AKIP BPOM 850
2 | Terwujudnya SDM yang Indeks Profesionalitas ASN 68
berkinerja optimal BPOM
Persentase SDM BPOM yang 81
memenuhi standar
kompetensi
3 | Terbangunnya Sistem Indeks SPBE BPOM 3
Operasional dan TIK BPOM
Terintegrasi dan Adaptif
4 | Terkelolanya Keuangan Opini BPK atas Laporan wTP
BPOM secara Akuntabel Keuangan BPOM
| Nilai kinerja anggaran BPOM 91,6

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PLT. SEKRETARIS UTAMA

Bl

RERI INDRIANI
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Lampiran 3.

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA (RENSTRA)
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

). Percotokon Negaro No. 23 Jakario Pesat 10560 Indonesc
Telp. (021) 4244697, 4209220 426333, 4244735 424178, 2244819 Fax: 4245139

habpamepa | Waebute id
BADAN POM oot -gn M o

4

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR
HK.02.03.221,11.19.379] TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | M gkatnya Kual Nilai RB BPOM dilingkup 41
Dukungan Manajemen Sekretariat Utama
BPOM dilingkup Sekretariat | Nilai AKIP BPOM dilingkup 73,25
Utama Sekretariat Utama
Opini BPK atas Laporan wTP
Kcumgn BPOM
Nilal Kinerja Anggaran BPOM 93
2 | Meningkatnya kep Indeks kepuasan n } 79,5
masyarakat dan internal terhadap layanan pengaduan
BPOM terhadap kinerja dan informasi
layanan publik dilingkup Indeks Kepuasan Media 73
Sekretariat Utama Indeks Opini Publik BPOM 66
Indeks kepuasan internal BPOM 3,70
terhadap layanan dukungan
manajemen
3 | Meningkatnya kual Per dok 100
monitoring, evaluasi, monitoring, evaluasi, laporan
laporan kinerja, dan laporan | kinerja dan laporan keuangan
keuangan yang diselesaikan tepat wak
dan memenuhi d |
4 | Meningkatnya pengelolaan Nilal Pengelol BMN 80
sumber daya BPOM Per pengelol. 78 |
prasarana BPOM yang optimal
Per pengelolaan ASN 81
BPOM yang optimal
5 | Organisasi yang tepat Persentase unit organisasi yang 100
fungsi, tepat proses, dan dilakukan penatann
tepat ukuran Per unit organi yang 79
sesuai SO 9001:2015
6 | Tersedianyn peraturan Persentase peraturan 100
Perundang-Undangan dan perundang-undangan yang
Advokast Hukum diselesailan
Persentase Advokast Hukum 82
| yang efektif

143



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

144

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Ji Percarakan Negara No. 23 Jakarta Pusar | 0540 locaneso
Talp. (021) 4244691, 4209221 428233, 4244755, 4241701 424481%, Fox  424513F

Emal Salobpomtipom go id - Wabste www pam ga i

BADAN POM
5
NO| SASARAN STRATEGIS |  INDIKATOR KINERJA | TARGET
7 | Meningkatnya kerya sama Persentase kerja sama yang 82
BPOM yang efektif efektif
8 | Meningksatnya kualitas Persantase kualitas pemberitaan | 99,59
hubungan masyarakat dan | BPOM di media
layanan publik di ingkup Persentase layanan pengaduan a9
Sekretariat Utama dan informasi yang selesa:
ditindaklanjuti
Tingkat efektifitas KIE obat dan 73
makanan dilingkup Sekretariat
Utama
Indeks Pelayanan Pubhk 391
dilingkup Sekretanat Utama
9 | Terwujudnya tatakelola Indeks RB Sekretariat Utama 85
pemerintahan dilingkup Nilai AKIP Sekretariat Utama 51
Sekretariat Utama yang
optimal
10 | Terwujudnya SDM Indeks Profestonalitas ASN 78
Sekretariat Utama yang Sekretariat Utama
berkinerjn optimal
11 | Menguatnya pengelolaan Indeks pengelolaan data dan .51
data dan informasi mformasi di Sekretariat Utama
pengawasan Obat dan yang batk
Makanan di Sekretariat
gluu-
12 | Terkelolanya Keuangan Nilai Kinerja Anggaran 93
Sekretariat Utama Secarn Sekrotariat Utama
’ Akuntabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Efisien
Anggaran Sekretariat Utama (100%) |

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PLT, SEXRET. UTAMA

"ILIN HERLINA -
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Lampiran 4

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetokan Negara No. 23 Jokarta Pusat 10560 Indonesia
Talp, (021) 4244691, 4209221, 4243333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax ; 4245139
BADAN POM Email | halobpom@pom,go.id ;| Webslte : www pom go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dra. Reri Indriani Apt, M.Si
Jabatan Pit. Sekretans Utama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama . Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan . Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capalan kinefja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama
Dr. Penrfy K. Lukito, MCP Dra. Reri Indriani Apt, M.Si

145



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

146

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A Perontohon Negars No. 1 Juharte Puset 10540 ndonnsia
Tolp. (021) AZ4449 1, 4209221, 4263300, 4244755, 4241700, 4244010, Pun 4243100
BADAN POM toal haloboom@yom go . Webihe wew pom g o

BPOM 80
2 | Terwujudnya SDM yang 68
berkinera optimal BPOM
“Partantase SOM BPOM yang (1
memenuni standar kompetensi
erbangunnya Sistem Indeks SPBE BPOM 3
Operasional dan TIK BPOM
Terintograsi dan Adaptif
4 | Terkaiolanya Keuangan Opini BPK atas Laporan WP |
BPOM secara Akuntabel | Keuangan BPOM ol
Nilar kinerja anggaran BPOM 10 |

Alokasi Anggaran Tahun 2020 Rp391 008 078,000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh
Satu Millar Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Ruplah)

Program Anggaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 391009078 000.00
Tugas Teknis Lainnys BPOM

Jakarta, 14 November 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pit. Sekretaris Utama

e

Dra, Reri Indriani Apt, M.Si
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Lampiran 5

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA (RENSTRA)
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Parcatokon Negara No. 23 Jokare Pusat 10560 Indenasia
Tolp, [021) 4244690, 4209223, 4263333, 4244755, A241781, 4244819, Fax - 4245139
Emai - halobpom@pom ge id | Wabsite | www pem go id

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :  Dra. Elin Herlina Apt, MP
Jabatan ¢ PIt Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut pithak pertama.

Nama : Dr, Penny K. Lukito, MCP
Jabatan :  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pthak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinena dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2020

Pihak Kedua Pi rtama
/

Dr. Penny K. Lukito, MCP Dra. Elin Herlina Apt, MP
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Peecetokon Negora No. 23 Jokona Pusat 10560 indonesia

Telp. [021) 4244691, 420922, 4263333, 4244758, 4241781, 4244819, Fax . 4245139

Emod  halobpomBipom go id | Wabsite : www pom go.id

BADAN POM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Meningkatnya Kualitas Nilai RE BPOM dilingkup 41
Dukungan Manajemen Sekretariat Utama
BPOM dilingkup Sekretariat | Nila: AKIP BPOM dilingkup 73,25
Utama Sekretariat Utama
Opint BPK atas Laporan WTP
Keuangan BPOM
Nilai Kinerja Anggaran BPOM 93
2 | Meningkatnya kepuasan Indeks kepuasan masvarakat 79.5
Masyarakat dan internal terhadap layanan pengaduan
BPOM terhadap kinerja dan informasi
layanan publik dilingkup Indeks Kepuasan Media 73
Sekretariat Utama Indeks Opini Publik BPOM 66
Indeks kepuasan internal 3,70
BPOM terhadap layanan
dukungan manajemen
3 | Meningkatnya kualitas Persentase dokumen 100
PErencanaan, penganggaran, | pErencanaan, penganggaran,
monitoring, evaluasi, monitoring, evaluasi, laporan
laporan kinerja, dan laporan | kinerja dan laporan keuangan
keuangan yvang diselesaikan tepat waktu
dan memenuhi standar
4 | Meningkatnya pengelolaan Nilai Pengelolaan BMN 80
sumber dava BPOM Per pengelol 78
sarana prasarana BPOM yang
optimal
Persentase pengelolaan ASN 81
BPOM yang optimal
5 | Organisasi yang tepat fungsi, | Persentase unit organisasi 100
tepat proses, dan tepat vang dilakukan penataan
ukuran Persentase unit organisasi 79
yang menerapkan proses
bisnis sesuai 1SO 9001:2015
6 | Tersedianya peraturan Persentase peraturan 100
Perundang-Undangan dan perundang-undangan yang
Advokasi Hukum diselesaikan
Persentase Advokasi Hukum 82
yang efektif
7 | Meningkatnya kerja sama Persentase kerja sama yang
BPOM yang efektif efektif
8 | Meningkatnya kualitas Persentase kualitas
hubungan masyarakat dan | pemberitaan BPOM di media

S
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

). Parcatokon Negara Na. 23 Jukarta Pusal 10560 Indonesc
Talp. [021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241731, 4244819, Fox - 4245139

mol - halal o id,; Wabsie pom go.id
BADAN POM ¢ e o S e

KO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
layanan publik di lingkup Persentase layanan 99
Sekretariat Utama pengaduan dan informasi

yang selesai ditindaklanjuti

Tingkat efektifitas KIE obat 88,98

dan makanan dilingkup

Sekretariat Utama

Indeks Pelayanan Publik 3,91
| dilingkup Sekretariat Utama

9 | Terwujudnya tatakelola Indeks RB Sekretariat Utama 85

| pemerintahan dilingkup Nilai AKIP Sekretariat Utama 81
Sekretariar Utama yang
optimal

10 | Terwujudnya SDM Indeks Profesionalitas ASN 78
Sekretariat Utama yang Sekretariat Utama
berkinerja optimal

11 | Menguatnya pengelolaan Indeks pengelolaan data dan 1,51
data dan informasi informasi di Sekretariat
pengawasan Obat dan Utama yang baik
Makanan di Sekretariat
Utama

12 | Terkelolanya Keuangan Nilai Kinerja Anggaran 93
Sekretariat Utama Secara Sekretariat Utama
Akuntabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Efisien
Anggaran Sekretariat Utama (100%)

Alokasi Anggaran Tahun 2020 Rp330.137.708.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh
Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Program
Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 330.137,708.000,00

Jakarta, 2 Juni 2020

Pit. Sckretgris Utama

7

Dra. Elin Herlina Apt, MP

Badan Pengawas Obat dan Makanan
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakon Negare No. 23 Jekona Puset 10540 Indomesia
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4243333, 4244755, 4241787, 4244819, Fax : 4245139

BADAN POM Email - holeb pom.goid ;| Website : www.pom go i
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA
|NO| SASARAN | INDIKATOR TARGET ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA BO3 B06 BO9 B12 (Rupiah)
1 | Meningkatnya | Nilai RB - - - 41 3.929.777.750
Kualitas BPOM
Dukungan dilingkup
| Manajemen Sekretariat
| BPOM Utama
dilingkup Nilai AKIP - - - 73,25 2.201.163.310
Sekretariat BPOM
Utama dilingkup
Sekretariat
Utama
Opini BPK - WTP | WTP | WTP 819.031.300
atas Laporan
Keuangan
| BPOM
Nilai Kinerja a5 50 55 93 1.217.313.750
Anggaran
BPOM
2 | Meningkatnya | Indeks - . - 79,5 64.486.000
kepuasan kepuasan
Masyarakat masyarakat
dan internal terhadap
BPOM layanan
terhadap pengaduan
layanan Indeks - - - 73 690.145.000
publik Kepuasan
dilingkup Media
Sekretariat Indeks Opini - - - 66 1.335,030.000
Utama Publik BPOM
Indeks - 3,70 | 3,70 3,70 |270.252.811.900
kepuasan
internal BPOM
terhadap
layanan
dukungan
manajemen
3 Meningkatnya | Persentase 27 59 7 100 5.873.365.700
kualitas dokumen
per | per
penganggaran, | penganggaran,
maonitoring, monitoring,
evaluasi, evaluasi,
laporan laporan
kinerja, dan kinerja dan
laporan laporan
keuangan keuangun
A
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percatokan Nogors No, 23 Jokarte Pusat 10560 indonesia
Tolp. (021) 4244691, 42092210, 4263333, 4244755, 4241731, 4244819, Fox : 4245139
Emo?  halob Wpom goid | b www pom.ge id

BADAN POM

NO  SASARAN INDIKATOR TARGET ANGGAAN |
STRATEGIS KINERJA BO3 BOG BO9 B12 (Rupiah)
tepat wakiu
dan
memenuhi
standar
Rl Meningkatnya | Nilai - - - 80 2.711.055.000
f v- 1 M#' 1
Sumber daya | BMN
BPOM Persentase - 40 40 78 6.315.626.000
pengelolaan
| sarana
prasarana
BPOM yang
optimal
Persentase a4 63 63 81 6.588.332.000
pengelolaan
ASN BPOM
yang optimal
5 | Organisas: Persentase - - - 100 625.330.000
vang tepat unit
fungsi, tepat | organisasi
proses, dan yang
tepat ukuran | dilakukan
penataan
Persentase - - - 79 909.080.000
unit
organisasi
yang
menerapkan
x proses bisnis
sesuai 150
113 9001:2015
6 | Tersedianya Persentase 25 50 75 100 2.396.485,000
peraturan peraturan
Perundang- perundang-
Undangan undangan
dan Advokasi | yang
Hukum diselesaikan
Persentase 82 82 82 | 82 1.279.605,000
Advokast
Hukum vang
efektil
7 | Meningkatnya | Persentase 20 40 60 82 4.162.455.000
kerja sama kerja sama
BPOM yang yang efektif
efektif
8 | Meningkatnya | Persentase 99,50 | 99,59 | 99,50 | 99,59 | 2.889.650.000
kualitas kualitas
hubungan pemberitaan
masyarakat BPOM di
dan layanan media
publik di
s M

151



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Ji Paccetokon Negora No. 23 Jokorta Pusal 10560 ndonesa

Telp. [021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241767, 4244819, Fox . £245139
Emall halobpomiipom ga id ; Website - wew pom go.id

BADAN POM
NO| SASARAN | INDIKATOR TARGET ANGGARAN |
STRATEGIS KINERJA BO3 BO6 BO9 B12 {Rupiah)
lingkup Persentase 99 9G 9 99 557.662.000
Sekretariat layanan
Utama pengaduan
dan informasi
vang selesai
ditindaklanjuti
Tingkat - 88,98 | 88,98 | 88,98 2.462.225.000
efektifitas KIE
obat dan
makanan
dilingkup
Sekretariat
Utama
Indeks - - - 3,91 103.450.000
Pelayanan
Publik
dilingkup
Sekretariat
Utama
9 | Terwujudnya | Indeks RB - - - 85 2.571.651.200
tatakelols Sekretariat
pemerintahan ' Utama
dilingkup Nilai AKIP - = - 81 1.144.266.940
Sekretariat Sekretariat
Utama yang Utama
optimal
10 | Terwujudnya | Indeks - - - 78 5.838.013,000
SDM Profesionalitas
g Sekretariat ASN
Utama yang Sekretariat
berkinerja Utama
optimal
11 | Menguatnya Indeks - 1,51 1,51 1,51 1.671.901.400
pengelolaan pengelolaan
data dan data dan
informasi informasi di
pengawasan Sekretariat
Obat dan Utama yang
Makanan di baik
Sekretariat
Utama
12 | Terkelolanya | Nilai Kinerja 45 50 55 93 459.016.650
Keuangan Anggaran
Sekretariat Sekretariat
Utama Secara | Utama
Akuntabel
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetokan Negara No. 23 Jokaria Pusat 10540 Indonesia
Telp. [021) 4244691, 4209221, 4260303, 4244755, 4241781, 4244819, Fox - 4245129

BADAN POM Lmal | halobpomBpom go id ; Wabaite | www pom go.id

NO| SASARAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

STRATEGIS | KINERJA | B03 | BO6 | BOS | Bi2 {Rupiah)

Tingkat Efisien | Efisien | Efisien | Efisien 1.068.779.100
Efisicnsi (100%) | (100%) | (100%) | (100%)

Penggunaan i

Anggaran

Sekretariat
Utama ‘

Jakarta, 2 Jumi 2020
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pit. Utama

Dra. Apt, MP
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Lampiran 6

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET REALISASI
[ARGHD B3 B6 B Biz Pl
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TAHUN
2020 B3 B6 B3 B12 e P, n I o P, n Beal: o] P, n I e n I Target
F F F F F 20200(2)
Stakeholder Perspective
Milai RE BPOM dilingkup
1 Siekretariat Utama “ - ) - “ - - ) - - - - - - - - 40.35 96.41
Meningkatnya Kualitas 2 Milzi AKIP BROM dilingkup 73.25 - - - 73.25 - - - - - - - - - - - 63.88 35.40
1 DOukungan Manajemen BPOM Sekretariat Utama ) ) ) )
dilingkup Sekretariat hams | 5 Efﬂf;iﬁ Zias lporan WP - | Wi | wTe | WP - - - - - WP - - WP - - WP 100.00
4 [Milai Kineria Anggaran BPOM 33 45 a0 55 33 - - 3677 - - 59.82 - - 9517 - - 95,37 02,54
Indeks kepuasan masyparakat
) 5 [terhadap layanan pengaduan 745 - - - 745 - - - - - 85.30 - - 85.30 - - §5.30 10°7.30
Meningkatnya kepuasan dan informasi
masyarakat daninternal
z BPOM terhadap kineria B [Indeks Kepuazan Media 73 - - - 73 - - - - - - - - - - - 74.02 101.40
layanan publik diingkup T |Indeks Cipini Publik EPOM 66 - - - J513] - - - - - - - - - - - 73.60 120.61
Siekretariat Utama Indeks kepuazan internal BPOM
8 [terthadap lawanan dukungan 37 - 3T 37 37 - - - - - 3.798 - - 3.798 - - 3.8 102,70
manajemen
I | Process Persp
Meningkatnya kualitas Persentase dokumen
perencanasn, perencanaan, Teng.alnggaran,
3 |penganggaran, manitaring, | g [TOorng. euslias laporan 100 27 53 77 100 5 22 2727 3 22 53.03 i 22 727 22 22 100,00 100,00
ewvaluasi, laporan kinerja, dan kineria dan laporan keuangan
I l;euan an i vang diselesaikan tepat wakiu
P 2 dan memenuhi standar
10 | Milai Pengelolaan EMMN 50 - - - 50 - - - - - - - - - 73.00 35.75
. Perzentase pengelolaan zarana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 g"lem‘l;\gkdatnyaapggﬁqelolaan il prasarana BPOM yang optimal T8 40 40 T8 20 20 923 113.10
umber daya
12 ;E’é;”;‘:f‘egp;:‘f:;f'“” AsN &1 44 | 63 63 &1 - - 4339 - - 7277 - - 7277 - - 96.34 118.93
13 |Fersentaseunit arganizzsiyang 100 - - - | 1o - - - - - - - - 100 104 104 100 100.00
5 Organizasi yang tepat fungsi, P
tepat proses, dan tepat ukuran Persentaze unit arganisasi yang
14 |menerapkan proses bisnis Ta - - - Ta - - - - - - - - - 83 s Ta J00.00
zesuailS0 30012015
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TARGET

REALISASI

CAPAIAN
[IEHEET B3 B6 B3 B1Z dibandingk
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TAHUN T
T B3 B6 B9 B2 [ i el L " Real Pembil n Real el P n Beali g 032'3[‘;]
Persentase peraturan
Tersedianya peraturan 5 p.erunda.ng—undangan yang 10 25 50 s 10 B4 o7 53.81 04 m 54.45 135 243 B3 265 268 100.00 100.00
B Perundang-Undangan dan diselesaikan
Aduckasi Hukum 18 E:r"s;:f:fj Aduckasi Hukum 82 g2 | a2 82 82 £ 40 85.00 77 84 9167 171 183 93.44 243 252 96.43 117,60
Meningkatnya kerja sama Perzentasze kerja szamayang _ _ _ _ _ _ _ _
7 BPOM yang sfektf L e gz 20 40 B0 gz 20.24 4100 86.47 J1ET mra
18 ;;’5;”:?:@‘;‘::"‘“ pembertsan|  9agg  3959| gasa | sass | sass 3564 3578 93.61 0575 0602 93,75 20507 20548 93.80 3401 34067 93.84 100.25
Persentase layanan pengaduan
Meningkatrya kuslitas 13 |daninfarmasi yang selesai 33 33 33 33 33 4333 5043 33.83 3365 3414 33.45 | 14852 33.45 13.587 13631 33.47 00,45
5 hubungan masyarakat dan ditindaklanjuti
layanan publik di lingkup - —
Sekretariat Utama Tingkat efektifitas KIE abat dan
20 | makanan dilingkup Sekretariat §58.98 - 8833 | 9833 | 8593 - - - - - 33.43 - - g3.84 - - J1.00 nz.z7v
Utama
21 |ndeks Pelayanan Public 331 - - - 331 - - - - - - - - 4.45 - - 4.45 114.55
dilingkup Sektama
g and Gi h Persp
Teruuiudnya tatakelols 22 |Indeks B Sekretariat Utama 85 - - - 85 - - - - - - - - - - - 73.75 86.76
3 pemerintahan dilingkup
Sekretariat tama yang 23 |Nilai AKIP Sekretariat Utama a1 - - - a1 - - - - - - - - - - - 80,69 99,62
Terwujudnya SOM Sekretariat Indeks Profesionalitas ASM di I I
o L N 24 N - - - - - - - - - - - - - - T 3313
Utama yang berkinerja optimal Siekretariat Utama
:'Iengduathyfa pengelolaan Indeks pengelalaan data dan
1 ata danintarmasi 25 |informasi di Sekretariat Utama 151 - 151 151 151 - - - - - i - - i - - 0.20 13.25
pengaw asan Obat dan ang baik
Makanan di Utama vand
Milai Kinerja Anggaran _ _ _ _ _ _ _ _
Terkelolanya Keuangan 26 Cekretariat Utame - a5 < s - 46.07 48.25 53.03 .47 33.35
12 Siekretariat Utama Secara
Akuntabel 7 Tingkat Efisiensi Penggunaan _ _ 75.00 _ _ 75.00 _ _ 100 _ _ 75.00 75.00
Anggaran Sekretariat Utama 00 00 00 00 00 ) ) ) )

Keterangan: Capaian Indikator nomor 1 dan 2 merupakan capaian tahun 2019, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.
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Lampiran 7
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020
%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
1 genll.?gkatny a Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
ualitas
Dukungan 1.1 | Koordinasi Input:
Manajemen BPOM Perumusan Renstra | Dana Rp 5.805.451.970 5.709.060.573 98,34
di Lingkup gaﬁ Rencana Output:
Sekretariat Utama ahunan, Nilai RB BPOM Penguatan .
Penyusunan . 4,9 4,86 99,18
akuntabilitas
Dokumen Anggaran, A AKIP K
Keuangan serta N.1 ai/ KIP omkponen lf‘erepcanaan
Pengelolaan Kinerja Klrl1er]a, Pengu uran Kinerja, ) - 73,25 69,88 95,39
dan Pelaporan P(.e ap-oran Kinerja dan Pencapaian
Kinerja BPOM
Opini BPK atas laporan keuangan i
BPOM WTP WTP 100,00
Nilai Kinerja Anggaran BPOM - 93 95,37 102,54
1.2 | Koordinasi Input:
Penyusunan Dana Rp 1.033.625.000 1.014.702.840 98,17
geratu;an Output:
erundang- o
undangan, Advokasi Nilai RB BPOM Penataan Peraturan i 34 3 9% 94.12
Perundang-Undangan
Hukum, serta —
Organisasi dan tata Nilai RB BPOM Penataan dan i 44 432+ 98.18
laksana Penguatan Organisasi
Nilai RB BPOM Penataan Tata - 4.2 4.12* 98.10

Laksana
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
1.3 | Pengelolaan Sumber | Input:
Daya Manusia, Dana Rp 3.201.291.000 3.093.546.808 96,63
Sarana dan Output:
Prasarana . i
Penunjang Aparatur Nilai RB BPOM Penataan Sistem ) 13.22 13 1* 99.09
BPOM Manajemen SDM ’ ’
2 kMeenJ:Sg:r?mya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
M;syarakat dan 2.1 | Peningkatan Input:
internal BPOM Penyelenggaraan Dana Rp 200.982.800 199.739.814 99,38
terhadap kinerja Hubungan dan Kerja | gypyt:
layanan publik Sama Badan POM Indeks kepuasan internal BPOM
dilingkup Sektama terhadap Layanan Dukungan Indeks 3.82 3,83 100,26
Manajemen Biro Kerja Sama
2.2 | Koordinasi Input:
Perumusan Renstra | pDana Rp 167.762.200 165.640.753 98,74
dan Rencana Output:
Tahunan,
Penyusunan ]
Dokumen Anggaran, Indeks kepuasan internal BPOM
Keuangan serta terha(-iap Laya}nan Dukungan Indeks 3,79 3,79 100
Pengelolaan Kinerja Manajemen Biro Perencanaan dan
dan Pelaporan Keuangan
2.3 Pengelolaan Input:
Hubungan Dana Rp 7.653.753.000 7.194.472.433 94
Masyarakat dan Output:
Koordinasi . Indeks kepuasan masyarakat
D}lkupgan Strategis terhadap layanan pengaduan dan Indeks 79.5 85.30 107.29
Pimpinan informasi
Indeks Kepuasan Media Indeks 73 82,5 113
Indeks Opini Publik BPOM Indeks 66 79,6 120,60
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
Indeks kepuasan internal BPOM
terhadap Layanan Dukungan
Manajemen Biro Hubungan Indeks 3.63 3.63 100
Masyarakat dan Dukungan Strategis
Pimpinan
2.4 | Pengelolaan Sumber | Input:
Daya Manusia. Dana Rp 239.310.682.000 198.110.323.789 82,78
Sarana dan Output:
Prasargna Indeks kepuasan internal BPOM
Penunjang Aparatur terhadap Layanan Dukungan Indeks 3,71 3,43 92,45
BPOM Manajemen Biro Umum dan SDM
3 | Meningkatnya
kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
perencanaan,
Penganggaran, 3.1 Koordinasi Input:
monitor.ing, Perumusan Renstra | Dana Rp 4.317.644.740 4.248.551.710 98,40
eyalu:aSI, laporan dan Rencana Output:
kinerja dan laporan Tahunan,
keuangan Penyusunan Persentase dokumen perencanaan,
Dokumen Anggaran, | Penganggaran, monitoring, evaluasi,
Keuangan serta laporan kinerja d-an lapc?ran % 100 100 100
Pengelolaan Kinerja keuangan yang dlsele.salkan tepat
dan Pelaporan waktu dan memenubhi standar
4 | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
pengelolaan Sumber
daya BPOM 4.1 | Pengelolaan Sumber | Input:
Daya Manusia. Dana Rp 38.973.739.000 37.389.788.298 95,94
Sarana dan Output:
Prasarana Nilai Pengelolaan BMN 80 79,00 98,75
Penunjang Aparatur Persentase pengelolaan sarana
BPOM . % 78 92,9 119,10
prasarana BPOM yang optimal
Persentase pengelolaan ASN BPOM % 81 96.34 118.93

yang optimal
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
5 | Organisasi yang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
tepat fungsi, tepat 5.1 Koordinasi Input:
proses, dan tepat Penvusunan
ukuran y Dana Rp 1.085.954.000 1.082.402.733 99,67
Peraturan Output:
Perundang-
undangan, Advokasi P.ersentase unit organisasi yang % 100 100 100,00
Hukum, serta dilakukan penataan
Organisasi dan tata
laksana Persentase unit organisasi yang
menerapkan proses bisnis sesuai ISO % 79 79 100,00
9001:2015
6 g:;:?g;gﬁya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
Perundang- 6.1 | Koordinasi Input:
Undangan dan Penyusunan Dana Rp 3.404.360.000 3.374.290.547 99,12
Advokasi Hukum Peraturan Ouput:
Perundang-
undangan, Advokasi Persentase peraturan pgrundang- % 100 100 100,00
Hukum, serta undangan yang diselesaikan
Organisasi dan tata .
lakeana eP;eerlfteirfltase Advokasi Hukum yang % 82 96,43 117,60
7 | Meningkatnya kerja | pykungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
sama BPOM yang
efektif 7.1 | Peningkatan Input:
Penyelenggaraan Dana Rp 3.818.143.000 3.795.594.511 99,41
Hubungan dan Kerja Output:
Sama Badan POM
Persentase kerjasama yang efektif % 82 91,67 111,79
8 Men?ngkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
kualitas hubungan
masyarakat dan 8.1 | Koordinasi Input:
layanan publik di Penyusunan Dana Rp 7.297.044.000 7.130.466.125 97,72
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160

%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
lingkup Sekretariat Peraturan Output:
Utama Perundang- Persentase kualitas pemberitaan
undangan, Advokasi | BPOM di media % 99,59 99,84 100,25
Hukurp, se.rta Persentase layanan pengaduan dan
Organisasi dan tata informasi yang selesai % 99 99,47 100,48
laksana ditindaklanjuti
Tingkat efektifitas KIE obat dan
makanan dilingkup Sekretariat - 88,98 91,00 102,27
Utama
Indeks Pelayanan Publik dilingkup Indeks 3,91 448 114,58
Sektama
Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
tatakel.ola 9.1 | Peningkatan Input:
g_el‘_“e{(‘“tahan Penyelenggaraan Dana Rp 301.474.200 299.609.722 99,38
Hingkup Hubungan dan Kerja .
Sekretariat Utama Sama Bgadan POM % | Quiput:
yang optimal Indeks RB Biro Kerjasama Indeks 85 68,57 80,67
Koordinasi Input:
Perumusan Renstra | 1, o Rp 1.628.576.350 1.608.415.161 98,76
dan Rencana
Tahunan, Outbut:
Penyusunan Sutput:
9.2 | Dokumen Anggaran,
Keuangan serta
Pengelolaan Kinerja | Indeks RB Biro Perencanaan dan Indeks 85 75,93 89,33
dan Pelaporan Keuangan
Koordinasi Input:
9.3 Penyusunan
Dana Rp 2.096.595.000 2.087.632.118 99,57
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
Peraturan
Perundang- Qutput:
undangan, Advokasi
Hukum, serta Indeks RB Biro Hukum dan
Organisasi dan tata Organisasi Indeks 91 74,04 81,36
laksana
9.4 Pengelolaan Input:
Hubungan
Masyarakat dan Dana Rp 351.115.000 348.057.967 99,13
Koordinasi Output:
Dukungan Strategis | Indeks RB Biro Hubungan
Pimpinan Masyarakat dan Koordinasi Indeks 85 70.21 82.6
Dukungan Strategis Pimpinan
9.5 Pengelolaan Sumber | Input:
Daya Manusia,
Sarana dan Dana Rp 1.652.493.000 1.447.055.780 87,57
Prasarana
Penunjang Aparatur Output:
BPOM Indeks RB Biro Umum dan Sumber
. Indeks 88 79.99 90.89
Daya Manusia
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
10.1 | Peningkatan Input:
Penyelenggaraan Dana Rp 105.090.000 105.065.714 99,98
Hubungan dan Kerja
Terwujudnya SDM Sama Badan POM Output:
dilingkup Sektama
10 S
yang berkinerja
optimal
Indeks Profesionalitas ASN Biro Indeks 75 79,67 106,23
Kerja Sama
10.2 Input:
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
Koordinasi
Perumusan Renstra | Dana Rp 324.437.000 321.808.000 99,19
dan Rencana
Tahunan, Output:
Penyusunan
Dokumen Anggaran,
geuangan sert_a . Indeks Profesionalitas ASN Biro Indeks 75 80,48 107,31
engelolaan Kinerja | Perencanaan dan Keuangan
dan Pelaporan
10.3 Koordinasi Input:
Penyusunan
Peraturan Dana Rp 13.868.000 13.829.475 99,72
Perundang- Output:
undangan, Advokasi
Hukur‘n, serrta Indeks Profesmnal.ltas.ASN Biro Indeks 75 83.36 111,15
Organisasi dan tata Hukum dan Organisasi
laksana
10.4 | Pengelolaan Input:
Hubungan Dana Rp 297.378.000 294.698.567 99,10
Masyarakat dan Output:
goirdinaSis Indeks Profesionalitas ASN Biro
ukungan Strategis | Hubungan Masyarakat dan
Pimpinan Koordinasi Dukungan Strategis Indeks 80 78,66 98,32
Pimpinan
10.5 Pengelolaan Sumber Input:
Daya Manusia, Dana Rp 1.036.798.000 839.631.400 80,98
Sarana dan
Prasarana Output:
Penunjang Aparatur
BPOM Indeks Profesionalitas ASN Biro Indeks 75 72,4 96,53

Umum dan Sumber Daya Manusia
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
11 | Menguatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
pengelolaan data 11.1 | Peningkatan Input:
dan mformas(l)b Penyelenggaraan Dana Rp 200.000.000 199.550.000 99,78
pengawasan Obat Hubungan dan Kerja Output:
dan Makanan Sama Badan POM Indeks P lolaan Data d
ndeks Pengelolaan Data dan
Informasi di Biro Kerja Sama Indeks 151 0 0
11.2 | Koordinasi Input:
Perumusan Renstra
dan Rencana Dana Rp 246.508.000 246.458.000 99,98
Tahunan,
Penyusunan .
Dokumen Anggaran, Qutput:
Keuanganserta  ['1pdeks Pengelolaan Data dan
Pengelolaan Kinerja | 1nformasi di Biro Perencanaan dan Indeks 1,51 0,75 49,67
dan Pelaporan Keuangan
11.3 Koordinasi Input:
Penyusunan
Peraturan Dana Rp 149.884.000 149.867.000 99,99
Perundang- Output:
d , Advokasi
llflrlllk?lrrlr%asnerta VORASL 1 Indeks Pengelolaan Data dan
I Informasi di Biro Hukum dan Indeks 1,51 0 0
Organisasi dan tata 0 N timal
laksana rganisasi yang optima
11.4 Pengelolaan Input:
Hubungan Dana Rp 156.950.000 152.359.363 97,08
Masyarakat dan -
Koordinasi Output:
Dukungan Strategis Indeks Pengelolaan Data dan
Pimpinan Informasi di Biro Hubungan
Masyarakat dan Koordinasi Indeks 1,51 0,25 16,56

Dukungan Strategis Pimpinan yang
baik

11.5

Input:

163




LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
Pengelolaan Sumber | Dana Rp 37.459.200 37.181.641 99,26
Daya Manusia, Output:
Sarana dan
Prasarana Indeks Pengelolaan Data dan
Penunjang Aparatur Informasi di Biro Umum dan Sumber Indeks 1,51 0 0
BPOM Daya Manusia
12 | Terkelolanya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
Keuangan dilingkup | 12.1 | Peningkatan Input:
Zikta?us slecara }Pleiyelengg(;raé;? Dana Rp 17.800.000 17.338.000 97,40
untabe ubungan dan Kerja Output:
Sama Badan POM
Tingkat Efls.len51 sznggunaan 90 100 11111
Anggaran Biro Kerja Sama
12.2 | Koordinasi Input:
Perumusan Renstra
dan Rencana Dana Rp 652.343.740 637.786.602 97,77
Tahunan,
gzrli}‘?rlrsll;:a:nggaran' gil;etli Eitr:lerja Anggaran sekretariat
Keuangan serta Utama 93 91,47 98,35
Pengelolaan Kinerja  ["rj,okat Efisisensi Penggunaan
dan Pelaporan Anggaran Biro Perencanaan dan 100 100 100
Keuangan
12.3 Koordinasi Input:
Penyusunan
Peraturan Dana Rp 50.140.000 48.910.000 97,55
Perundang- Output:
undangan, Advokasi
HUkurTl’ se.rta Tingkat Efisisensi Penggunaan
Organisasi dan tata Anggaran Biro Hukum dan 95 95 100
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%
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
11.4 | Pengelolaan Input:
Hubungan Dana Rp 365.216.000 362.442.457 99,24
Masyarakat dan
o Output:
Koordinasi . — :
. Tingkat Efisisensi Penggunaan
Dukungan Strategis Anggaran Biro Hubungan
Pimpinan Masyarakat dan Koordinasi 88 96,63 109,81
Dukungan Strategis Pimpinan
11.5 | Pengelolaan Sumber | Input:
Daya Manusia, Dana Rp 2.871.301.000 2.781.248.553 96,86
Sarana dan Output:
Prasarana ; — ;
. Tingkat Efisisensi Penggunaan
Penunjang Aparatur .
BPOM Anggaran Biro Umum dan Sumber 100

Daya Manusia
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Lampiran 8

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2020
No Program/Sasaran Indikator Pagu Realisasi %
A | Program Dukungan 328.548.378.000 | 284.410.751.968 | 86,57
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPOM
1 | Meningkatnya Kualitas | IK1-Nilai RB BPOM 5.886.375.510 5.703.514.046 | 96,89
Dukungan Manajemen dilingkup Sekretariat
BPOM di Lingkup Utama
Sekretariat Utama IK2-Nilai AKIP BPOM 2.093.796.090 2.085.543.430 | 99,61
dilingkup Sekretariat
Utama
IK3-Opini BPK atas 982.021.500 957.886.148 | 97,54
laporan keuangan BPOM
IK4-Nilai Kinerja 1.078.174.870 1.070.366.597 | 99,28
Anggaran BPOM
[K5-Indeks kepuasan 74.951.000 73.021.032 | 97,43
masyarakat terhadap
layanan pengaduan dan
_ informasi
Meningkatnya kepuasan 7o 4 ) Keniasan 727.460.000 726.328.405 | 99,84
Masyarakat dan .
2 | internal BPOM terhadap Media
Kineria | blik IK7-Indeks Opini Publik 941.318.000 885.882.158 | 94,11
inerja layanan publi BPOM
dilingkup Sektama IK8-Indeks kepuasan 245589.451.000 | 203.984.945.195 | 83,06
internal BPOM terhadap
layanan dukungan
manajemen
IK9-Persentase 4.317.644.740 4.248.551.710 | 98,40
Meningkatnya kualitas | dokumen perencanaan,
perencanaan, Penganggaran,
3 Penganggaran, monitoring, evaluasi,
monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan
laporan kinerja dan laporan keuangan yang
laporan keuangan diselesaikan tepat waktu
dan memenuhi standar
IK10-Nilai Pengelolaan 1.345.841.000 1.207.337.714 | 89,71
BMN
IK11-Persentase 35.999.382.000 34.587.527.572 | 96,08
Meningkatnya pengelolaan sarana
4 | pengelolaan Sumber prasarana BPOM yang
daya BPOM optimal
IK12-Persentase 1.628.516.000 1.594.923.012 | 97,94
pengelolaan ASN BPOM
yang optimal
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No Program/Sasaran Indikator Pagu Realisasi %
IK13-Persentase unit 387.754.000 384.294.733 | 99,11
organisasi yang

Organisasi yang tepat dilakukan penataan
. IK14-Persentase unit 698.200.000 698.108.000 | 99,99
5 | fungsi. tepat proses. dan .
tepat ukuran organisasi yang
menerapkan proses
bisnis sesuai ISO
9001:2015
IK15-Persentase 2.124.755.000 2.106.308.266 | 99,13
peraturan perundang-
Tersedianya peraturan | undangan yang
6 | Perundang-Undangan diselesaikan
dan Advokasi Hukum [K16-Persentase 1.279.605.000 1.267.982.281 | 99,09
Advokasi Hukum yang
efektif
v Meningkatnya kerja [K17-Persentase kerja 3.818.143.000 3.795.594.511 | 99,41
sama BPOM yang efektif | sama yang efektif
[K18-Persentase 2.772.155.000 2.760.009.858 | 99,56
kualitas pemberitaan
BPOM di media
[K19-Persentase 130.480.000 125.747.500 | 96,37
layanan pengaduan dan
Meningkatnya kualitas | informasi yang selesai
3 hubungan masyarakat ditindaklanjuti
dan layanan publik di IK20-Tingkat efektifitas 4.327.053.000 4.179.677.767 | 96,59
lingkup Sektama KIE obat dan makanan
dilingkup Sekretariat
Utama
[K21-Indeks Pelayanan 67.356.000 65.031.000 | 96,55
Publik dilingkup
Sektama
Terwujudnya tatakelola | IK22-Indeks RB 2.776.374.890 2.744.991.584 | 98,87
9 pemerintahan dilingkup | Sekretariat Utama
Sekretariat Utama yang | [K23-Nilai AKIP 2.976.397.460 2.949.004.676 | 99,08
optimal Sekretariat Utama
Terwujudnya SDM [K24-Indeks 1.777.571.000 1.575.033.156 | 88,61
10 | Sekretariat Utama yang | Profesionalitas ASN
berkinerja optimal Sekretariat Utama
Menguatnya [K25-Indeks 790.801.200 785.416.004 | 99,32
pengelolaan data dan pengelolaan data dan
11 | informasi pengawasan informasi di Sekretariat
Obat dan Makanan di Utama yang baik
Sekretariat Utama
[K26-Nilai Kinerja 502.874.950 490.763.296 | 97,59
Terkelolanya Keuangan G?agrizran Sekretariat
12| Sekretariat Utama IK27-Tingkat Efisiensi 3.453.925790 |  3.356.962.317 | 97,19

Secara Akuntabel

Penggunaan Anggaran
Sekretariat Utama
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Lampiran 9

MAPPING ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2020

No ProgramiSasaran Indikator Kegiatan Sub Komponen Pagu Realisasi %
EIMEINGAMN TEKMIS DAN AKREDITASI 135.700.000 133.237.400] 9867
KEARSIPAN BADAN POM
KOOROMASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN 20.040.000 20.040.000] 100,000
PEMILAIAN KEMBALI ARSIF 45.550.000 45767400 5427
KEMATANGAN UKPEJ-PRO AKTIF 257.415.000 EEne A
PEMYUSUNAN SISTEM INFORMAS 165.635.000 160.276.500] 9678
PEMGELOLAAN PENGADAAN
K2, Milai AKIP EPOM| 3159 Koordinasi Perumusan Ferstradan | PENYUSUNAN FENCANA STRATEGIS EPOM 1.047.515.000] 1045222717 93,75
Pencana Tahunan, Peryusunan Dokumen |2020-2024
finggaran, Keuangan senaPengslolaan  [PERTEMUAN PERYUSUMNAN PEREMCANAAN 154.033.200 153.973.050] 99.96%
Kinerja dan Pelaparan TAHURAN
KOOROMASI PERENCAMAAN PENGAWASAN &7.120.000 53.045.040] 3533
OEAT DAN MAKANAN
BSISTENSIPENYUSUNAN PERENCANAAN 1. 365,000 M.346.000] 53357
STRATEGIS DAN TAHUNAMN BALAI
ICESARIBALAIPON
WMONITORIMG DAl SUPERYIS| PELAKSANAAN 150.363.000 150.392.463] 9339
KEGIATAN BALA| BESARIBALAI POM
MONITORING DAl EVALUAST PELAKSANAAN 454,250,530 46z.524.054] 3369
PROGRAM, KEGIATAN, DN AEFORMAS]
|BIRCKRAS]
PEMLISUMAN LAPORAN KINERJA BADAN 77.615.000 Frear00]  s3.9En
POM TAHUN 2013
IK3. OpiniEPK atas | 3159 Koordinasi Perumusan Renstia dan | PELAKSAMASN BIMTER SISTEM AKUNTANS] 67.269.500 66.923.750] 99434
lsporankeuangan | Rencana Tahunan, Peryusunan Dokumen | IMSTAMNS! DAM PEMYUSUIMAN LAPORAN
EPOM Anggaran, Keuangan zenaPengelolaan KEUANGAN (PUSAT DAMBALAL
Kinerja dan Pelaparan
PEMLISUNAN LAPORAN KELANGAN BPOM 313.954.000 z3g.3z6.200] 9502
' ORK.SHOP LAPORAN KEUANGAN 1.550.000] 14200000 9161
F GO LAPORAN KELANGAN BADAN POM 533.245.000] 531.214.138] 5565+
k4. Milai Kinera 3153 Koordinasi Perumusan Renstradan | PENYELARASAN PENGANGGARAN 504.243.000] 603.662.324] 9330
AngagaranBPOM | Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen | KEBIJAKAN BARLBPOM T4 2020
Anggaran, Keuangan zenaPengelolaan EIMTER APLIKASI SAKTI 5. TE3.200 53.937.000] 55.43%
Kinerja dan Pelaporan KOORDIMNAST PERYUSUMAN DAN £8.938.220) 28.832.512] s99.asx
PELAKSANAM ANGGARAN
PEMEINAAH PELAKSANAAN ANGGARAN 36.0465.000 ar.022547  97a
EYALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN 130,226,000 125461363 36,34
WORITORING DA EVALUAS PELAK SANAAN 61955450 E1450.252] 93694
z 552. Meningkatnya IKS. Indeks kepuazan| 247.333.150.000 205.670.176.730] 83,16
kepuasan masyarskat | masyarakat terhadap [ 4111 Operasional Layanan Pengaduan dan Informasi 73.571.000) T1E41.032]  97EEn
daninternal BROM layanan pengaduan |PengelalaanHubungan Masyarakat dan  [EualussiLaganan Pengadusn dan Informasi 7380 000| 1380.000] 100,007
tethadzp kinerja laysnan| daninformasi Koardinasi Dukungan Strategis Pimpinan
pubitk dlinghup Sektama g T ol EE Pertemuan dergan Media 727,450,000 T26326.905|  99.80%
Kepuasan Media Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan
Kaardinasi Dukungan Strategis Pimpinan
K7 Indeks Opini | 4111 Pengelolaan lsu 341,315,000 235.382 158 9411
Publik BPOM Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan
Kaardinasi Dukungan Strategis Pimpinan
K. Indeks kepuasan] 3153 A5ISTENSI PENYUSUNAN PEREMCANAAN 27.932.000) 2r.9e6.500] 9996k
internal BPOM Koordinasi Perumusan Renstrs dan STRATEGIS DAR TAHURAN BALAI
terhadaplayanan  |Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen | BESAR{EALA POM
dukungan Anggaran, Keuangan sertaPengsblaan  [EEANTARAN MERAMISME PENGANGGARAN 3,596, 000 3,506 798 95
manajemen Kinerja dan Pelaparan Ol BE/EPOM
KOORDMASILINTAS SEKTOR PELAKSANAAN 4.750.000] 3.660.500[  Tr.O06%
ANGGARAN DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKLMTARS] 26.307.500| 26.769.500] 99437
INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN (PUSAT DAN BALAN
KOOROMASIEIRO PERENCANAAN DAN 43715 400 47 T A5E| 5 A
KEUANGAN DENGAN LINTAS SEKTOR
a1z PEMDAMPINGAN DALAM RANGKA 25 600 000 Z5.466.100] 95,714
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Saranal PEMBINAAH SOM
dan PrasaranaPenunjang dparatur BPOM  [PEMNGHATANKESEJAHTERAAN PEGA WAL 1353, 603 000 1351146.946] 3387
PEMGELOLAAN BELAN.JA PEGAWAI DAN 30.305.000] 30.27000]  S989
TUMJANGARN KIMNERA BADAN POM
IMPLEMENTASIROAD MAP ENGAGEMENT 133.225.000 R RN
PEGAWAI
PEMMGKATAN IMUNTAS PEGAWAIDI 327.350.000] S12.007.076|  96.395%
LINGKUNGAN BROM DALAM RANGKA
PENCEGAHAN WARAH COMD-13
RAPID TEST KIT BAGI KESEHAT AN PEGAWA] 1207.557.000 1072223431 8873
DALAM RANGH S PENCEGAHAN PENULARAN
Coui0-13
Pengadaan Mesin Cetak Nametag Pegawai 37.000.000] 36.300.000] 8373
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 55.241.123,000) £3.572.553.927]  7r.01
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No | ProgramlSasaran Indikator Kegiatan Sub Komponen Pagu Realisasi | =
Turizngan Kinera 6. 328.037.000) 6354562731 06
PER AW AT AN KEMDBRAGHN OFERASICNAL 3361270000 A R
B0 6
FERAW AT AN KEMDBRAAN OFERASICNAL 72 500,000 [N
CANGAMAN DA DAM JASA 4355 157,000 SR IR
FERAWAT AR GEDUNG DAN BAHGUMAN T2, 715 676, 00| A IR
CLEANING SERWICE 4 534,426,000 4 755,935 323| 92vE
JESH KEAMANAN AN CENGAMANAN £ 007 &30, 000 & 747 754 20| SeETn
FEMELIHARAM ALAT FENGLILAH 00, 000 000 399.804.500] 3995
DATAIMESIN ELEKTROMIEITERNOL OS]
PENGADAAN BARANG CETARAN 354,000,000 S00.0.000] 54 8a
HONCIF: FRAMUBAKTI DAN PENGELCIL A 2542850700 72553206452 96,26
KEGIATANEROM:
JASA POSIGIROISERTIF AT 7195.530.000 1025.179.516]_69,18%
SEw A KOITAR POSIEOIE0R 3500000 2.2d0000] GO0
FENGELOLAAN HOMOR PRAMUEAKT DA 437172000 4131068517 o450
PENGEL LA KEGIATAN SERTAMS
PENYELENGGARAAH OPERASIONAL 55, 392,000 SEE. 365 290] 100,005
PEKAMTORAN
SE'wé PERLENSRARAN ALARS BFOM 00,000, 000 547 90400 ol
FEB Dlperasicral Bire Kerja Sams Z00. 982,500 R
Peningkatan Penvelenggaraan Hubungan
411 Fergelolaan Media Sosial B4, 304,000 e 1o0.900]_ go.6d
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan | ReprezentazitPelavananiPengaw alan Pimpinan 1454, 544, 000) 1441.135.96¢] 35351
Koardinasi Dukungan Strategis Fimpinan [ i e oiokalan dan Kesekretaratan 596,435,000 B96.150.051 99,96
| Pimciran
Rapat Koordinasi Pimpinanikhusus! Staf 545.600.000} 545.566.500] 33,93
Koordines Lintas Sekter Pimpinan Dalam dan 1745 200,000 1354058005 9.3
Luar Negeri
Koordinasi Substans Kegiatan Strategis 55292, 000 AL R
Furvalisis Foebijkan Sirategis 445,370,000 447 B2z 950]  G9Ean
Maritoning dan Evalias Program Stategis F3F, 1135 0 [ERErirs Y=
Pimpinan
553 Merirgkatrys | IK3. Persertass 4.317.644. 740 4.248.551.710| 98403
kualitas perencanasn. | dokumen 3159 PERTEMUAM PENYUSUNAN PERENCANABN 256,722,000 R
pEnganggasn. o |persnsanasn, Koordinasi Penmussn Flenstra dan TAHUMAM
monitaring, evaluasi, penganggaran,
laparankinerja, dan manitaring, evakiasi, Eeﬂca"a T;hu”a") F'?"WS;”a" DIO:W'“@” "W ORKHOP PENGANGGARAN KEGIATAN 35,000,000 34.602000] 99.43%
laparan keuangan Isporan kinerja dary | S9N fSuandan ssrabengeiolaan | TERPADL PUSAT DAN LPTBEOM
|sporan keuangan | neriadan Pelsporan SOSIALISAS] DAN BIMTER FENTISUNARN 05, 020, 000 EORECERT R
yang diselesaikan FEAKL PAGL ANCEARAN
tepatwaktu dan ‘SOSIALISAS] DAN BIMTER, FENTLSUNAN 45 625 200 45 565,008 99,020
memenuhi standar FRARL ALOKAS AMGEARAN
PENYIAPAN BAHAN DAN PENGA W ALAN ROF 55, 01000 TES.091000[ 100,005
DEMGAR MITFd KEFuJS BADAN POM
K OCFCIMAS] FENGANGARAN CENGAR 5 035 0 EEEG T
LINTAS SEKTOR:
Fievisw Pagu Slokas Anggaran 4,400,000 £4.400.000] 00,00
FERYLSLINAMN SR BN EXT IS
PENY USUNAN JUKLAK DAN JORHIS 215,870,000 219250500 99,70
FERTEMUAN FER ONSILIAS] 40,555, 000 [
HIBAHIPENGANGEARAN DENGAN
STAKEHOLDER
SOSIALISAS] SEM TA 2021 45 703000 45 700.000] 99,59
0 KE I T &M PRIRIT A5 ESELON T 5. 050 00| [EEE IEERT
PEMANT A A MEF ANISTE PENGAMGEAREN 55,395,000 SA306 798| 93.05%
Dl EEVEFOM
FENGEMEAHGAN SIFE, 0,755,000 S0.E7BE00] 99,50
‘SUPERWISI PENGAMNGGARGH SERSAMEA a5 152,000 EEGEEEE ERE
INSTARNSI TERKAIT
TACIITI IR CIAK B 75 B 1] EEE T
PENGELOLAAM PHEF FUNGSIONAL DAN 455677000 435, 733500] 9763w
PERYLISUINAN LAPORAN PHER FUNSSIONAL
FERYLISLINAR L APTIRAN KELIGHGAR BRCIM oz ddz G e 90 25| 5
RAPAT EWALUASI NBSIDNAL TAHIN 2020 313, 716000 509.091965]_99.49
FENYSUNAN LAFORAN TAHUNAN BA0AN 35 dze. 000 FEAZ1500] 100,005
PO TAHUM 2013
EIMTER SAKIF DN MONEY ONLINE 559, 506, 00| e IR
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No

P 5

Indik

170

F Sub Komponen Pagu Realisasi *

q 554, Meningkatrya 10, Milai 38.973.739.000 37.389.786.298] 95.94%
pengelolaan Sumber | PengelolssnBMN 4112 PENGHAPLISAN BMN 33.410.000 53.533.648]  TO.25%
daya BPOM Pengelolaan Sumber Daya Marusia, Saransl FOCUS GROUP DISCUSSION KEEWAKAN 209.260.000 193 729 605| 9256

dan Prasarana Penunjang Sparatur BPOM | PENGELOLAAMN BMK DAN SARARNA

[EEASARANA PERKANTORAN
PEMLITAKHIRAN DATA DALAM RANGHA 1037.171.000) 343,768,461 90,99+
PEMGUSUNAN LAPORAN BMN

K11 Persentass a2 PENGADAAN SARAMA DAN PRASARARNA 1.245.150.000) 1062.261360] 8531

pengelolaznsarana | Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana| DALAM RANGEA PENCEGAHAM DAMN

prasaranaBPOM | dan Prasarana Perunisng Aparatu BPOM | PEMYVERARANVIBUS COMD-13 D)

yang optimal PEMGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 5.472.377.000) 51673561400 34425
PEMGADAAN PEFLENGKAPAN SARANA 1.0071.636.000) 1.000.803.350] 33,31
PRASARANA PEMUNJANG
PEMGADAAN PEMOINGIN FUGBNGAN 14, 120.000 611.514.770] _33.58%
VERTICAL GARDEN 135.000.000 134.540.530]  33.66%
PEMGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS 4.000.000] 4.000.000 100,00
KANTOR BIRO PERENCARAAN DAN
KELANGAN
PEMBUATAN VIDEQ PROTOKOL KESEHATAN £2.260.000)| gl2t.000]  9e.32n
PEMGADAAN KABEL FEEDER UTAMA GEDUNG 465.000.000] 464.340.000] 3333
]
PENGADAAN MEUBELAIR BIRO HOSP 36250, 000 36 250.000] 100,00%
PEMGADAAN SEMSOR LIFT BPOM DALAM '34.000.000] 33.680.000] 9966
BANGHSA PENANGANAN COVID 13
PENGADAAHN INTERIOR GEOUNG B 100.000.000 33517.000] 9952
PEMGADAAN MESIN POMPA SAMPIT DAN 42100.000 4z 075.000] 53343
PEMGADAAN PEMUNJANG UKPE. 2.000.000] 1340208 67,00
PEMGADAAN ALAT PENDUKUNG CLEANNG '30.600.000)] 30.530.000]  93.32%
SERMICE
PEMGADAAN NETWORK ACCESS STORAGE 154.000.000 163.300.000]  33.34x%
PEMGADAAN PEMUNJANG KINERJA BAGIAN 50.000.000] 53455000 9309
PKE
PENGADAAHN AKUARILM 121,000.000 102.900.000] 90,00
PENGADAAMN PEKERJABK PEMASANGAN 5 126.000 85 125 375| 100,00
GENSET DAN STRUKTUR RUMAH GENSET
PEMGADAAN GENSET 133,524,000 193.064.523] 99574
PENGADAALN MEUBELAR 2334575, 000) 2213 526, ss—sl 32434
PEMGADAAN RAK ARSIP 435.000.000) 433.960.000] 33,68
PEMATAANLANSEKAP EPOM TAHAR | 113,762,000 107.000.000] 54,06
REMCOVAS| GEDUNG KANTOR 4,043.000.000] 4.045.992.154] 100,005
PEMGADAAN FURNITURE DAN INTERICR 100.000.000| 35.964.000]  38.16%
GEDUNGD
LAMJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG O 11.711.000.000) 11.465.015.500] 37,305
PEMGADAAN ATS GENSET GEOUNG 130.000.000| a.eren] 9323
L ARAN PUBLIK
PEMGADAAN TANGGA HIDROLK 200.000.000] 133.960.000] 53399
PEMANGAMAN PENCEGAHAN PEMYEEARAN £74.575.000) £63.093.503 3300
VIRUS COVID-19 DI LINGKUNGAN BADAN POM
PEMGADAAN PEMUNJANG SARAHA ACARE 34.000.000] 34.000.000[ 100,00
INVEMTARISASI BMN 156 175.000 157.638.960] 94,851
COACHING CLIMICI/SUPERWIS| FEMGEL DL AR 73345000 £6.690.500] 30,19
SARANA PRASARANS DAMNBMN
TATAKELOLA SARANE DAN PRASARANA 210.625.000)| 4033631 66.63%
EADAN POM
PERLISUNAN REMCAMNA KEBUTUHAN EMN 171.030.000 156.754.609] 91650
PEMGADAAN TERKAIT PFELAKSANAAN TUGAS 462, 375.000) F13.960.045|  Baden
DI MASA PANDEM COVID-13
INTEMSIFIKAS] DAN PENGELOLAAN LAY ANAN 1.041.401.000)] 1020476.001 37,33
PENGADAAN BARANGHASA
SEWA BANGUNAN KANTORPERGUDANGAN 1,300, 000.000] 1.544.770.000] 5705

PEMELIHARAAMN HYGIEME DAN SAMITASI 320.000.000] 775.995.225| 86,257
BUANGAN
SE'wWA MESINFOTO COFY 556.000.000] 580.074.000 55633
PENGADAAN PAKAIAN 710.383.000) B04.680.000) 8512
PEMELIHARAAN JARIMGARN 350.000.000] 279623308 7985
Sewa Digital Informasi [E-Kias] 50.000.000) 48.750.0000 97500
K12, Perzentase 4112 BIMBINGAN TEKNIS DAN MOMTORIMNG 225.736.000] 224.543.3001 33,60
pengelolaan ASH Pengelalaan Sumber Daya Manusia, Sarana] EVALUASI KINERIA PEGAAI
BPOM yang optimal | dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM | PENYUSUNAN PEMILAIAMN KUALITAS 33.510.000] 32.557.5000 39v.25-
PRESTASIKERJA KEPALA BALAL
PENGISIAN JABATAN STRUKTIURAL 793,576, 000] T66.528.693] 96,54
PEMBEIMNAAN JABATAMN FUNGSIONAL 150.150.000) 14?.834.35' 38,52
PEMNGAMGKATAN DALAM JABATAN 5E.200.000) 56,093,713 9985
PEMILAIAN ANGKA KREDIT JABATARN 165, 430.000) 163.478.300] 98,823
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No P IS Indik Kegiatan Sub Komponen Pagu Realisasi %
PEMGELOLAAMN KENAIKARN 193.574.000) 133.450.000) 93,97
PANGHATIPENSIUN PEGAWA]
555 Organizasiyang  [IK13. Persentase unit 1.085.954_000 1.082.402.733| 99.67
tepat fungsi, tepat organisasiyang 4110 PEMATAAN DANPENGUATAN ORGANISAS] 387, 754.000) 384.234.733] 9314
proses, dan tepat ukuran| dilskukan penataan | Koordinasi Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, Advokasi Hukum,
serta Crganisaszidan tatalaksana
K14, Persentase unit | 4110 SURMEILAN QM3 IS0 3001:2015 EPOM £38.200.000) E32.108.000] 93,93
arganizasi vang Koordinasi Penyusunan Peraturan
menerapkan proses | Perundang-undangan, Advokasi Hukum,
biznis sesuai IS0 serta Organizasi dan tatalsksana
30012015
556. Tersedianya K15, Peisentase 4110 3.404_360.000 3.374.230.547| 39312
peraturan Perundang- | peraturan perundang| Keordinasi Penyusunan Persturan K sjian Peraturan Perundang-undangan di 108.300.000 106.073.604) 93,79
Undangan dan Advokasi|undangan yang Perundang-undangan, Advokasi Hukum, | Bidang Obat dan Makanan
Hukum diselesalkan serta Organisasidan ratalaksana Pembahasan Masukan R tentang 299.585.000 297.624.600]  99.47
Pengawasan Obat dan Makanan
Koordinasi Lintas Sektor [Eksternal dan Intenall 15.670.000] 412.106.0200 9914
Finalisasi Oraft Peraturan Perundang-undangan)| 939.970.000) 936.160.837)  99.59x
di Bidang Ob.at dan Makanan
Pendokumentasian Peraturan Perundang- 230.512.000} R | 93,112
undangan
Peneriemahan Peraturan Perundang- 30.955.000] ‘30.000. 000§ 36,37
undangsn di Bidang Obst dan Msksnan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 26.463.000 258575400 9770
Pengembangan Aplikasi Jaringan T5.000.000] 63.525.000] 3270
Dokumentaasi dan Informasi Peraturan
Perundang-undangan
IK1E. Persentase 4110 Penanganan PerkaralBiava Pervelesaian 5928.516.000} 915,785,681 98,95
Aclvalkasi Hukum Koordinasi Penyusunan Peraturan Perkara DiLingkungan BFOM
yang sfekif Perundang-undangan, Advokasi Hukum,  [Voo ginasiinemal dan Ekstemal 75340000 165.167.500] 99,974
seta Crganiszsidan tatalaksana Fertimbangan HulumTerkat Fermasaiahan 344, 500,000 T9z.755.100] 96,99
Pengawasan Oi Bidang Obat dan Makanan
Penyuluhan Hukum dan pembelajaran atas 41.443.000) 41.254.000( 9953
Pewrkara Hukum diLingkungan Badan POM
557 Meningkatrya kerja] IK17. Persentaze 6.590.238.000 6.555.604.363| 9947
sama BPOM yang efekif | kerjasama yang 3155 Peryusunan K ajian, Posisi.dan Penjajakan 365, 506.000) 363.861594) 9955+
efektif Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan | Kerja Sama Bilsteral
dan Kerja SamaBadan POM Koordinasi Lintas Sektorlinterkementerian dan 450.454.000] 450.256.501 93,36
Pertemuan Bilateral dengan Mitra diDalam dan
LugrMeger
warkshop!SeminanSosialisasi lsu-isu Kerja 146.475.000f 1463346100 93,353
Sama Bilstersl
Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM 237,389,000} 237138.3000 93923
dalam Kerja Sama Regional dan Multilatersl
Keikutsertaan dalam Pertemuan 246.601.000] 246.558.430( 99,98
Interkementerian dan Pertemuan Regional di
‘workshop!SeminanSosialisasi lsu-lsu Kerja 536.369.000 535.569.425( 9987
Sama Regional dan Multilateral
Penyelenggaraan Pertemuan FRGH 3.035.000) 9.095.000{ 100,00
Peryusunan Kajian dan Mazkah Kerja Sama T72.650.000] 154.302.900] 89,72
Dizlam Megeri
Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja T21.147.000) 720847077 99,96
Sama Dalam Negeri
Pertemuan Regional dalam rangka Manitoring 392.269.000 392.035.940( 99,94
dan Evaluasi Mol Dslam MNegeri
Peningkatan Kapasitas fsialPasifik 2.071.000) 2.070.750] 99,93
Peninglatan Kerja Sama dengan Megara di 478.117.000) 476773684 99,72
Afrikai Megara Okl
K18, Persentase 4111 Peliputan Kegiatan BPOM 534.150.000] 533.514.542]  93.94%
kualitas pemberitaan | Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan ‘workshop Informasi dan Komunikasi 200,866, 000| 200.475.500] 99,57
BPOM di media Koordinasi Dukungan Suategis Pimpinan  [FrElkas BEOM = 564, 000 Z.964.000] 100,00
Publikasi Kineria EPOM 1374 175.000) 1962 TS5.516]  33.42x
S56. Meningkatnya K13, Persentase 4111 4.524.669.000 4.370.456.267| 96.59%
kualitas hubungan layanan pengaduan |Pengelolaan Hubungan Masyarskatdan  [Koordinasi Lavanan Pengaduan danInformasi 1.173.000)| 1173.000] 100,002
masyarakat danlayanan | daninformasivang | Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan Fengembangan Aplikasi Penurjang Layanan 0610000 00.964.500] 96,52+
g:z't':rg!'”gk”" selesai ditindaklaniui Frapat Koordinesi Pejabat Pengelola nfomas] 7 .900.000 R A
dan Dokumentasi (PPID]
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 16.737.000) 15.965.000f 55,05
K20, Tingkat 41 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan 554.220.000} 936.348.700) 96,75
efektifitas KIE cbat | Pengelolaan Hubungan Masuarakat dan Mskanan
danmakanan Koordinasi Dukungan Strateqgiz Pimpinan Sinergi EdukasiHaloBPOM bersama Tokoh 78,750,000 874.7EE.5E3] 9355
dilingkup Sekretariat Mazyarskat
Litama KIE Obat dan Makanan melalui Media Nasional 1.085.000) 1053.000] 93,823
K.ampanye HaloBPOM Bersama Takoh 2.138.232.000] 2.135.410.500] 3387
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No P =] Indik Kegi Sub Komponen Pagu Realisasi kA
Pembuatan Konten KIE Media Sosial, Media 33, Tdd. 000) FEATE.E000 T304k
Cetak, dan Elektronik
Penyusunan Evaluazi dan Kajian KIE BPOM 23.422.000] 22.753.000] EIALA
percepatan penanganan covid-13 231.600.000} 256.140.735] 35,514
K21, Indeks 411 Pergembangan Contact Center HaloBPOM E7.356.000 B5.031.000] 9655

Pelayanan Publik | Pengelolaan Hubungan Masysrakst dan [ 1500533
dilingkup Sekiama | Koordingsi Dubungan Siaregis Pimginan

3 553, Temuiudnya K22, Nilai P& 5.752.772.350 5.693.996.261] 98.98:
tatakelola pemerintahan | Sektama 53 REVIL GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT 509.533.000) S06.738.891 3384
dilinghup Sektama yang F.oordinasi Perumusan Renstia dan AN MAKAMAN
Ciptimal Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen [KAJAN KEBLARANDALAM RANGKA 361.121.000 354.qqz.000[ 5515

finggaran, Keuangan senaPengslolaan | PENGEMBANGAN KUALITAS INDIKATOR
Kineria dan Pelaparan KIMERJA PENGAWASAN OBAT DANMAKANAN
KOOROMASI PENYUSUNAN DAN 36.322.330 26.219.791 99.88%
PELAKSANAMH ANGEARAN
PEMEANGUNANIPENYUSUNAN DASHBOARD 156.416.000) Wratezn  s4zen
INDIKATOR KIMERJA PELAKSAMNAAN
=2
MONITORING DN EVALUASTPELAKSANAAN 07.972.300 07633501 9369
PROGRAM, KEGIATAN, DAK REFORMASI
Rl —
KOOROIMASI BIRO PERENCANAAN DAN 46.143.200) 143.745.367] 96.36%
KEUAMGAN DENGAN LINTAS SEKTOR
PEMATAAN ARSI EIRC PERENCANAAN DAN 11.743.000] 1032500 3441
KEUANGAN
INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, 131.535.000] T A
PENGANGGARAN, MONTORING, EVALUASI
KINER.A BPOM
4110 Pembahasan Peraturan Perundang-undangan £36.145.000 £33.483.344] 3350
Koardinasi Penyusunan Peraturan diBidang Obat dan Makanan

Perundang-undangan, Advokasi Hukum,
erta Ciganizasidan tata laksang

412 IMPLEMEMTASI ROAD MAP STRATEG! E15.635.000] B07.424.380] 98.66x
Pengelolaan Sumber Dava Manusia. Sarana] PENGELOLAAN SOM DAN BMN

41m Implementazi Reformasi Birokrasi Biro HOSP 53.737.000; 53.353.400]  93.30%
Prengelolaan Hubungan Masyarskat dan
_ Koordinasi L i i _
K23, Milai AKIP 3193 MOMTORIMNG DARN EVMALUAST PELAKSANAAN 21.534.460) 21526700 93,63
Sektama Koordinasi Perumusan Renstra dan PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI
Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen | BIROKBAS]
Anggaran, KeusngsnsenaPengelolsan [ PERYUSUNANLAPORAN KINER.JA 18.726.000 13.723500] 99,93+
Kineria danPelaporan SERPETARIAT LITAMA TAHUM 2019
PEMYUSUMNAN LAPORAN KINERJA DAR 17.458.000) 744700 933,34
LAPORAN TAHUMAMN BIRO PERENCAMAAN
DANKEUANGAN TAHUM 2013
4110 KOORDIMNAS!MTERMAL DAl EKSTERMAL 967, 412.000) 962132193 3945
Kaoordinasi Penyusunan Peraturan BIDANG HUKUM, PERATURAN PERUMOANG-
Perundang-undangan, Advokasi Hukum, | UNDANGAN, DRGANISASIDANTATA
setta Organisasi dan tata laksana LAKSANS
OPERASIONAL PENDUKUNG KEGIATAMEBIRO S07.235. 000} S06.203.331  99.804
HUELIM DN ORGAMISAS]
P, lik n Fazilitas Perkantoran Bira Hukum 85.500.000) 85.800.000f 100,002
dan Organisasi
4112 RAPAT EVALUASIMASIONAL TAHUN 2020 157.900.000) 174.770.000) 93,012
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Saranal TATA KELOLA KEPEGA'WAIAN DALAM T11.724.500.00] TOE.d51172,35] 99,26
dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM | RaNGE S PENGELOLAAN REFORMAS]
BIROERAS]
3158 Operasional Biro Kerja Sama 301.474. 2004 233.603.722] 99.38-

Peringkatan Peryelenggaraan Hubungan

4111 Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja 157.070.000] 156.334.308) 93,53
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Biro HOSP
Fooidingzi Dubunagan Strategis Fimpinan

0 S50, Terwujudnya SOM [ K24, Indeks 1.777.571.000 1.575.033.156] 88,61
dilingkup Sektama yang | Profesionalitas ASM [3153 'WORKSHOP PELAKSANAAN ANGGARAN 5. 060.000 556200000 9541
berkinerjs optimal BROM Kooidinasi Perumusan Renstra dan " ORKSHOP DN BIMTEK BIFD 256.377.000] 256.155.000] 59,93

Pencana Tahunan, Penyusunan Dokumen | PEREMCANAAN DAN KELANSARN
#Anagaran, Keuangan serta Pengelolaan
Kineria dan Pelaporan

PEMINGKATAN KINERJA ASH BIROHUKLIM 13.868.000) RS IR

Koordinasi Penyusunan Peraturan DAMORGANISASI

Perundang-undangan, Advokasi Hukum,
erta Qrganizasi dan tata |aksans

4112 MOMITORING DAM EVALUASI KEHADIRAR 15.244.000 14.745.4000 98,73
Pengelolaan Sumber Dava Manusia, Sarana| PEGAWA| DALAM RANGE S PENEGAKEKAN
dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM | DISIPLIN
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Mo Program!Sasaran Indikator Kegiatan Sub Komponen Pagu Realisasi %
PEMERIKSAAMN DAN PENEGAK AN KASLUS 52.500.000; 51475.000 98,05
DISIPLIN PEGAW A DI LINGELNGAR BADIAN
PENGENALAMN ORGANISASIDAN SOM EPOM 225.596.000) 200.000.0000 88,65
OIUPT DENGAMN MELIBATEAM MASY ARAKAT
KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN BADAR 261.333.000) 243.521.000 55,34
POMANSTANSI ERSTERMAL
PEMINGKAT AN KOMPETENSI SOM 462 113.000) 324 830,000 7030
PEMGELOL A SOMIBMIISARANA PRASARAMNA
3568 Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama 105, 0:50.000) 105.0685.71 99,98
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan
4m F.oordinazi Lintas Sektor Kehumasan 4.3, 540.000] 48.500.000]  37.90%
Pengelolaan Hubungan Masyarakatdan  [Kocrdinasi Lintas SektorlLintas Unit Kegiatan 10.4:30.000] 0,420,000 55,5004
Keordinasi Dukungan Strategis Pimpinan  [iro0icade Sharng Forum 31,955,000 31.055.000] 97187
Seminar Infarmasi Publik 3.500.000} 9.500.000) 100,00
Upacara dan Pelantikan 93.394.000] 93.215.082] 9951
Peningkatan Kapasitas Dukungan Strategiz 0z, 559,000 0Z.008 40| 99,460
Pimpinan
il S5 Menguatnya K25, Indeks ¥90.801.200 T85.416.004| 99,323
pengelolaandatadan  |pengelolaandats  [3153 PEMELIHARAAN BAGIAN EVALUASI DAN 5. 535,000 55.638.000] 100,00
informasi pengawasan | daninformasi K.oordinasi Perumusan Renstra dan PELAPORAMN
Ob.at danMakanan Sektama yang Fiencans Tahunan, Penyusunan Dokumen | PEMELIHARAAN BAGIAN PERENCANAAN 72.620.000 T2.620.000]  100,00:
optimal Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan  [PEMELIHARAAN BAGIAN PENGANGGARAN £3.000.000) §9.000.000 100,002
Kinerja dan Pelaparan
PEMELIHARAAMN BAGIAN KELIANGAN 23.250.000] 23.200.000] 93,83
4110 Pembahasan dan Penyusunan Kegiatan Biro 143.554.000} 143.667.000] 93,93
Koordinasi Penyusunan Peraturan Hukum dan Organisasi
Perundang-undangan, Advakasi Hukum,
rta Qrganizasidan tatg lskeans
amz TATA KELOLA KEPEGAWAIAN DALAM 37.453.200.00] A S
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana] RANGE A PENGELOLAAN REFORMASI
i |
3158 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bio 200,000,000 133.550.000 93,78
Preningkatan Penyelenggarasn Hubungan | Kerja Sama
411 Operasional Kehumasan 156.950.000) 152.359.363  97.08
Pengelalaan Hubungan Maswarakat dan
_ Koordinasi Dukunoan Statenis Pimoinan _ I
12 SS12 Terkelolanua K26, Milai Kinerja 3.956.800.740| 3.847.725.612] 97.24%
Keuangan diingkup Anggaran sekretariat| 3159 BIMTEK, APLIKAS SAKTI E.054. 500 5.933.000] 9549
Sektama secara Urama Koordinasi Perumusz.an Renstra dan KOORDINASI PENGLUJAN TAGIHAN 442.804.000] 430.353.545 97324
Alurtabel Rencana Tahunan, Peruusunan Dokumen | SERRETARIAT UTAMA
Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan MOMTORIMNG DAR EVALUASIPELAKSAMAAN 53.986.730) 93.816.757] 39963
Kineria darPelaporan PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI
BROKBAS
IK2T. Tingkat 133 PERTEMUAN PEMYIUSUNAN PEREMCAMNAAN 3.650.000) 9.227.560] 9553
Efiziensi Koordinasi Perumusan Renstra dan TAHUINAR
Penggunaan Rencana Tahunan, Penuusunan Dokumen | KOORDIMNASIPERNYUSURNARN DAR §6.322. 330| 86.213.73 9985
Anggaran Sekretariat] Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan | PELAKSANAAN ANCCARAN
Utama Kineria dan Pelaporan KOORDIMNASILINTAS SEKTOR PELAKSAMAAMN 4. 750.000) 36605000 Y067
AMNGGARAN DAMN PELAPORAMN
KOORDIMNASI BIRO PEREMNCANAAN DAN 48, 716.400) 47,915, 456 98,36
KELIANGAN OEMGAN LINTAS SEETOR
4110 Monitaring dan Evaluasi Kegitan Biro Hukum dan 50.140.000) 45,310,000 S7.55%
Koordinasi Peruusunan Peraturan Organisasi
Perundang-undangan, Advokasi Hukum,
rta Qrganizasidantats laksans
4112 KOOROIMNASILIMTAS SEKTOR DALAM T2.000.000) B5.850.000f 919462
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Saranal RAMGKA PENGELOLAAN BMM DAN! SARAMNA
dan Prazarana Penunjang Aparatur BPOM | QAN PEASARANA
KEEUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORARN 1.650. 142, 000)] 1.605.495.413] 9729
SE'WARUMAHMPARTEMEN DINAS KEPALA 1149.159.000) 1109.903.140] 96582
BADAN DAN PEJABAT ESELOIN I
3158 Perencanaan, Manitoring dan Evaluasi Biro 17.800.000) 17.338.000] 9740
Peningkatan Penvelenggarasn Hubungan | Kerja Sama
411 Oukungan Kesekretariatan Biro HOSP 365.216.000) 362442 457 9924

Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan
¥ogrdingsi Dukiunnan St atenis Pimpinan
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Lampiran 10

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT
TAHUN ANGGARAN 2020

No.

Program/Kegiatan/Output

Volume

Anggaran

Target

Realisasi

%Capaian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPOM

328.548.378.000

284.410.751.968

86,57

3158

Peningkatan
Penyelenggaraan
Hubungan dan Kerja Sama
Badan POM

4.643.490.000

4.616.897.761

99,43

3158.001

Dokumen kerja sama yang
difasilitasi dan
dikoordinasikan

(dokumen)

65

78

120,00

4.163.302.000

4.138.053.327

99,39

3158.002

Negara yang mendapatkan
dukungan  penguatan  di
bidang obat dan makanan
dalam skema kerja sama
selatan-selatan
(KSST)(kawasan)

100,00

480.188.000

478.844.434

99,72

3159
Koordinasi
Renstra
Tahunan.
Dokumen
Keuangan
Pengelolaan
Pelaporan

Perumusan
Rencana
Penyusunan
Anggaran.
serta
Kinerja dan

dan

13.142.724.000

12.937.720.800

98,44

3159.001

Dokumen perencanaan,
Penganggaran, keuangan
dan monitoring evaluasi yang
dihasilkan (dokumen)

15

15

100,00

13.142.724.000

12.937.720.800

98,44

4110

Koordinasi Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan. Advokasi
Hukum. serta Organisasi
dan tata laksana

7.834.426.000

7.771.634.713

99,20

4110.001

Dokumen tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi
Program Penataan dan
Penguatan Organisasi serta
Program Penataan Tata
Laksana (dokumen)

100,00

3.893.921.000

3.860.371.017

99,14
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No.

Program/Kegiatan/Output

Volume

Anggaran

Target

Realisasi

%Capaian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

4110.002

Layanan Advokasi hukum
yang diberikan (Advokasi
Hukum)

320

358

111,88

1.279.605.000

1.272.982.281

99,48

4110.003

Rancangan peraturan
perundang-undangan yang
diselesaikan (rancangan)

220

268

121,82

2.660.900.000

2.638.281.415

99,15

4111

Pengelolaan Hubungan
Masyarakat dan Koordinasi
Dukungan Strategis
Pimpinan

15.981.148.000

15.344.132.653

96,01

4111.002

Kegiatan kehumasan Badan
POM yang dilaksanakan
(dokumen)

195

251

128,72

9.973.452.000

9.734.966.883

97,61

4111.950
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon
(Layanan)

100,00

6.007.696.000

5.609.165.770

93,37

4112

Pengelolaan Sumber Daya
Manusia. Sarana dan
Prasarana Penunjang
Aparatur BPOM

286.946.590.000

243.740.366.041

84,94

4112.001

SDM Badan POM yang
memiliki Kinerja Berkriteria
Minimal Baik

(pegawai)

4105

4628

112,74

10.984.445.000

10.424.967.490

94,91

4112.951
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal (Layanan)

100,00

28.749.268.000

27.977.415.752

97,32

4112.956

Layanan manajemen Barang
Milik Negara (BMN)
(Layanan)

100,00

2.964.110.000

2.521.228.739

85,06

4112.962
Layanan Umum (Layanan)

100,00

1.967.441.000

1.887.421.851

95,93

4112.994
Layanan Perkantoran
(Layanan)

100,00

242.281.326.000

200.929.332.209

82,93
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CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2020

No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Satuan Realisasi %Capaian
1, Peningkatan Indeks kepuasan internal BPOM 3,82 Indeks 3,83 100,26
Penyelenggaraan terhadap layanan dukungan
Hubungan dan manajemen Biro Kerjasama
Kerja Sama Badan Presentase kerja sama yang 72 % 83,33 115,74
POM ditindaklanjuti atau
diimplementasikan
Jumlah rekomendasi penguatan 1 Rekomend 1 100
regulatori yang diterapkan oleh asi
negara penerima KSS Badan POM
Persentase naskah kerja sama yang 81 % 81,4 100,49
diselesaikan tepat waktu
Jumlah dokumen kerja sama Badan 65 Dokumen 78 120
POM
Jumlah negara selatan-selatan 1 negara 1 100
penerima program KSS mengenai
penguatan fungsi regulatori
Nilai RB Biro Kerja Sama 85 Nilai 68,57 80,67
Indeks Profesionalitas ASN Biro 75 Indeks 79,67 106,23
Kerja Sama
Indeks pengelolaan data dan 1,51 0 0,00
informasi
Tingkat Efisiensi Penggunaan 90 (Efisien) Nilai 100 111,11
Anggaran Biro Kerja Sama
2 Koordinasi Nilai RB BPOM Penguatan 4,9 Nilai 4,86* 99,18
Perumusan Renstra | akuntabilitas
dan Rencana Nilai AKIP komponen Perencanaan 73,25 Nilai 69,88* 95,39
Tahunan, Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pencapaian
Dokumen Kinerja BPOM
Anggaran, Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 93 Nilai 91,27 98,14
Keuangan serta (EKA)
Pengelolaan Kinerja o dikator Kinerja Pelaksanaan 94.24 Nilai 93.76 99,49
dan Pelaporan Anggaran (IKPA) BPOM
Persentase kesesuaian Laporan 100% % 100 100
Keuangan yang disusun dengan
Standara Akuntansi Pemerintahan
Indeks kepuasan internal BPOM 3,79 Indeks 3,79 100
terhadap layanan dukungan
manajemen Biro Perencanaan dan
Keuangan
Persentase kesesuaian dokumen 85 % 87,15 102,53

perencanaan kinerja satker terhadap
pedoman
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No

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target

Satuan

Realisasi

%Capaian

Persentase dokumen perencanaan,
yang diselesaikan tepat waktu dan
sesuai standar

100

%

100

100

Persentase satker yang memperoleh
nilai kinerja anggaran minimal 95
berdasarkan mekanisme reward dan
punishment berdasarkan
mekanisme reward and punishment

20,9

%

20,9

100

Persentase dokumen penganggaran
yang diselesaikan tepat waktu dan
sesuai standar

100%

%

100%

100

Persentase unit kerja yang
melaporkan capaian kinerja dan
anggaran sesuai pedoman

57

%

64,2

112,63

Persentase dokumen monitoring,
evaluasi, dan laporan kinerja yang
diselesaikan tepat waktu

100

%

100

100

Persentase satker yang memperoleh
nilai kinerja pelaksanaan anggaran
minimal Baik

80

%

93

116,25

Persentase dokumen laporan
keuangan satker yang disampaikan
tepat waktu dan sesuai standar

100

%

100

100

Persentase laporan PNBP unit kerja
yang disampaikan tepat waktu

95

%

98

103,16

Indeks RB Biro Perencanaan dan
Keuangan

85

Indeks

75,93

89,33

Indeks Profesionalitas ASN Biro
Perencanaan dan Keuangan

75

Indeks

80,48

107,31

Indeks Pengelolaan Data dan
Informasi di Biro Perencanaan dan
Keuangan

151

Indeks

0,75

49,67

Tingkat Efisisensi Penggunaan
Anggaran Biro Perencanaan dan
Keuangan

100
(Efisien)

Nilai

100

100

Koordinasi
Penyusunan
Peraturan
Perundang-
undangan,
Advokasi Hukum,
serta Organisasi
dan tata laksana

Nilai RB BPOM Penataan peraturan
perundang-undangan

3,40

Nilai

3.2*

94.12

Nilai RB BPOM Penataan dan
penguatan organisasi

4,4

Nilai

4.32*

98.18

Nilai RB BPOM penataan tata
laksana

4,2

Nilai

4.12*

98.10

Indeks Pelayanan Publik Biro
Hukum dan Organisasi

3,55

Indeks

3,82

107,61

Persentase unit organisasi yang
dilakukan penataan

100

%

100

100

Persentase unit organisasi yang
menerapkan proses bisnis sesuai
1ISO 9001:2015

79

%

79

100

Persentase peraturan perundang-
undangan yang diselesaikan

100

%

100

100
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No Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Satuan Realisasi %Capaian
Persentase advokasi hukum yang 82 % 96,43 117,60
diselesaikan
Indeks RB Biro Hukum dan 91 Indeks 74,04 81,36
Organisasi
Indeks Profesionalitas ASN 75 Indeks 83,36 111,15
Indeks pengelolaan data dan 151 Indeks 0 0
informasi Biro Hukum dan
Organisasi yang optimal
Tingkat Efisiensi Penggunaan 95 (Efisien) Nilai 95 100
Anggaran

4 Pengelolaan Indeks kepuasan masyarakat 79.5 Indeks 85.30 107.29

Hubungan terhadap layanan pengaduan dan

Masyarakat dan informasi

Koordinasi Indeks kepuasan media 73 Indeks 82,5 113

Dukungan Strategis _ _

Pimpinan Indeks opini publik BPOM 66 Indeks 79,6 120,60
Indeks kepuasan internal BPOM 3.63 Indeks 3.63 100
terhadap layanan dukungan
manajemen Biro HDSP
Persentase kualitas pemberitaan 99.59 Indeks 99,84 100,25
BPOM di media
Persentase layanan pengaduan dan 99 % 99.47 100.47
informasi yang selesai ditindaklanjuti
Tingkat efektivitas KIE obat dan 88,98 Indeks 91 102,27
makanan yang dilaksanakan oleh
Biro HDSP
Indeks Pelayanan Publik di lingkup 3,91 Indeks 4,48 114,57
Biro HDSP
Tingkat keberhasilan koordinasi 75 Nilai 85.37 113.82
dalam layanan dukungan
manajemen eselon |
Indeks RB Biro HDSP 85 Indeks 70.21 82.6
Indeks Profesionalitas ASN Biro 80 Indeks 78,66 98,32
HDSP
Indeks pengelolaan data dan 1.51 Indeks 0,25 16,56
informasi di Biro HDSP yang baik
Tingkat Efisiensi Penggunaan 88 (Efisien) Nilai 96,63 109,81
Anggaran Biro HDSP

5 Pengelolaan Nilai RB BPOM Penataan Sistem 13,22 Nilai 13,1* 99,09

Sumber Daya Manajemen SDM

Manusia, Sarana

dan Prasarana Nilai Pengelolaan BMN BPOM 80,00 Nilai 0 Feb 2021

Penunjang Aparatur

BPOM Indeks kepuasan internal BPOM 3,71 Indeks 3,43 92,45
terhadap layanan dukungan
manajemen
Persentase ASN BPOM yang 89 % 99,94 112,29

memiliki kinerja berkriteria minimal
baik
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Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Satuan Realisasi %Capaian

Persentase ASN BPOM yang 73 % 92,73 127,03
ditingkatkan kariernya sesuai
pedoman pola karir

Persentase Satker yang mampu 89 % 0 Feb 2021
mengelola BMN dengan baik
Persentase pemenuhan sarana 78 % 97,4 100,76

prasarana penunjang kinerja
pengawasan Obat dan Makanan
sesuai standar

Persentase unit kerja yang mampu 86 % 85,71 99,66
mengelola arsip dengan baik sesuai
standar pengelolaan kearsipan

Indeks RB Biro Umum dan SDM 88 Indeks 69,03 78,44
Indeks Profesionalitas SDM Biro 75 Indeks 72,4 96,53
Umum dan SDM

Indeks Pengelolaan 151 Indeks 0,25 16,56

Data dan Informasi di Biro
Umum dan SDM yang optimal

Tingkat efisiensi penggunaan 100 Nilai 0 0
anggaran di Biro Umum dan SDM (Efisien)

Keterangan: *) merupakan capaian tahun 2019, karena hasil penilaian dari
KemenPAN-RB belum keluar.
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CAPAIAN KINERJA BKKBN
TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 4. Formulir Pengukuran Target Kinerja

Unit Organisasi Eselon | : Sekretariat Utama
Tahun Anggaran 12019
Sasaran
No Program/ Indikator Kinerja Tahun 2019 Realisasi %
Bidang capaian
1. Tersedia 1wmummumMgm
nya Hipergunakan sebagal dasar penguatan pelaksanaan 1 1 100%
dukungan program pengendakan penduduk dan KB
S Tingkat opind laporan keuangan darl BPK wTP wWTP —
dalam 2 (tercapad)
rangka Jumiah dokumen perencanaan Program dan
menyelengg | 3 Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangks e
araken pengeluaran  jangka menengah,  pengganggaran 5 25%
Program padu dan berb Kine)
KKBPK 4 |Persentase ledaksananya pengembangan  kanr 63% 100% 158 73%
Apartur Sipd Negara (ASN) yang kompetensinya | Pengembangan
Besual dengan standar (sesual Rosamap) SOM

5 nceks kepuasan pelayanan admnistrasi perk
herumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana dan | 4 dan skala 14 317 79,25%

bnmmm
6 [umish dukungan mansjemen  pengelciaan
Kependudukan, KB serta Ketahanan dan 34 Prov 34 Prov 100%
Kesejahteraan Keluarga di Provinsi
2 Terwujud- ersedianya landasan hukum dan kebijakan yang Peraturan Terseda 100%
nya 1 penergi dan b antars pembangunan bidang perundangan peraturan | (tercapal)
dukungan kependukan-KB dan bidang pembangunan lannya terkait
manajemen perkembangan
dim program
penyelengga tase unt kera yang melakukan tata kelols
raasn dan BMN yang memenuhi standas 100% 89,3% 89.3%
KKBPK
Bentase Nk ker BKKBN yang melakukan
AP CH g e 100% 100% 100%
pendekatan perencanaan pembangunan
nasional
Persentase pemetaan ASN yang sesual dengan 200% ooy 200

kompetens

tase pelayanan kerumantanggaan & protokol,
rasl umum dan pengelolaan sarana 100% 100% 80.5%
BAMANA yang sesusl dengan standar

Sumber data : https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP_SESTAMA_2019.pdf
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